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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
I. GAMBARAN UMUM TAHUN 2018 

Dalam Penyelenggaraan transportasi laut nasional yang efektif, efisien 

dan berdaya saing serta memberikan nilai tambah sebagai infrastruktur dan 

tulang punggung kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan visi 

yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mutlak untuk 

diwujudkan. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2009 tentang 

Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, Direktorat Jenderal 

memiliki tugas untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan 

standarisasi teknis di bidangnya, dengan menyelenggarakan fungsi 

perumusan kebijakan kementerian, pelaksanaan kebijakan kementerian, 

penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan 

teknis dan evaluasi serta pelaksanaan administrasi di bidangnya. Sebagai 

bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, pimpinan satuan 

organisasi/ kerja wajib menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang 

berisi capaian kinerja selama tahun yang bersangkutan. Dengan demikian 

disusunlah Laporan Tahunan ini sebagai sarana untuk melaporkan 

pemantauan terhadap pencapaian kegiatan Direktorat Jenderal Perhubungan 

Laut pada tahun 2018 serta program kerja tahun 2019. 

Penyusunan laporan ini dimaksudkan untuk menyajikan data-data 

informasi terkait program kerja beserta realisasi kegiatan dan permasalahan 

beserta upaya pemecahan masalah di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 

Tahun 2018 terkait kegiatan pemerintahan, kegiatan operasional, sedangkan 

tujuan penyusunan laporan tahunan adalah selain memberikan bahan 

masukan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan, juga untuk 

menentukan kebijaksanaan selanjutnya dan tersedianya program kerja 

Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada masing-masing 

Bagian tahun 2018. 
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II. TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DIREKTORAT 

JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT 

A. Tugas Pokok Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 

Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mempunyai tugas 

melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan administratif kepada 

seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal 

Perhubungan Laut. 

B. Fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Direktorat Jenderal 

Perhubungan Laut menyelenggarakan fungsi: 

1. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana strategis, program 

dan anggaran kegiatan, pentarifan, evaluasi dan pelaporan 

kegiatan serta anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut; 

2. Penyiapan koordinasi dan pengelolaan keuangan dan penyusunan 

laporan keuangan, penelaahan dan koordinasi terhadap 

pelaksanaan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan aparat 

fungsional ekstern dan intern di lingkungan Direktorat Jenderal 

Perhubungan Laut serta evaluasi dan pelaporan; 

3. Pelaksanaan perencanaan dan pengembangan, mutasi, disiplin, 

pemberhentian, dan kesejahteraan pegawai Direktorat Jenderal 

Perhubungan Laut; 

4. Penyiapan koordinasi penyusunan rancangan peraturan 

perundang-undangan, pemberian pertimbangan dan advokasi 

hukum, tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat, pelaksanaan 

dokumentasi hukum serta kerja sama luar negeri subsektor 

Perhubungan Laut; 

5. Penyiapan koordinasi dan penyusunan pembinaan administrasi 

perkantoran dan kearsipan, kebutuhanrumah tangga dan 

pemeliharaan, perencanaan dan penentuan kebutuhan, 

inventarisasi dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) 

Perhubungan Laut serta evaluasi dan pelaporan; dan 

6. Penyiapan koordinasi penataan organisasi dan tatalaksana, 

pelaksanaan hubungan masyarakat dan pelayanan data informasi 
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publik serta pengelolaan sistem teknologi informasi di lingkungan 

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. 

 

III. STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL 

PERHUBUNGAN LAUT 

Susunan Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubangan 

Laut 

Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terdiri dari: 

A. BAGIAN PERENCANAAN 

1. Tugas Bagian Perencanaan 

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 

koordinasi dan penyusunan perencanaan strategis, program dan 

anggaran kegiatan, pentarifan serta evaluasi dan pelaporan 

kegiatan dan anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. 

2. Fungsi Bagian Perencanaan 

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Perencanaan 

menyelenggarakan fungsi: 

a. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis 

dan indikator kinerja, penyusunan rencana kerjasama teknik 

dan pinjaman/ hibah luar negeri, serta kemitraan; 

b. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program dan 

anggaran, rancangan Rencana Kerja (RENJA), Rencana 

Kerja dan Anggaran (RKA), konsep dokumen pelaksanaan 

anggaran, serta program kerja kemitraan; dan 

c. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan laporan dan 

evaluasi pelaksanaan program kegiatan dan anggaran, 

kinerja, penetapan tarif, pemantauan teknis serah terima hasil 

kegiatan, pembinaan dan evaluasi layanan pengadaan. 

3. Susunan Organisasi Bagian Perencanaan 

Bagian Perencanaan terdiri atas : 

a. Subbagian Rencana; 

b. Subbagian Program; dan 

c. Subbagian Analisa, Evaluasi dan Tarif. 
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B. BAGIAN KEUANGAN 

1. Tugas Bagian Keuangan 

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 

koordinasi dan pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan 

keuangan, penelaahan dan koordinasi terhadap pelaksanaan 

tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan aparat fungsional ekstern 

dan intern di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 

serta evaluasi dan pelaporan. 

2. Fungsi Bagian Keuangan 

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Keuangan menyelenggarakan 

fungsi: 

a. Penyiapan bahan koordinasi administrasi pelaksanaan 

anggaran, penyusunan dan pemantauan atas pelaksanaan 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Petunjuk 

Operasional Kegiatan (POK) dan revisi, koordinasi 

pelaksanaan pemeriksaan/audit, penyiapan bahan koordinasi 

pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan/audit aparat 

fungsional eksteren dan interen, dan monitoring penyelesaian 

TP/TGR;  

b. Penyiapan bahan koordinasi perbendaharaan termasuk 

penyusunan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual 

(SAIBA) tingkat satker kantor pusat dan wilayah DKI, verifikasi 

pembukuan dan penatausahaan/pengelolaan Pendapatan 

Negara Bukan Pajak (PNBP) termasuk piutang dan target, 

monitoring pengelola Anggaran/Barang dan koordinasi 

pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); 

dan 

c. Penyiapan bahan koordinasi laporan keuangan tingkat eselon 

I, penyusunan laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) tingkat 

eselon I: Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) 

dan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik 

Negara (SIMAK BMN), koordinasi pelaksanaan Reviu Laporan 
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Keuangan, penyiapan bahan pelaksanaan tindak lanjut hasil 

reviu LK dan monitoring daya serap. 

3. Susunan Organisasi Bagian Keuangan 

Bagian Keuangan terdiri atas : 

a. Subbagian Pelaksanaan Anggaran; 

b. Subbagian Perbendaharaan; dan 

c. Subbagian Akutansi. 

 

C. BAGIAN KEPEGAWAIAN 

1. Tugas Bagian Kepegawaian  

Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 

koordinasi dan penyusunan perencanaan dan program 

pengembangan, mutasi, disiplin, pemberhentian dan 

kesejahteraan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal 

Perhubungan Laut serta evaluasi dan pelaporan. 

2. Fungsi Bagian Kepegawaian 

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Kepegawaian 

menyelenggarakan fungsi: 

a. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perencanaan 

formasi dan pengangkatan pegawai, serta pengelolaan basis 

data kepegawaian; 

b. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan usulan 

pemindahan jabatan struktural dan fungsional, assessment, 

pengangkatan jabatan fungsional tertentu dan kepangkatan 

pegawai; dan 

c. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan disiplin, 

pemberhentian, kesejahteraan dan penilaian kinerja pegawai. 

3. Susunan Organisasi Bagian Kepegawaian 

Bagian Kepegawaian terdiri atas : 

a. Subbagian Rencana dan Pengembangan Pegawai; 

b. Subbagian Mutasi; dan 

c. Subbagian Disiplin, Pemberhentian dan Kesejahtraan 

Pegawai. 
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D. BAGIAN HUKUM DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI 

1. Tugas Bagian Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri 

Bagian Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan telahan 

hukum, rancangan peraturan perundang-undangan, pemberian 

pertimbangan dan advokasi hukum serta penyuluhan peraturan 

perundangundangan, koordinasi tindak lanjut laporan pengaduan 

masyarakat, serta pelaksanaan perjanjian Internasional dan 

kerjasama luar negeri di lingkungan Direktorat Jenderal 

Perhubungan Laut serta evaluasi dan pelaporan. 

2. Fungsi Bagian Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri 

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Hukum dan Kerja Sama Luar 

Negeri menyelenggarakan fungsi: 

a. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan penelaahan 

dan rancangan peraturan perundangundangan di bidang 

pelayaran; 

b. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan pertimbangan 

urusan perjanjian dan kerjasama luar negeri di bidang 

pelayaran; dan 

c. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan pemberian 

pertimbangan dan pelaksanaan advokasi hukum, penyuluhan 

peraturan perundangundangan, dokumentasi hukum dan 

koordinasi tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat. 

3. Susunan Organisai Bagian Hukum dan Kerja Sama Luar 

Negeri 

Bagian Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri terdiri atas : 

a. Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan; 

b. Subbagian Avokasi Hukum dan Dokumentasi Produk Hukum; 

dan 

c. Subbagian Kerja Sama Luar Negeri dan Perjanjian 
Internasional. 
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E. BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN 

1. Tugas Bagian Umum dan Perlengkapan 

Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan pembinaan 

administrasi perkantoran dan kearsipan, kebutuhan rumah tangga 

dan pemeliharaan, perencanaan dan penentuan kebutuhan, 

inventarisasi dan penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) 

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta evaluasi dan 

pelaporan. 

2. Fungsi Bagian Umum dan Perlengkapan  

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Hukum dan Kerja Sama Luar 

Negeri menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan administrasi 

perkantoran, perencanaan, pengadaan barang dan jasa 

tingkat satker kantor pusat, pengurusan dan pengaturan 

barang persediaan, penyusunan laporan Sistem Informasi 

Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara tingkat satker 

kantor pusat dan wilayah DKI; 

b. Penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan rumah 

tangga, keperluan rapat, pertemuan dinas, pemeliharaan 

gedung dan sarana prasarana kantor serta inventaris kantor, 

pelayanan angkutan pegawai, perawatan kendaraan dinas, 

keprotokolan, pelayanan kesehatan pegawai; dan 

c. Penyiapan bahan inventarisasi/ penatausahaan Barang Milik 

Negara, serah terima dan penetapan status penggunaan 

Barang Milik Negara, pemanfaatan Barang Milik Negara, 

penghapusan BMN pemindahtanganan Barang Milik Negara, 

penataan Rumah Negara. 

3. Susunan Organisai Bagian Umum dan Perlengkapan 

Bagian Umum dan Perlengkapan terdiri atas : 

a. Subbagian Tata Usaha; 

b. Subbagian Kerumahtanggaan; dan 

c. Subbagian Perlengkapan. 
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F. BAGIAN ORGANISASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT 

1. Tugas Bagian Organisasi dan Hubungan Masyarakat 

Bagian Organisasi dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan koordinasi penataan organisasi dan 

tata laksana, pelaksanaan hubungan masyarakat dan pelayanan 

data informasi publik serta pengelolaan sistem teknologi 

informasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. 

2. Fungsi Bagian Organisasi dan Hubungan Masyarakat  

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Hukum dan Kerja Sama 

Luar Negeri menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan, penataan 

organisasi tata laksana dan reformasi birokrasi serta  

evaluasi organisasi tata laksana dan pelaksanaan reformasi 

birokrasi; 

b. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana 

strategis, kebijakan, standardisasi dan pengembangan 

sistem komunikasi, hubungan masyarakat, pelaksanaan 

pengelolaan operasional layanan komunikasi dan pelayanan 

informasi publik, pembinaan dan evaluasi pelaksanaan 

komunikasi, hubungan masyarakat dan pelayanan informasi 

publik; dan 

c. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana 

strategis, kebijakan, pembinaan, monitoring, evaluasi, 

arsitektur dan standardisasi tata kelola data dan informasi 

pada pelaksanaan dan/atau pengelolaan operasional 

layanan, manajemen risiko, pengembangan serta integrasi 

basis data dan sistem informasi.  

3. Susunan Organisai Bagian Organisasi dan Hubungan 

Masyarakat 

Bagian Organisasi dan Hubungan Masyarakat terdiri atas : 

a. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana; 

b. Subbagian Hububungan Masyarakat; dan 

c. Subbagian Data dan Informasi. 
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IV. KOMPOSISI PEGAWAI TAHUN 2018 

Jumlah Komposisi Pegawai di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal 

Perhubungan Laut pada Tahun 2018 yaitu 353 pegawai. Adapun 

Rekapitulasi pegawai dapat dikelompokkan sebagai berikut: 

A. Rekapitulasi Pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 

Per Pendidikan: 

Tabel I – 1: Rekapitulasi Pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal 

Perhubungan Laut Per Pendidikan 

No Pendidikan Jumlah Pegawai 

Tahun 2017 Tahun 2018 

1. S3 0 0 

2. Spesialis 0 0 

3. S2 45 45 

4. S1 125 116 

5. D4 2 2 

6. D3 57 60 

7. D2 0 0 

8. D1 2 2 

9. SLTA 126 117 

10 SLTP 8 7 

11. SD 5 4 

TOTAL 370 353 

 

B. Rekapitulasi Pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 

Per Golongan: 

Tabel I – 2: Rekapitulasi Pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal 

Perhubungan Laut Per Golongan 

No Golongan Jumlah Pegawai 

Tahun 2017 Tahun 2018 

1. IV/e 0 0 

2. IV/d 3 1 

3. IV/c 0 0 

4. IV/b 6 4 

5. IV/a 5 5 

6. III/d 51 57 

7. III/c 47 47 

8. III/b 102 89 

9. III/a 69 65 

10 II/d 27 29 

11. II/c 35 32 

12. II/b 18 20 

13. II/a 5 3 

14. I/d 1 1 
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15. I/c 1 0 

16. I/b 0 0 

17. I/a 0 0 

TOTAL 370 353 
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BAB II 

DUKUNGAN MANAJEMEN DAN TEKNIS 

BAGIAN PERENCANAAN 

 

 

I. PROGRAM KERJA 

A. Kegiatan Pemerintahan  

1. Pra Studi Kelayakan (Pre Feasibility Study) Pembangunan 

Pelabuhan Laut 

2. Kajian Evaluasi Manfaat Pembangunan Infrastruktur Transportasi 

Laut 

3. Pembinaan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Pejabat Pembuat 

Komitmen (PPK) Ditjen Hubla 

4. Pengarahan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat 

Pembuat Komitmen dalam rangka Percepatan Pelaksanaan 

Anggaran di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 

5. Bimbingan Teknis Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 

6. Bimbingan Teknis Pengisian Data pada Aplikasi E-Monev Bappenas 

sesuai PP 39 Tahun 2006 

7. Kajian Penurunan Emisi Transportasi Laut 

8. Pra Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Perhubungan 

Laut Tahun 2020-2024 

9. Bimbingan Teknis Aplikasi E-Performance pada Unit Pelaksana 

Teknis (UPT) Eselon IV di Lingkungan Direktorat  Jenderal 

Perhubungan Laut 

10. Bimbingan Teknis Aplikasi E-Performance pada Unit Pelaksana 

Teknis (UPT) Eselon II dan III di Lingkungan Direktorat  Jenderal 

Perhubungan Laut 

11. Bimtek Penyusunan Reviu Renstra 2015-2019, Perjanjian Kinerja 

(PK) 2018 dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2019  

12.   Penyusunan Evaluasi Capaian Tingkat Eselon I dan II Kantor Pusat 

periode Januari sd April 2018 dan Penginputan Aplikasi E-

Performance 
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13. Reviu Perjanjian Kinerja (PK) 2018 dan Penyusunan Rencana Kerja 

Tahunan (RKT) Tahun 2019 

14.  Reviu dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) 

15.  Konsinyering Penyusunan Dan Evaluasi Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah (LKIP) Tahun 2017 untuk Eselon I dan II 

16. Telah dilaksanakan kegiatan Konsinyering Laporan Tahunan 

17. Pembinaan Penyusunan RKA K/L, E-Planning dan Pemaketan Data  

      Dukung  

 

B. Kegiatan Operasional 

1. Penyusunan dan Koordinasi Bahan Kebijakan Pimpinan 

2. Penyusunan dan Koordinasi Uji Petik Dokumen Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 

3. Pembinaan Jiwa Korsa 

4. Pemutakhiran Data pada Sistem Aplikasi Pemantauan dan Pelaporan 

di Lingkungan Ditjen Hubla Tahap II 

5. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Strategis di Lingkungan 

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 

6. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) 

7. Penyusunan Pra Pagu Kebutuhan Tahun 2019 

8. Inventarisasi Dan Validasi Data RKA K/L 

9. Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran (RKA)  

10. Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bagian Perencanaan 

 

II. REALISASI KEGIATAN 

A. Kegiatan Pemerintahan 

1. Telah dilaksanakan kegiatan Pra Studi Kelayakan (Pre Feasibility 

Study) Pembangunan Pelabuhan Laut pada 17 (tujuh belas) lokasi 

Pelabuhan, yaitu : 
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Tabel II – 1: Pra Studi Kelayakan (Pre Feasibility Study) 

Pembangunan Pelabuhan Laut pada 17 (tujuh belas) lokasi 

Pelabuhan 

NO LOKASI KEGIATAN PENYEDIA JASA 

1 Lokasi Kabupaten Bangka, 

Provinsi Bangka Belitung 

PT. Karya Cipta 

Madani 

2 Lokasi Kabupaten Rokan Hilir 

Provinsi Riau 

PT. Sarana Antar 

Nusa Perekayasa 

3 Lokasi Kabupaten Kepulauan 

Anambas Provinsi Kepulauan Riau 

PT. Hegar Daya 

4 Lokasi Kabupaten Bangkalan 

Provinsi JawaTimur 

PT. Hegar Daya 

5 Lokasi Kabupaten Sumbawa Barat 

Provinsi Nusa Tenggara Barat 

PT. Diksa Intertama 

Concultant 

6 Lokasi Kabupaten Dompu Provinsi 

Nusa Tenggara Barat 

PT. Cita Prisma 

7 Lokasi Kabupaten Flores Timur 

Provinsi Nusa Tenggara Timur 

PT. Dharma Kreasi 

Nusantara 

8 Lokasi Kabupaten Tarakan 

Provinsi Kalimantan Utara 

PT. Cita Prisma 

9 Lokasi Kabupaten Pohuwato 

Provinsi Gorontalo 

PT. Bahari Jaya 

Sejahtera 

10 Lokasi Kabupaten Morowali 

Provinsi Sulawesi Tengah 

PT. Yuchi Kaji Tama 

11 Lokasi Kabupaten Baubau Provinsi 

Sulawesi Tenggara 

PT. Mulia Arthaloka 

12 Lokasi Kabupaten Ternate Provinsi 

Maluku Utara 

PT. Sapta Adhi 

Pratama 

13 Lokasi Kabupaten Tambrauw 

Provinsi Papua Barat 

PT. Marindo Utama 

Penata Kawasan 

14 Lokasi Kabupaten Teluk Bintuni 

Provinsi Papua Barat 

PT. Bina Cipta 

Perdana 

15 Lokasi Kabupaten Sorong Provinsi 

Papua Barat 

PT. Multi Hexaguna 

Karya 

16 Lokasi Kabupaten Mamberamo 

Raya Provinsi Papua 

PT. Yuchi Kaji Tama 
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NO LOKASI KEGIATAN PENYEDIA JASA 

17 Lokasi Kabupaten Waropen 

Provinsi Papua 

PT. Mettana 

 

2. Telah dilaksanakan Kajian Evaluasi Manfaat Pembangunan 

Infrastruktur Transportasi Laut pada 12 lokasi Pelabuhan sebagai 

berikut : 

 

Tabel II - 2: Kajian Evaluasi Manfaat Pembangunan Infrastruktur 

Transportasi Laut pada 12 lokasi 

No Lokasi Kegiatan Penyedia Jasa 

1 Pelabuhan Barus, Kabupaten Tapanuli 

Tengah, Provinsi Sumatera Utara 

PT. Dharma Kreasi 

Nusantara 

2 Pelabuhan Pasang Kayu Budong-Budong, 

Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi 

Barat 

PT. Multidecon Internal 

3 Pelabuhan Tanjung Satai, Kabupaten 

Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat 

PT. Adizha Marathon 

4 Pelabuhan Ulu Siau, Kabupaten 

Kepulauan Sitaro, Provinsi Sulawesi Utara 

PT. Diksa Intertama 

Consultant 

5 Pelabuhan Pota, Kabupaten Manggarai 

Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur 

PT. Sigma Ekspresi 

6 Pelabuhan Mempawah, Kabupaten 

Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat 

PT. Ditori Geokarya 

Teknik 

7 Pelabuhan Pangkalan Dodek, Kabupaten 

Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara 

PT. Mulia Arthaloka 

8 Pelabuhan Agats, Kabupaten Asmat, 

Provinsi Papua 

PT. Sarana Antar Nusa 

Perekayasa 

9 Pelabuhan Pamatata, Kabupaten Selayar, 

Provinsi Sulawesi Selatan 

PT. Cita Prisma 

10 Pelabuhan Wanci, Kabupaten Wakatobi, 

Provinsi Sulawesi Tenggara 

PT.Bina Index Consult 

11 Pelabuhan Kolbano, Kabupaten Timor 

Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara 

Timur 

PT. Yuchi Kaji Tama 

12 Pelabuhan Darume, Kabupaten 

Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara 

PT. Ecoplan Rekabumi 

Interconsult 
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3. Telah dilaksanakan Pembinaan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan 

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Ditjen Hubla pada hari Selasa s.d 

Rabu, 9 s.d 10 Januari 2018 di Merlyn Park Hotel Jakarta dengan 

tema “Percepatan Pelaksanaan Anggaran dan Mewujudkan 

Pengadaan Barang/Jasa yang Profesional, Mandiri, Transparan serta 

Akuntabel di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut” 

yang diikuti sebanyak 200 orang peserta, yang terdiri dari para 

Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan para anggota Unit 

Layanan Pengadaan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan 

Laut.  

 

 

4. Telah dilaksanakan Pengarahan Kepada Kuasa Pengguna Anggaran 

Dan Pejabat Pembuat Komitmen Dalam Rangka Percepatan 

Pelaksanaan Anggaran Di Lingkungan Direktorat Jenderal 

Perhubungan Laut Tahun 2018 pada hari Minggu s.d Selasa tanggal 

25 s.d 27 Maret 2018 di Hotel Grand Mercure Harmoni Jakarta 

dengan jumlah peserta sebanyak 500 orang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar II – 1: Pembinaan Unit Layanan Pengadaan dan Pejabat 
Pembuat Komitmen 

 

 

Gambar II – 2: Pengarahan Kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dan 
Pejabat Pembuat Komitmen 
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5. Telah dilaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah (LKIP) dalam 3 Tahap yaitu : 

a. Pada hari Selasa s.d Jumat tanggal 24 s.d 27 Juli 2018 di Hotel 

Grand Aston Yogyakarta dengan jumlah peserta sebanyak 174 

orang dengan Narasumber dari Inspektorat Jenderal, Biro 

Perencanaan, Menpan RB dan Pustikom. 

b. Pada hari Selasa s.d Jumat tanggal 31 Juli s.d 3 Agustus 2018 di 

Hotel Salak Tower Bogor dengan jumlah peserta sebanyak 120 

orang dengan Narasumber dari Biro Perencanaan dan Menpan 

RB. 

c. Pada hari Selasa s.d Jumat tanggal 7 Agustus s.d 10 Agustus 

2018 di Hotel Salak Towe Bogor dengan jumlah peserta sebanyak 

121 orang dengan Narasumber dari Biro Perencanaan dan 

Menpan RB. 

 

6. Telah dilaksanakan Kegiatan Bimbingan Teknis Pengisian Data pada 

Aplikasi E - Monev Bappenas sesuai PP 39 Tahun 2006 pada tanggal 8 

s.d 15 Juli 2018 di Hotel Grand Mercure, Bandung dengan jumlah peserta 

sebanyak 336 orang dengan Narasumber dari Bappenas dan Biro 

Perencanaan.   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
7. Telah dilaksanakan Pekerjaan Kajian Penurunan Emisi Transportasi Laut 

yang dilaksanakan oleh Konsultan PT. Yuchi Kaji Tama 

 

Gambar II – 3: Pengisian Data pada Aplikasi E-Monev Bappenas 
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8. Telah dilaksanakan Pekerjaan Pra Rencana Strategis (Renstra) Direktorat 

Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 yang dilaksanakan oleh 

Konsultan PT. Adizha Marathon 

 

9. Telah dilaksanakan Kegiatan Bimbingan Teknis Aplikasi E-Performance 

pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Eselon IV di Lingkungan Direktorat  

Jenderal Perhubungan Laut sebanyak 4 (empat) tahap yaitu : 

a. Telah dilaksanakan Kegiatan Bimbingan Teknis Aplikasi E-

Performance pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Eselon IV di 

Lingkungan Direktorat  Jenderal Perhubungan Laut Tahap I yang 

dilaksanakan pada tanggal 24 s.d 26 September 2018 bertempat 

di Eastparc Hotel Yogyakarta, dengan jumlah peserta 60 Orang. 

 

 

 

 

Gambar II – 4:Bimbingan Teknis Aplikasi E-Performance pada Unit 

Pelaksana Teknis (UPT) Eselon IV Tahap I 

 

b. Telah dilaksanakan Kegiatan Bimbingan Teknis Aplikasi E-

Performance pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Eselon IV di 

Lingkungan Direktorat  Jenderal Perhubungan Laut Tahap II yang 

dilaksanakan pada tanggal 26 s.d 28 September 2018 bertempat 

di Eastparc Hotel Yogyakarta, dengan jumlah peserta 60 Orang. 
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Gambar II – 5: Bimbingan Teknis Aplikasi E-Performance pada Unit 

Pelaksana Teknis (UPT) Eselon IV Tahap II 

 

c. Telah dilaksanakan Kegiatan Bimbingan Teknis Aplikasi E-

Performance pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Eselon IV di 

Lingkungan Direktorat  Jenderal Perhubungan Laut Tahap III 

yang dilaksanakan pada tanggal 15 s.d 17 Oktober 2018 

bertempat di The Trans Luxury Hotel, Bandung, Jawa Barat, 

dengan jumlah peserta 60 Orang. 

 

 

 

 

Gambar II – 6: Bimbingan Teknis Aplikasi E-Performance pada Unit 

Pelaksana Teknis (UPT) Eselon IV Tahap III 

 

d. Telah dilaksanakan Kegiatan Bimbingan Teknis Aplikasi E-

Performance pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Eselon IV di 

Lingkungan Direktorat  Jenderal Perhubungan Laut Tahap IV yang 

dilaksanakan pada tanggal 17 s.d 19 Oktober 2018  bertempat di 

The Trans Luxury Hotel, Bandung, Jawa Barat, dengan jumlah 

peserta 50 Orang. 
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Gambar II – 7: Bimbingan Teknis Aplikasi E-Performance pada Unit 

Pelaksana Teknis (UPT) Eselon IV Tahap IV 

 

10. Telah dilaksanakan Kegiatan Bimbingan Teknis Aplikasi E-

Performance pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Eselon II dan III di 

Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang dilaksanakan 

pada tanggal 24 s.d 26 Oktober 2018  bertempat di Swiss-Belhotel 

Harbour Bay, Batam, Kepulauan Riau, dengan jumlah peserta 86 

Orang. 

 

 

 

 

Gambar II – 8: Bimbingan Teknis Aplikasi E-Performance pada Unit Pelaksana 

Teknis (UPT) Eselon II dan III 

 

11. Telah dilaksanakan kegiatan Bimtek Penyusunan Reviu Renstra 2015-

2019, Perjanjian Kinerja (PK) 2018 dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) 

2019 yang dibagi menjadi tiga tahap sebagai berikut: 

a. Tahap I  UPT Eselon I,II pada tanggal 22 sd 24 Januari 2018 yang 

bertempat di Hotel Mercure City Centre, Bandung dengan Jumlah 

peserta sebanyak 90 orang 
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b. Tahap II UPT Eselon III pada tanggal 21 sd 23 Februari 2018 yang 

bertempat di Hotel Bali Dynasty Resort, Bali dengan Jumlah 

peserta sebanyak 106 orang 

c. Tahap III UPT Eselon IV dan dibagi menjadi dua (3) gelombang, 

sebagai berikut : 

- Pada tanggal 14 sd 17 Maret 2018 yang bertempat di Hotel The 

Sahira, Bogor dengan Jumlah peserta sebanyak 81 orang 

- Pada tanggal 21 sd 23 Maret 2018 yang bertempat di Hotel 

Royal, Bogor dengan Jumlah peserta sebanyak 81 orang 

- Pada tanggal 27 sd 29 Maret 2018 yang bertempat di Hotel The 

Sahira, Bogor dengan Jumlah peserta sebanyak 82 orang 

12. Telah dilaksanakan kegiatan Penyusunan Evaluasi Capaian Tingkat 

Eselon I dan II Kantor Pusat periode Januari sd April 2018 dan 

Penginputan Aplikasi e-Performance pada tanggal 7 sd 9 Mei 2018 

yang bertempat di Hotel Sahira, Bogor dengan Jumlah peserta 

sebanyak 30 orang 

13. Telah dilaksanakan kegiatan Reviu Perjanjian Kinerja (PK) 2018 dan 

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 dibagi 

menjadi dua (2) gelombang, sebagai berikut : 

a. Pada tanggal 21 sd 24 November 2018 yang bertempat di Hotel 

Bogor Valley, Bogor dengan Jumlah peserta sebanyak 165 orang 

b. Pada tanggal 27 sd 30 November 2018 yang bertempat di Hotel 

Holiday Inn, Bandung dengan Jumlah peserta sebanyak 169 

orang 

14. Telah dilaksanakan kegiatan Reviu dan Evaluasi Standar Operasional 

Prosedur (SOP) di Subag Rencana, Bagian Perencanaan yang 

bertempat di Hotel Royal, Bogor 6-8 Desember dengan Jumlah peserta 

sebanyak 27 orang. 

15. Konsinyering Penyusunan Dan Evaluasi Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah (LKIP) Tahun 2017 untuk Eselon I dan II pada  2 (dua) 

lokasi sebagai berikut: 

a. Pada hari Rabu s.d Sabtu tanggal 3 s.d 6 Januari 2018 yang 

bertempat di Hotel 1O1 Bogor Jawa Barat dengan jumlah peserta 

sebanyak 43 orang. 
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b.  Pada hari Selasa s.d Jumat tanggal 16 s.d 19 Januari 2018 yang 

bertempat di Hotel Amaroosa Bogor Jawa Barat dengan jumlah 

sepeserta sebanyak 51 orang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Telah dilaksanakan kegiatan Konsinyering Laporan Tahunan pada 2 

(dua) lokasi sebagai berikut : 

a. pada hari Senin s.d Kamis tanggal 12 s.d 15 Februari 2018 yang 

bertempat di Hotel Salak Tower Bogor dengan jumlah peserta 

sebanyak  45 orang. 

b. Pada hari Selasa s.d Jumat tanggal 13 s.d 16 Maret 2018 yang 

bertempat di Hotel Aryaduta Bandung, Jawa Barat dengan jumlah 

peserta sebanyak 47 orang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Telah dilaksanakan Pembinaan Penyusunan RKAKL, E-Planning dan 

Pemaketan Data Dukung Th. 2019 yang dilaksanakan pada 2 lokasi:  

a. Tanggal 24 – 27 Juli 2018 di Hotel The Alana,Yogyakarta dengan 

jumlah peserta sebanyak 340 orang. 

Gambar II – 9 : Konsinyering Penyusunan Dan Evaluasi Laporan Kinerja Instansi 
Pemerintah (LKIP) Eselon I dan eselon II 

 

Gambar II – 10 : Konsinyering Laporan Tahunan 
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b. Tanggal 30 Juli – 3 Agustus 2018 di Hotel Wyndham , Surabaya 

dengan jumlah peserta 340 orang 

  

 

 

B. Kegiatan Operasional 

 

1. Telah dilaksanakan Penyusunan dan Koordinasi Bahan Kebijakan 

Pimpinan pada beberapa kegiatan dan lokasi sebagai berikut : 

a.  Telah dilaksanakan Kegiatan Pendampingan Kunjungan Kerja 

Komisi V DPR RI sebagai berikut : 

Tabel II – 3: Kegiatan Pendampingan Kunjungan Kerja  

Komisi V DPR RI 

No 
Uraian Kegiatan 

 
Waktu Pelaksanaan 

1 Kegiatan Pendampingan Kunjungan 
Kerja Komisi V DPR RI ke Takengon 
Provinsi Aceh 

11 s.d 13 Januari 2018 

2 Kegiatan Pendampingan Kunjungan 
Kerja Komisi V DPR RI ke Kota 
Palopo Provinsi Sulawesi Selatan 

26 s.d 28 Januari 2018 

3 Kegiatan Pendampingan Kunjungan 
Kerja Komisi V DPR RI ke Provinsi 
Jawa Timur 

25 s.d 27 Januari 2018 

4 Kegiatan Pendampingan Kunjungan 
Kerja Komisi V DPR RI ke Provinsi 
Jawa Tengah 

4 s.d 8 Februari 2018 

5 Kegiatan Pendampingan Kunjungan 
Kerja Komisi V DPR RI ke Provinsi 
Sumatera Utara 

5 s.d 7 Februari 2018 

6 Kegiatan Pendampingan Kunjungan 19 s.d 22  Februari 2018 

          Gambar II - 11: Pembinaan Penyusunan RKAKL, E-Planning dan Pemaketan Data Dukung Th. 2019 
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Kerja Komisi V DPR RI ke 
Pelabuhan Bojonegara Provinsi 
Banten  

7 Kegiatan Pendampingan Kunjungan 
Kerja Komisi V DPR RI ke Bandung 
Provinsi Jawa Barat 

20 s.d 21 Februari 2018 

8 Kegiatan Pendampingan Kunjungan 
Kerja Komisi V DPR RI ke 
Pelabuhan Waikelo Provinsi Nusa 
Tenggara Timur 

26 s.d 28 Februari 2018 

9 Kegiatan Pendampingan Kunjungan 
Kerja Komisi V DPR RI ke Kota 
Bandung Provinsi Jawa Barat 

20 s.d 21 Februari 2018 

10 Kegiatan Pendampingan Kunjungan 
Kerja Komisi V DPR RI ke 
Kabupaten Wakatobi Provinsi 
Sulawesi Tenggara 

14 s.d 16 Maret 2018 

11 Kegiatan Pendampingan Kunjungan 
Kerja Komisi V DPR RI ke 
Pelabuhan Sirombu Provinsi 
Sumatera Utara 

15 s.d 17 Maret 2018 

12 Kegiatan Pendampingan Kunjungan 
Kerja Komisi V DPR RI ke Nias 
Barat Provinsi NTT 

15 s.d 17 Maret 2018 

13 Kegiatan Pendampingan Kunjungan 
Kerja Komisi V DPR RI ke Provinsi 
NTT 

22 s.d 23 Maret 2018 

14 Kegiatan Pendampingan Kunjungan 
Kerja Komisi V DPR RI ke Provinsi 
Kalimantan Tengah 

11 s.d 13 April 2018 

15 Kegiatan Pendampingan Kunjungan 
Kerja Komisi V DPR RI ke Provinsi 
Kalimantan Barat 

29 April s.d 2 Mei 2018 

16 Kegiatan Pendampingan Kunjungan 
Kerja Komisi V DPR RI ke Provinsi 
Riau 

29 April s.d 3 Mei 2018 

17 Kegiatan Pendampingan Kunjungan 
Kerja Komisi V DPR RI ke Provinsi 
Sulawesi Utara 

29 April s.d 2 Mei 2018 

18 Kegiatan Pendampingan Kunjungan 
Kerja komisi V DPR RI ke Makassar 
Provinsi Sulawesi Selatan 

30 Mei s.d 1 Juni 2018 

19 Kegiatan Pendampingan Kunjungan 
Kerja Komisi V DPR RI ke Provinsi 
Bali 

30 Mei s.d 1 Juni 2018 

20 Kegiatan Pendampingan Kunjungan 
Kerja Komisi V DPR RI ke 
Kabupaten Banyuwangi Provinsi 
Jawa Timur 

30 Mei s.d 1 Juni 2018 

21 Kegiatan Pendampingan Kunjungan 7 s.d 9 Juni 2018 
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Kerja Komisi V DPR RI ke Padang 
Provinsi Sumatera Barat 

22 Kegiatan Pendampingan Kunjungan 
Kerja Komisi V DPR RI ke Kendari 
Provinsi Sulawesi Tenggara 

7 s.d 9 Juni 2018 

23 Kegiatan Pendampingan Kunjungan 
Kerja Komisi V DPR RI ke Manado 
Provinsi Sulawesi Utara 

11 s.d 13 Juli 2018 

24 Kegiatan Pendampingan Kunjungan 
Kerja Komisi V DPR RI ke Danau 
Toba Provinsi Sumatera Utara 

11 s.d 13 Juli 2018 

25 Kegiatan Pendampingan Kunjungan 
Kerja Komisi V DPR RI ke 
Kabupaten Bulukumba Provinsi 
Sulawesi Selatan  

11 s.d 13 Juli 2018 

26 Kegiatan Pendampingan Kunjungan 
Kerja Komisi V DPR RI ke Provinsi 
NTT dan Maluku 

9 s.d 15 Agustus 2018 

27 Kegiatan Pendampingan Kunjungan 
Kerja Komisi V DPR RI ke Provinsi 
NTB 

23 s.d 24 Agustus 2018 

28 Kegiatan Pendampingan Kunjungan 
Kerja Komisi V DPR RI ke Provinsi 
Sumatera Selatan 

30 Juli s.d 3 Agustus 
2018 

29 Kegiatan Pendampingan Kunjungan 
Kerja Komisi V DPR RI ke Jayapura 
Provinsi Papua 

30 Juli s.d 3 Agustus 
2018 

30 Kegiatan Pendampingan Kunjungan 
Kerja Komisi V DPR RI ke 
Manokwari Provinsi Papua Barat 

30 Juli s.d 3 Agustus 
2018 

31 Kegiatan Pendampingan Kunjungan 
Kerja Komisi V DPR RI ke Provinsi 
Jawa Timur 

30 Agustus s.d 1 
September 2018 

32 Kegiatan Pendampingan Kunjungan 
Kerja Komisi V DPR RI ke 
Palangkaraya Provinsi Kalimantan 
Tengah 

6 s.d 8 Septembet 2018 

33 Kegiatan Pendampingan Kunjungan 
Kerja Komisi V DPR RI ke Simeuleu 
Provinsi Aceh  

6 s.d 8 Septembet 2018 

34 Kegiatan Pendampingan Kunjungan 
Kerja Komisi V DPR RI ke Luwu 
Timur Provinsi Sulawesi Selatan 

6 s.d 8 Septembet 2018 

35 Kegiatan Pendampingan Kunjungan 
Kerja Komisi V DPR RI ke Provinsi 
Jambi 

18 s.d 20 Oktober 2018 

36 Kegiatan Pendampingan Kunjungan 
Kerja Komisi V DPR RI ke Makassar 
Provinsi Sulawesi Selatan 

23 s.d 24 Oktober 2018 

37 Kegiatan Pendampingan Kunjungan 1 s.d 5 November 2018 
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Kerja Komisi V DPR RI ke Provinsi 
NTT 

38 Kegiatan Pendampingan Kunjungan 
Kerja Komisi V DPR RI ke Manado 
Provinsi Sulawesi Utara 

28 s.d 30 November 
2018 

39 Kegiatan Pendampingan Kunjungan 
Kerja Komisi V DPR RI ke Provinsi 
Sulawesi Tengah 

28 s.d 30 November 
2018 

40 Kegiatan Pendampingan Kunjungan 
Kerja Komisi V DPR RI ke Surabaya 
Provinsi Jawa Timur 

23 s.d 25 November 
2018 

41 Kegiatan Pendampingan Kunjungan 
Kerja MPR  RI ke Kepulauan 
Sangihe Provinsi Sulawesi Utara 

5 s.d 7 Desember 2018 

42 Kegiatan Pendampingan Kunjungan 
Kerja Komisi V DPR RI ke Surabaya 
Provinsi Jawa Timur 

5 s.d 7 Desember 2018 

43 Kegiatan Pendampingan Kunjungan 
Kerja Komisi V DPR RI ke Batam 
Provinsi Kepulauan Riau 

14 s.d 18 Desember 
2018 

44 Kegiatan Pendampingan Kunjungan 
Kerja Komisi V DPR RI ke 
Palembang Provinsi Sumatera 
Selatan 

14 s.d 18 Desember 
2018 

45 Monitoring Penyelenggaraan 
Angkutan Laut Natal dan Tahun 
Baru ke Bau-bau Provinsi Sulawesi 
Tenggara 

21 s.d  25 Desember 
2018 

46 Monitoring Penyelenggaraan 
Angkutan Laut Natal dan Tahun 
Baru ke Pontianak Provinsi 
Kalimantan Barat 

26 s.d 27 Desember 
2018 
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Gambar II – 12:Kegiatan Pendampingan Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI Tahun 

2018 

 

c. Telah dilaksanakan Survei Laporan Antara, Survei Lokasi dan 

Focus Group Discussion (FGD) Kegiatan Pra Studi Kelayakan 

(Pre Feasibility Study) Pembangunan Pelabuhan Laut di 17 

Lokasi sebagai berikut : 

 

Tabel II – 4: Survei Laporan Antara, Survei Lokasi dan Focus Group 

Discussion (FGD) Kegiatan Pra Studi Kelayakan (Pre Feasibility 

Study) Pembangunan Pelabuhan Laut 

No 
Uraian Kegiatan 

 
Waktu Pelaksanaan 

1. Lokasi Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka 

Belitung 

18-21 September 2018 

2. Lokasi Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau 17-18 September 2018 

3. Lokasi Kabupaten Kepulauan Anambas 

Provinsi Kepulauan Riau 

5-8 September 2018 

4. Lokasi Kabupaten Bangkalan Provinsi 

JawaTimur 

16-17 September 2018 

5. Lokasi Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi 

Nusa Tenggara Barat 

19-23 September2018 

6. Lokasi Kabupaten Dompu Provinsi Nusa 

Tenggara Barat 

13-15 September2018 

7. Lokasi Kabupaten Flores Timur Provinsi 

Nusa Tenggara Timur 

18-21 September 2018 
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8. Lokasi Kabupaten Tarakan Provinsi 

Kalimantan Utara 

24-25 September 2018 

9. Lokasi Kabupaten Pohuwato Provinsi 

Gorontalo 

4-8 September 2018 

10. Lokasi Kabupaten Morowali Provinsi 

Sulawesi Tengah 

1-5 Oktober 2018 

11. Lokasi Kabupaten Baubau Provinsi 

Sulawesi Tenggara 

17-23 September 2018 

12. Lokasi Kabupaten Ternate Provinsi Maluku 

Utara 

26-28 September 2018 

13. Lokasi Kabupaten Tambrauw Provinsi 

Papua Barat 

10-15 September 2018 

14. Lokasi Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi 

Papua Barat 

16-22 September 2018 

15. Lokasi Kabupaten Sorong Provinsi Papua 

Barat 

17-22 September 2018 

16. Lokasi Kabupaten Mamberamo Raya 

Provinsi Papua 

19-23 September 2018 

17. Lokasi Kabupaten Waropen Provinsi Papua 28 Agustus s.d 2 

September 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar II – 13:Survei Laporan Antara, Survei Lokasi dan Focus Group 

Discussion (FGD) Kegiatan Pra Studi Kelayakan (Pre Feasibility Study) 

Pembangunan Pelabuhan Laut 
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c. Telah dilaksanakan Kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Pra Studi 

Kelayakan (Pre Feasibility Study) Pembangunan Pelabuhan Laut TA 2018 

yang dilaksanakan pada tanggal 4 s.d 7 Juli 2018 bertempat di GH 

Universal Hotel, Bandung,  Jawa Barat dengan jumlah peserta 40 Orang. 

 

 

 

 

Gambar II - 14: Kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Pra Studi Kelayakan 

(Pre Feasibility Study) Pembangunan Pelabuhan Laut TA 2018 

 

d. Telah dilaksanakan Kegiatan Focus Group Discussion Studi Pra Rencana 

Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-

2024 (Naskah Teknokratik) yang dilaksanakan pada tanggal 15 s.d 16 

November 2018 bertempat di Bandara International Hotel, Tangerang, 

Banten dengan jumlah peserta 186 Orang. 

 

 

 

 

Gambar II – 15: Kegiatan Focus Group Discussion Studi Pra Rencana 

Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 

(Naskah Teknokratik) 
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e. Telah dilaksanakan kegiatan Focus Group Discussion Kajian Penurunan 

Emisi Transportasi Laut Tahun Anggaran 2018 di 4 (empat) lokasi sebagai 

berikut : 

Tabel II – 5: kegiatan Focus Group Discussion Kajian Penurunan Emisi 

Transportasi Laut Tahun Anggaran 2018 

No Uraian Kegiatan 

 

Waktu 

Pelaksanaan 

1 Focus Group Discussion Kajian Penurunan Emisi 

Transportasi Laut TA. 2018 bertempat di Four 

Points by Sheraton Medan Hotel, Medan, 

Sumatera Utara 

19 November2018 

2 Focus Group Discussion Kajian Penurunan Emisi 

Transportasi Laut TA. 2018 bertempat di Hotel 

Melia Makassar 

22 November 

2018 

3 Focus Group Discussion Kajian Penurunan Emisi 

Transportasi Laut TA. 2018 bertempat di Hotel 

Harris Vertu Harmoni - Harmonie Exchange, 

Jakarta Pusat 

26 November 

2018 

4 Focus Group Discussion Kajian Penurunan Emisi 

Transportasi Laut TA. 2018 bertempat di Four 

Points by Sheraton Surabaya Hotel, Surabaya, 

Jawa Timur 

28 November 

2018 

 

 

 

 

 

Gambar II – 16: Focus Group Discussion Kajian Penurunan Emisi Transportasi 

Laut Tahun Anggaran 2018 

 

f.  Telah dilaksanakan Kegiatan Penyusunan Laporan Pra Rencana Strategis 

(Renstra) Tahun 2020-2024 Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang 
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dilaksanakan pada tanggal 17 s.d 20 Desember 2018 bertempat di Bogor 

Valley Hotel dengan jumlah peserta 34 Orang. 

 

 

 

 

Gambar II – 17: Kegiatan Penyusunan Laporan Pra Rencana Strategis (Renstra) Tahun 

2020-2024 Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 

 

2.  Telah dilaksanakan kegiatan Penyusunan dan Koordinasi Uji Petik Dokumen 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yaitu : 

a. Telah dilaksanakan Kegiatan Penyusunan dan Koordinasi Uji Petik 

Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang 

dilaksanakan pada tanggal 19 s.d 21 Juli 2018 bertempat di GH Universal 

Hotel Bandung dengan jumlah peserta 90 Orang. 

 

 

 

 

Gambar II – 18: Kegiatan Penyusunan dan Koordinasi Uji Petik Dokumen 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 
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b Telah dilaksanakan Kegiatan Penyusunan dan Koordinasi Uji Petik 

Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang 

dilaksanakan pada tanggal 27 s.d 29 Agustus 2018 bertempat di Hotel 

Gumaya, Semarang dengan jumlah peserta 68 Orang. 

 

 

 

 

Gambar II – 19: Kegiatan Penyusunan dan Koordinasi Uji Petik Dokumen 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 

 

3. Telah dilaksanakan Pembinaan Jiwa Korsa Bagian Perencanaan pada hari 

Jumat s.d Minggu tanggal 30 November s.d 2 Desember 2018 di Hotel Grand 

Mercure Bandung Jawa Barat dengan jumlah peserta sebanyak 61 orang. 

 

 

 

4. Telah dilaksanakan kegiatan Pemutakhiran Data Pada Sistem Aplikasi 

Pemantauan Dan Pelaporan Di Lingkungan Ditjen Hubla Tahap II pada 

tanggal 28 Oktober s.d 4 November 2018 di Hotel The Sahira, Bogor dengan 

Gambar II – 20: Hotel Grand Mercure Bandung Jawa Barat pada tanggal 30 
November s.d 2 Desember 2018 
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jumlah peserta sebanyak 660 orang dalam 5 tahap terdiri dari para Petugas 

Penginput E-Monitoring dan Reporting di Lingkungan Ditjen Hubla dengan 

Narasumber dari Biro Keuangan dan Perlengkapan Kementerian 

Perhubungan. 

 

 

5. Telah dilaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Strategis di 

Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan lokasi sebagai 

berikut : 

Tabel II – 6: Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Strategis di Lingkungan 

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 

NO LOKASI  WAKTU PELAKSANAAN 

1 Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan 

Telaga Biru - Provinsi Jawa Timur 

23 s.d 24 Februari 2018 

2 KSOP Kalabahi, KSOP Ende dan KSOP 

Padang Bai - Provinsi NTT dan Provinsi Bali 

11 s.d 14 April 2018 

3 Kantor KSOP Jayapura, KSOP Biak, Disnav 

Ambon dan UPP Nabire - Provinsi Papua 

dan Provinsi Ambon 

9 s.d 12 Mei 2018 

4 Kantor UPP Jepara, Kantor KSOP Kelas II 

Pontianak dan Kantor UPP Teluk Melano 

24 s.d 26 Mei 2018 

5 Kantor Disnav Semarang dan Kantor UPP 

Jepara - Provinsi Jawa Tengah 

23 s.d 26  Agustus 2018 

6 Kantor UPP  Kelas III Waikelo - Provinsi 21 s.d 24 November 2018 

Gambar II – 21: Pemutakhiran Data Pada Sistem Aplikasi Pemantauan Dan 
Pelaporan Di Lingkungan Ditjen Hubla Tahap II 
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NO LOKASI  WAKTU PELAKSANAAN 

NTT 

7 Kantor UPP  Linau Bintuhan - Provinsi 

Bengkulu 

4 s.d 6 Desember 2018 

8 Kantor UPP  Pulau Tello - Provinsi 

Sumatera Utara 

5 s.d 7 Desember 2018 

9 Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Perak – 

Peovinsi Jawa Timur 

10 s.d 12 Desember 2018 

10 Kantor UPP  Nabire - Provinsi Papua 10 s.d 15 Desember 2018 

11 Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas 

Pelabuhan Jayapura - Provinsi Papua 

26 s.d 29 Desember 2018 

 

6. Telah dilaksanakan kegiatan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) pada 4 

(empat) lokasi sebagai berikut: 

a. Tanggal 5 s.d 9 Februari 2018 di Hotel I Baloi Batam dengan jumlah 

peserta 100 orang 

b. Tanggal 12 s.d 16 Februari 2018 di Hotel Mercure Bali dengan jumlah 

peserta 100 orang 

c. Tanggal 19 s.d 23 Februari 2018 di Hotel Bogor Icon dengan jumlah 

peserta 90 orang 

d. Tanggal 26 Februari s.d 2 Maret 2018 di Hotel Aston Manado  dengan 

jumlah peserta 90 orang 

 
 

Gambar II - 22: Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) 
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7.  Telah dilaksanakan kegiatan Pra Pagu Kebutuhan pada tanggal 24 s.d 27 

Januari 2018 di Hotel Anaya Bogor dengan jumlah peserta 29 orang 

 

T

e

l

a

h

 

d

i

l

a

k

s 

8. Telah dilaksanakan Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 

Kementerian Negara/Lembaga, dilaksanakan di Fave Hotel PGC Cililitan, 

yang diselenggarakan pada tanggal 25 s/d 29 Mei 2018 dengan jumlah 

peserta sebanyak 47 orang. 

 

9. Telah dilaksanakan kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran 

(RKA) pada tanggal 30 Oktober s/d 3 November 2018 di Hotel Salak Tower 

Bogor 

  

 

                      
                  

 

 

 

Gambar II - 23: Penyusunan Pra Pagu Kebutuhan  

Gambar II - 24: Penyusunan RKA K/L 
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10. Telah dilaksanakan Koordinasi pelaksanaan kegiatan ke beberapa lokasi 

yaitu :  

Tabel II – 7: Koordinasi pelaksanaan kegiatan bagian perencanaan 

NO TANGGAL 

PELAKSANAAN 

LOKASI 

1 23  sd 26 Agustus 

2018 
UPP Anggrek 

Prov. Gorontalo 

2 23  sd 26 Agustus 

2018 
 UPP Batang  

Prov. Jawa Tengah   

3 23  sd 26 Agustus 

2018 
 UPP Pamenang 

Prov. NTB  

4 23  sd 26 Agustus 

2018 

Disnav Semarang 

Prov. Jawa Tengah 

5 6 sd 8 Desember 

2018 
UPP Karimun Jawa 

Prov. Jawa Tengah 

6 6 sd 8 Desember 

2018 

UPP Manggar   

KSOP Bangka Belitung 

 

7 6 sd 8 Desember 

2018 

UPP Pamenang  

Prov. NTB 

 

8 12 sd 14 Desember 

2018 

KSOP Kalabahi 

Prov. NTT 

 

9 12 sd 14 Desember 

2018 
 KSOP Cirebon 

Prov. Jawa Barat  

9 12 sd 14 Desember 

2018 

KSOP Ambon  

Prov. Maluku  

10 17 sd 19 Desember 

2018 

UPP Selayar 

Prov. Sulsel 
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11. Telah dilaksanakan kegiatan Inventarisasi dan Validasi Data RKA K/L Tahun 

Anggaran 2019 pada tanggal 15 sd 20 Oktober  2018 di Hotel Harris 

Bandung. 

 

 

 

 

Gambar II - 25: Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bagian Perencanaan   

 

Gambar II - 26: Inventarisasi dan Validasi Data RKA K/L Tahun Anggaran 2019 
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Gambar II - 10: Kegiatan Inventarisai dan validasi data RKA K/L tahun anggaran 
2019  
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BAB III 

KEGIATAN ADMINISTRATIF 

 

A. BAGIAN KEUANGAN 

1. Program Kerja 

a. Kegiatan Pemerintahan 

1) Mengusulkan penerbitan Surat Keputusan Menteri 

Perhubungan tentang Permintaan data Pengelola Anggaran/ 

Penetapan Pengelola Anggaran  2018. 

2) Mengusulkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan tentang 

Penggantian/Revisi Pengelola Anggaran Pada Kantor/UPT Dan 

Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan 

Laut. 

3) Mengusulkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran 

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tentang 

Pembentukan Tim Pelaksana Evaluasi dalam Rangka 

Pemuktahiran Data Pembinaan Penerimaan Negara Bukan 

Pajak (PNBP) Jasa Transportasi Laut di Lingkungan Direktorat 

Jenderal Perhubungan Laut Semester II Tahun Anggaran 2018. 

4) Mengusulkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran 

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tentang 

Pembentukan Tim Pelaksana Bimbingan Teknis Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kantor Pusat Direktorat 

Jenderal Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2018. 

5) Mengusulkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran 

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tentang 

Pembentukan Tim Pelaksana Evaluasi dalam Rangka 

Pemuktahiran Data Pembinaan Penerimaan Negara Bukan 

Pajak (PNBP) Jasa Transportasi Laut di Lingkungan Direktorat 

Jenderal Perhubungan Laut Semester I Tahun Anggaran 2018. 

6) Mengusulkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran 

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tentang 

Pembentukan Tim Pelaksana Pembinaan Penerimaan Negara 
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Bukan Pajak (PNBP) dalam rangka Optimalisasi Penerimaan 

Negara Bukan Pajak (PNBP) Jasa Transportasi Laut di 

Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 

Anggaran 2018. 

7) Mengusulkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran 

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tentang 

Pembentukan Tim Pelaksana Monitoring Data Penerimaan 

Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Jenderal Perhubungan 

Laut Tahun Anggaran 2018. 

8) Mengusulkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran 

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tentang 

Pembentukan Tim Pelaksana Monitoring Pengelola Anggaran 

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2018. 

9) Mengusulkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran 

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tentang 

Pembentukan Tim Pelaksana Pengelolaan Penerimaan Negara 

Bukan Pajak (PNBP) dalam rangka Optimalisasi Penerimaan 

Negara Bukan Pajak (PNBP) Jasa Transportasi Laut di 

Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 

Anggaran 2018.  

10) Mengusulkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran 

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tentang 

Pembentukan Tim Pelaksana Penyusunan Target Penerimaan 

Negara Bukan Pajak (PNBP) di Lingkungan Direktorat Jenderal 

Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2018. 

11) Mengusulkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan 

Laut tentang Penunjukan/Pengangkatan Unit Pelaksana Teknis 

(UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebagai Unit 

Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang – Wilayah 

(UAPPA/B – W) Tahun Anggaran 2018. 

b. Kegiatan Operasional 

1) Pembinaan PNBP Dalam Rangka Optimalisasi Penatausahaan 

PNBP. 
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2) Evaluasi Dalam Rangka Pemuktahiran Data Penerimaan 

Negara Bukan Pajak (PNBP) Jasa Transportasi Laut Semester 

II TA. 2017. 

3) Evaluasi Dalam Rangka Pemuktahiran Data Penerimaan 

Negara Bukan Pajak (PNBP) Jasa Transportasi Laut Semester 

I TA. 2018. 

4) Penyusunan Perubahan Target Penerimaan Negara Bukan 

Pajak (PNBP) TA. 2019 di Lingkungan Direktorat Jenderal 

Perhubungan Laut. 

5) Penyusunan Tahap Awal Target Penerimaan Negara Bukan 

Pajak (PNBP) TA. 2020 di Lingkungan Direktorat Jenderal 

Perhubungan Laut. 

6) Penyegaran dan Pemantapan Para Pengelola Anggaran di 

Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut TA. 2018. 

7) Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Dalam Rangka Rekonsiliasi 

dan Konsolidasi Laporan Keuangan Tahunan TA. 2018. 

8) Updating Data Perubahan Dokumen Anggaran dan 

Penyelesaian Tindak Lanjut LHP dan LHA Pada UPT di 

Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. 

9) Pembinaan Disiplin dan Pembentukan Jiwa Korsa Bagian 

Keuangan. 

10) Inventarisasi Data Perubahan Dokumen Anggaran Pada UPT di 

Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. 

11) Penyusunan Dokumen Anggaran Terkait Rencana Kerja dan 

Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA/KL) TA. 2018. 

12) Tindak Lanjut LHA ITJEN Kementerian Perhubungan dan 

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Pada Unit Pelaksana 

Teknis di Lingkungan Ditjen Hubla TA. 2018. 

13) Rekonsiliasi Laporan Keuangan Tingkat Wilayah DKI Jakarta. 

14) Penyusunan Pembuatan Laporan Keuangan Kantor Pusat 

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. 

15) Inventarisasi SDM dan BMN Bagian Keuangan. 

16) Implementasi (SAI) Tingkat UAPPA – W dan UAPPA – E1 di 

Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. 
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17) Rekonsiliasi Laporan Keuangan (SAI) Tahunan di Lingkungan 

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. 

18) Rekonsiliasi Laporan Keuangan SAI Semester I di Lingkungan 

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. 

19) Pengembangan Monitoring Informasi Data SIMAK-BMN. 

20) Evaluasi Neraca SAI Tingkat UAPPA-E1 di Lingkungan 

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. 

21) Evaluasi Laporan Keuangan Berbasis Akrual Tingkat UAPPA-

W di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. 

22) Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara 

(SIMAK BMN) di Tingkat UAPPA-W dan UAPPAB-E1. 

23) Monitoring Daya Serap DIPA. 

24) Monitoring Informasi Daya Serap.  

25) Monitoring Informasi Data Laporan Keuangan. 

26) Bimbingan Teknis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

(SPIP) Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Direktorat 

Jenderal Perhubungan Laut. 

 

2. Realisasi Program Kerja 

a. Kegiatan Pemerintahan 

1) Telah diterbitkan Surat Keputusan Pengelola Anggaran Kantor 

Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor KU. 

707/3/15/DJPL-17 Tanggal 29 November 2017 tentang 

Pemberhentian dengan hormat pengelola anggaran tahun 2017 

dan penunjukkan/pengangkatan pengelola anggaran tahun 

2018 pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. 

2) Telah diterbitkan Surat Keputusan Pengelola Anggaran Kantor 

Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor 

KU.708/1/20/DJPL-18 tanggal 18 Mei 2018 tentang Revisi 

Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Pusat 

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor 

KU.707/3/15/DJPL-17 tentang Pemberhentian dengan hormat 

pengelola anggaran tahun 2017 dan 
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penunjukkan/pengangkatan pengelola anggaran tahun 2018 

pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. 

3) Telah diterbitkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan No. 

KP 849 Tahun 2018 tentang Penggantian Kuasa Pengguna 

Anggaran Satuan Kerja Peningkatan Fungsi Perkapalan dan 

Kepelautan Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 

Anggaran 2018. 

4) Telah diterbitkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan No. 

KP 847 Tahun 2018 tentang Penggantian Kuasa Pengguna 

Anggaran Satuan Kerja Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas 

dan Angkutan Laut Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 

Tahun Anggaran 2018. 

5) Telah diterbitkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan No. 

KP 909 Tahun 2018 tentang Penunjukan/Pengangkatan Kuasa 

Pengguna Anggaran Satuan Kerja Peningkatan Fungsi 

Kepelabuhanan Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 

Tahun Anggaran 2018. 

6) Telah diterbitkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan No. 

KP 848 Tahun 2018 tentang Penggantian Kuasa Pengguna 

Anggaran Satuan Kerja Peningkatan Fungsi Kesatuan 

Penjagaan Laut dan Pantai Direktorat Jenderal Perhubungan 

Laut Tahun Anggaran 2018. 

7) Telah diterbitkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran 

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor 

UM.008/96/4/DJPL-18 Tanggal 7 Oktober 2018 tentang 

Pembentukan Tim Pelaksana Penyusunan Tahap Awal Target 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2020 di 

Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 

Anggaran 2018. 

8) Telah diterbitkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran 

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor 

UM.008/96/3/DJPL-18 Tanggal 7 Oktober 2018 tentang 

Pembentukan Tim Pelaksana Penyusunan Perubahan Target 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2019 di 
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Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 

Anggaran 2018. 

9) Telah diterbitkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran 

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor 

UM.008/15/7/DJPL-18 Tanggal 15 Februari 2018 tentang 

Pembentukan Tim Pelaksana Bimbingan Teknis Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kantor Pusat Direktorat 

Jenderal Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2018. 

10) Telah diterbitkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran 

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tentang 

Pembentukan Tim Pelaksana Pembinaan Penerimaan Negara 

Bukan Pajak (PNBP) dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan 

Negara Bukan Pajak (PNBP) Jasa Transportasi Laut Tahun 

Anggaran 2018. 

11) Telah diterbitkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran 

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tentang 

Pembentukan Tim Pelaksana Monitoring Data Penerimaan 

Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Jenderal Perhubungan 

Laut Tahun Anggaran 2018 

12) Telah diterbitkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran 

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tentang 

Pembentukan Tim Pelaksana Monitoring Pengelola Anggaran 

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2018. 

13) Telah diterbitkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran 

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tentang 

Pembentukan Tim Pelaksana Pengelolaan Penerimaan Negara 

Bukan Pajak (PNBP) dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan 

Negara Bukan Pajak (PNBP) Jasa Transportasi Laut Tahun 

Anggaran 2018. 

14) Telah diterbitkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran 

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tentang 

Tim Pelaksana Penyusunan Target Penerimaan Negara Bukan 

Pajak (PNBP) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan 

Laut Tahun Anggaran 2018. 
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15) Telah diterbitkan Surat Keputusan Direktur Jenderal 

Perhubungan Laut Nomor UM.008/27/12/DJPL-18 Tanggal 28 

Maret 2018 tentang Penunjukan/Pengangkatan Unit Pelaksana 

Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebagai 

Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang-Wilayah 

(UAPPA/B-W) Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagai 

berikut: 

Tabel III – 1: Pengangkatan UAPPA/ B – W TA 2017 

No Provinsi UAPPA-W 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

DKI Jakarta 

Jawa Barat 

Jawa Tengah 

Jawa Timur 

Nangroe Aceh Darussalam 

Sumatera Utara 

Sumatera Barat 

Riau 

Jambi 

Sumatera Selatan 

Lampung 

Kalimantan Barat 

Kalimantan Tengah 

Kalimantan Selatan 

Kalimantan Timur 

Sulawesi Utara 

Sulawesi Tengah 

Sulawesi Selatan 

Sulawesi Tenggara 

Maluku 

Bali 

Nusa Tenggara Barat 

Nusa Tenggara Timur 

Papua 

Bengkulu 

Maluku Utara 

Banten 

Bangka Belitung 

Gorontalo 

Kepulauan Riau 

Papua Barat 

Sulawesi Barat 

Kalimantan Utara 

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 

KSOP Cirebon 

KSOP Semarang 

Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak 

Disnav Sabang 

Kesyahbandaran Utama Belawan 

KSOP Teluk Bayur 

KSOP Dumai 

KSOP Jambi 

Disnav Palembang 

KSOP Panjang 

KSOP Pontianak 

KSOP Sampit 

KSOP Banjarmasin 

DISNAV Samarinda 

KSOP Bitung 

KSOP Pantoloan 

Kesyahbandaran Utama Makassar 

KSOP Kendari 

KSOP Ambon 

KSOP Benoa 

KSOP Lembar 

Disnav Kupang 

KSOP Jayapura 

KSOP Pulau Baai 

KSOP Ternate 

KSOP Banten 

UPP Manggar 

KSOP Gorontalo 

Kantor Pelabuhan Batam 

KSOP Sorong 

UPP Mamuju 

KSOP Tarakan 

 

 
 

b. Kegiatan Operasional 

1) Telah dilaksanakan Pembinaan Penerimaan Negara Bukan Pajak 

(PNBP) yang dilaksanakan pada enam lokasi yaitu: 
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a. tanggal 28 s.d 30 Maret 2018 di Kantor KSOP Cirebon, 

Provinsi Jawa Barat. 

b. tanggal 20 s.d 31 Maret 2018 di Kantor KSOP Pantoloan, 

Provinsi Sulawesi Tengah. 

c. tanggal 4 s.d. 6 April 2018 di Grand Inna Padang, Provinsi 

Sumatera Barat; 

d. tanggal 17 s.d. 20 Desember 2018 di Kantor KSOP Sunda 

Kelapa, Kantor KSOP Muara Baru dan Kantor KSOP Muara 

Angke. 

      

 

         Gambar III-1: Pembinaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Padang, Provinsi    
Sumatera Barat TA. 2018 

 

 

2) Telah dilaksanakan Evaluasi dalam Rangka Pemuktahiran Data 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Jasa Transportasi Laut 

Semester II TA. 2017 pada tanggal 3 s.d. 14 Januari 2018 di 

Hotel Novotel Gajah Mada - Jakarta, dengan mengundang 640 

orang Bendahara Penerimaan dan Petugas PNBP seluruh Unit 

Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 

guna menyusun laporan keuangan Direktorat Jenderal 

Perhubungan Laut Semester II TA. 2017. 
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Gambar III-2: Evaluasi dalam Rangka Pemuktahiran Data Penerimaan 

Negara Bukan Pajak (PNBP) Jasa Transportasi Laut 
Semester II TA. 2018 

 

3) Telah dilaksanakan Evaluasi dalam Rangka Pemuktahiran Data 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Jasa Transportasi 

Laut Semester I TA. 2018 pada tanggal 3 s.d. 14 Juli 2018 di 

Hotel Harris Vertu, Jakarta, dengan mengundang 640 orang 

Bendahara Penerimaan dan Petugas PNBP seluruh Unit 

Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 

guna menyusun laporan keuangan Direktorat Jenderal 

Perhubungan Laut Semester I TA.2018. 

 
 

 
 

Gambar III-3: Evaluasi dalam Rangka Pemuktahiran Data Penerimaan 
Negara Bukan Pajak (PNBP) Jasa Transportasi Laut Semester I 
TA. 2018 

 

4) Telah dilaksanakan Penyusunan Perubahan Target Penerimaan 

Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk Tahun Anggaran 2019 di 

Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada Tanggal 

6 September s.d. 10 September 2018 di Hotel The Rich - 

Yogyakarta. 
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Gambar III-4: Penyusunan Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 

untuk TA. 2018 di Lingkungan Direktorat Jenderal 
Perhubungan Laut 

 
                 

5) Telah dilaksanakan Penyegaran dan Pemantapan Para 

Pengelola Anggaran di Lingkungan Direktorat Jenderal 

Perhubungan Laut TA. 2018 pada tanggal 9 s.d 10 Januari 

2018 di Hotel Merlyn Park, Jakarta dengan jumlah peserta 330 

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) UPT Direktorat Jenderal 

Perhubungan Laut. 

 

Gambar III-5 : Penyegaran dan Pemantapan Para Pengelola Anggaran di Lingkungan           
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 

 

6)  Telah dilaksanakan Penyusunan Target Penerimaan Negara 

Bukan Pajak (PNBP) di Lingkungan Direktorat Jenderal 

Perhubungan Laut pada Tanggal 13 November s.d. 23 

November 2018 di Harris Hotel – Bandung dengan jumlah 

peserta 630 orang, guna menyusun angka tahap awal target 

Penerimaan Negara Bukan Pajak TA. 2020. 
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Gambar III-6: Penyusunan Target Penerimaan Negara Bukan Pajak 
(PNBP) untuk Tahun Anggaran 2019 di Lingkungan 
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 

 

7) Telah dilaksanakan Updating Data Perubahan Dokumen 

Anggaran dan Penyelesaian Tindak Lanjut LHP dan LHA Pada 

UPT di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 

pada: 

a) Tanggal 16 s.d. 25 April 2018 di Salak Tower Hotel, Bogor, 

Jawa Barat, dengan jumlah peserta 660 orang Bendahara 

Pengeluaran dan Operator RKAKL UPT Direktorat Jenderal 

Perhubungan Laut; 

b) Tanggal 16 s.d 25 Juli 2018 di Sahira Hotel, Bogor, Jawa 

Barat, dengan jumlah peserta 660 orang Bendahara 

Pengeluaran dan Operator RKAKL UPT Direktorat Jenderal 

Perhubungan Laut. 
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Gambar III-7: Updating Data Perubahan Dokumen Anggaran dan 
Penyelesaian Tindak Lanjut LHP dan LHA Pada UPT di 
Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 

 

8) Telah dilaksanakan Pembinaan Disiplin dan Pembentukan Jiwa 

Korsa Bagian Keuangan pada tanggal 28 s.d. 30 September 

2018 di Hotel Harris, Bogor, Jawa Barat, dengan jumlah peserta 

100 orang pegawai maupun honorer pada Bagian Keuangan 

Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. 

  
Gambar III-8: Kegiatan Pembinaan Disiplin dan Pembentukan Jiwa Korsa 

 
 

9)  Kegiatan Inventarisasi Data Perubahan Dokumen Anggaran dan 

Penyelesaian Tindak Lanjut LHP BPK-RI pada UPT di 

Lingkungan Ditjen Hubla TA.2018, 18 s.d 25 Februari 2018, di 

Bogor Valley, 700 Peserta. 
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Gambar III-9 : Inventarisasi Data Perubahan Dokumen Anggaran dan 

Penyelesaian Tindak Lanjut LHP BPK-RI pada UPT di 

Lingkungan Ditjen Hubla TA. 2018. 

 

10) Telah dilaksanakan Penyusunan Dokumen Anggaran Terkait 

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga 

(RKA/KL) TA. 2018 pada tanggal 21 s.d 23 Maret 2018 di 

Bogor Onih Hotel, Bogor, Jawa Barat, dengan jumlah peserta 

sebanyak 23 orang. 

 

Gambar III-10: Penyusunan Dokumen Anggaran Terkait Rencana Kerja 
dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA/KL) 
TA. 2018 

 
 

11) Telah dilaksanakan Tindak Lanjut LHA ITJEN Kementerian 

Perhubungan dan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Pada 

Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Ditjen Hubla TA.2018. 

Rincian Pelaksanaan Kegiatan Terlampir Pada Tabel di Bawah 

Ini. 

Tabel III-2: Tindak Lanjut LHA ITJEN Kementerian 
Perhubungan dan Laporan Hasil Pemeriksaan 
BPK-RI 

No Tanggal Pelaksanaan  Lokasi 
Jumlah 

Peserta 

1 7 -10 November 2018 Hotel Prima, Cirebon 86 orang 

2 21 - 23 November 2018 
Hotel Oasis Amir, 

Jakarta 
172 orang 

3 4 – 6 Desember 2018 The Sahira Hotel, Bogor 136 orang 
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Gambar III-11: Tindak Lanjut LHA ITJEN dan Laporan Hasil Pemeriksaan 
BPK Tahun 2018 

 

 

12) Telah dilaksanakan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan dalam 

Rangka Rekonsiliasi dan Konsolidasi Laporan Keuangan 

Semester I TA. 2018 pada tanggal 9 s.d 14 Juli 2018 di Hotel 

Novotel, Bogor, dengan jumlah peserta 330 petugas SAI dan 

SIMAK-BMN UPT Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 

 

 
Gambar III-12:  Monitoring Pelaksanaan Kegiatan dalam Rangka 

Rekonsiliasi dan Konsolidasi Laporan Keuangan 
 

13)  Dalam rangka Implementasi SAI telah dilaksanakan 

penyusunan Laporan Keuangan dan Neraca Tingkat UAPPA – 
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W dan UAPPA – E1 di Lingkungan Direktorat Jenderal 

Perhubungan Laut. Terdapat tabel informasi mengenai Neraca 

(face) Eselon I Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 

 

 
Tabel III-3:  Tabel Informasi Neraca (face) Eselon I 

NERACA 
 

TINGKAT ESELON I  
PER DESEMBER 2018 DAN 2017 

 
(DALAM RUPIAH) 

 
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 

UNIT ORGANISASI : 04 DITJEN PERHUBUNGAN LAUT 

 
 

NAMA PERKIRAAN 

JUMLA

H  Kenaikan (Penurunan) 
 

     
 

2018 

 

2017 Jumlah % 

 

  
 

      
 

1 2  3 4 5 
 

      
 

       

ASET      
 

      
 

ASET LANCAR      
 

      
 

Kas di Bendahara Pengeluaran 27,755,679,706  6,122,230,919 21,633,448,787 353.36 
 

      
 

Kas di Bendahara Penerimaan 1,036,501,043  1,147,904,011 (111,402,968) (9.70) 
 

      
 

Kas Lainnya dan Setara Kas 1,335,170,055  1,366,683,538 (31,513,483) (2.31) 
 

      
 

Piutang Bukan Pajak 13,745,855,139  25,960,157,637 (12,214,302,498) (47.05) 
 

      
 

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - 
Piutang Bukan Pajak 

(847,212,646) 
 

(145,972,524) (701,240,122) 480.39 
 

  
 

      
 

PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO) 12,898,642,493  25,814,185,113 (12,915,542,620) (50.03) 
 

      
 

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan 
Perbendaharaan/Tuntutan 

149,580,000 
 

149,580,000 0 0.00 
 

Ganti Rugi 
 

 

     
 

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - 
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Bagian Lancar Tagihan 

Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan 
Ganti Rugi (747,900)  (747,900) 0 0.00 

 

      
 

BAGIAN LANCAR TAGIHAN 
TUNTUTAN 

148,832,100 
 

148,832,100 0 0.00 
 

PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN 
GANTI RUGI (NETTO) 

 
 

     
 

Persediaan 331,362,650,884  230,328,539,278 101,034,111,606 43.87 
 

      
 

Persediaan yang Belum Diregister (8,597,115,035)  0 (8,597,115,035) 0.00 
 

      
 

JUMLAH ASET LANCAR 365,940,361,246  264,928,374,959 101,011,986,287 38.13 
 

      
 

ASET TETAP      
 

      
 

Tanah 9,011,543,191,209  6,775,210,266,157 2,236,332,925,052 33.01 
 

      
 

Tanah Belum Diregister 3,687,318,172  0 3,687,318,172 0.00 
 

      
 

Peralatan dan Mesin 13,521,196,267,331  12,971,102,008,852 550,094,258,479 4.24 
 

      
 

Peralatan dan Mesin Belum 

Diregister 21,924,479,751  0 21,924,479,751 0.00 
 

      
 

Gedung dan Bangunan 5,334,005,164,009  4,886,454,160,675 447,551,003,334 9.16 
 

      
 

Gedung dan Bangunan Belum 

Diregister 948,921,877,874  0 948,921,877,874 0.00 
 

      
 

Jalan, Irigasi dan Jaringan 19,270,144,244,608  21,582,861,307,724 (2,312,717,063,116) (10.72) 
 

      
 

Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum 

Diregister 69,965,432,983  0 69,965,432,983 0.00 
 

      
 

Aset Tetap Lainnya 42,945,975,836  42,560,491,836 385,484,000 0.91 
 

      
 

Konstruksi Dalam Pengerjaan 12,183,766,109,932  10,819,487,252,766 1,364,278,857,166 12.61 
 

      
 

AKUMULASI PENYUSUTAN (8,422,212,938,525)  (9,221,459,329,225) 799,246,390,700 (8.67) 
 

      
 

JUMLAH ASET TETAP 51,985,887,123,180  47,856,216,158,785 4,129,670,964,395 8.63 
 

      
 

PIUTANG JANGKA PANJANG      
 

      
 

Piutang Tagihan Tuntutan 
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti 

9,735,826,144 
 

9,289,750,741 446,075,403 4.80 
 

Rugi 
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Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - 
Tagihan Tuntutan 

(536,010,940) 
 

(306,686,998) (229,323,942) 74.77 
 

Perbendaharaan/Tuntutan Ganti 
Rugi 

 
 

     
 

TAGIHAN TUNTUTAN 
PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN 

9,199,815,204 
 

8,983,063,743 216,751,461 2.41 
 

GANTI RUGI (NETTO) 
 

 

     
 

Piutang Jangka Panjang lainnya 30,408,263,654  28,747,918,735 1,660,344,919 5.78 
 

      
 

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-
Piutang Jangka Panjang 

(30,408,263,654) 
 

(28,747,918,735) (1,660,344,919) 5.78 
 

Lainnya 
 

 

     
 

JUMLAH PIUTANG 

JANGKA PANJANG 9,199,815,204  8,983,063,743 216,751,461 2.41 
 

      
 

ASET LAINNYA      
 

      
 

Kemitraan Dengan Pihak Ketiga 360,185,827,000  347,594,837,654 12,590,989,346 3.62 
 

      
 

Aset Tak Berwujud 355,892,145,620  357,245,166,620 (1,353,021,000) (0.38) 
 

      
 

Aset Tak Berwujud Dalam 

Pengerjaan 43,109,868,740  13,413,438,250 29,696,430,490 221.39 
 

      
 

Aset Lain-lain 325,279,002,250  167,163,368,305 158,115,633,945 94.59 
 

      
 

Aset Lainnya yang Belum Diregister (320,000)  0 (320,000) 0.00 
 

      
 

AKUMULASI 

PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET 

LAINNYA (227,577,549,811)  (202,218,032,154) (25,359,517,657) 12.54 
 

      
 

JUMLAH ASET LAINNYA 856,888,973,799  683,198,778,675 173,690,195,124 25.42 
 

      
 

JUMLAH  ASET 53,217,916,273,429  48,813,326,376,162 4,404,589,897,267 9.02 
 

      
 

       

KEWAJIBAN      
 

      
 

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK      
 

      
 

Utang kepada Pihak Ketiga 429,069,481  7,992,706,285 (7,563,636,804) (94.63) 
 

      
 

Hibah Yang Belum Disahkan 2,193,957,370  2,393,957,370 (200,000,000) (8.35) 
 

      
 

Pendapatan Diterima Dimuka 0  12,550,000 (12,550,000) (100.00) 
 

      
 

Uang Muka dari KPPN 27,755,679,706  6,122,230,919 21,633,448,787 353.36 
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Utang Jangka Pendek Lainnya 0  31,513,423 (31,513,423) (100.00) 
 

      
 

JUMLAH KEWAJIBAN 

JANGKA PENDEK 30,378,706,557  16,552,957,997 13,825,748,560 83.52 
 

      
 

JUMLAH  KEWAJIBAN 30,378,706,557  16,552,957,997 13,825,748,560 83.52 
 

      
 

       

EKUITAS      
 

      
 

EKUITAS      
 

      
 

Ekuitas 53,187,537,566,872  48,796,773,418,165 4,390,764,148,707 9.00 
 

      
 

JUMLAH EKUITAS 53,187,537,566,872  48,796,773,418,165 4,390,764,148,707 9.00 
 

      
 

JUMLAH  EKUITAS 53,187,537,566,872  48,796,773,418,165 4,390,764,148,707 9.00 
 

      
 

JUMLAH KEWAJIBAN 

DAN EKUITAS 53,217,916,273,429  48,813,326,376,162 4,404,589,897,267 9.02 
 

      
 

 
 

14) Telah dilaksanakan Evaluasi Laporan Keuangan Berbasis 

Akrual Tingkat UAPPA-W di Lingkungan Direktorat Jenderal 

Perhubungan Laut di Swiss Bell Batam pada tanggal 15 s.d 

20 Oktober 2018 dengan jumlah peserta sebanyak100 

peserta. 

 
 

Gambar III-13: Evaluasi Laporan Keuangan Berbasis Akrual Tingkat UAPPA-W 

 

15) Telah dilaksanakan Monitoring Informasi Data Laporan 

Keuangan di tingkat Eselon I Direktorat Jenderal 

Perhubungan Laut. Hasil dari kegiatan tersebut 
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menghasilkan aplikasi yaitu CaLK (Catatan atas Laporan 

Keuangan) Perhubungan Laut. 

 

Gambar III-14: Aplikasi CaLK Perhubungan Laut 

 

16) Telah dilaksanakan kegiatan Monitoring Daya Serap Dalam 

Rangka Tindak Lanjutan Penyelesaian Transfer 

keluar/Transfer Masuk di Surabaya pada tanggal 19 s.d 24 

November 2018 dengan jumlah peserta sebanyak 200 

peserta. 

 

 
Gambar III-15: Monitoring Daya Serap Dalam Rangka Tindak Lanjutan 

Penyelesaian Transfer keluar/Transfer Masuk 

17) Telah dilaksanakan Bimbingan Teknis Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah yang dilaksanakan pada 3 (tiga) lokasi, 

yaitu : 

 Bimtek SPIP Kantor Pusat dilaksanakan di Hotel   Ibis - 

Jakarta, Harmoni tanggal 1 s.d. 6 Maret 2018, dengan 

jumlah peserta 165 orang. 

 Bimtek SPIP Tahap I dilaksanakan di Hotel Eastparc - 

Yogyakarta tanggal 2 s.d. 6 Mei 2018 dengan jumlah 
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peserta 180 orang. 

 Bimtek SPIP Tahap II dilaksanakan di Hotel Santika 

Premiere Gubeng - Surabaya tanggal 25 s.d. 29 Juni 

2018, dengan jumlah peserta sebanyak 309 orang. 

 

 
      Gambar III-16 : Bimtek SPIP Tahap I dan II di Hotel Eastpark - Jogjakarta 
 

 
   

  
 
  Gambar III-17 : Bimtek SPIP Kantor Pusat di Hotel Ibis-Jakarta 

 

3) Permasalahan 

a. Pengajuan Lelang yang Terlambat. 

b. UPT banyak terlambat dalam menyampaikan data prognosis 

penyerapan anggaran 

c. Kurangnya informasi dan perolehan data dukung  dari Satker/UPT 

dalam penyusunan laporan keuangan. 

d. Masih adanya temuan dari Itjen Kemenhub, BPK, dan BPKP yang 

belum ditindaklanjuti oleh UPT/Satker pada Direktorat Jenderal 

Perhubungan Laut. 

e. Permasalahan Lahan yang Masih Terkendala pada UPT. 

f. Banyaknya kegiatan yang tidak dilaksanakan. 
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g. Terdapat Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang belum melakukan 

penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai 

dengan Peraturan yang berlaku. 

h. Terdapat Bendahara Penerima UPT yang belum melakukan rekon 

internal dengan petugas operasional. 

i. Terdapat pengelola PNBP yang belum melakukan rekon dengan 

petugas SAIBA. 

j. Terdapat UPT yang tidak meng-input data pengelola anggarannya 

ke Aplikasi Pengelola Anggaran Ditjen Hubla. 

 
4) Upaya Mengatasi Permasalahan 

a. Melakukan Bimbingan Teknis mengenai pengoperasionalannya 

agar UPT dapat menggunakan aplikasi pelaporan. 

b. Agar UPT melakukan rekonsiliasi internal antara bendahara 

penerimaan dan petugas opersaional setiap bulan dengan membuat 

Berita Acara.  

c. Agar pengelola PNBP melakukan koordinasi dengan petugas 

SAIBA. 

d. Agar UPT meng-update Sistem Aplikasi Pengelola Anggaran 

Ditjen Hubla setiap tahun atau setiap ada perubahan SK 

Pengelola Anggaran. 

e. Menginstruksikan kepada UPT segera Melakukan Percepatan 

Lelang. 

f. Memproses Pengurusan Sertifikat. 

g. Ditahun depan Satker/UPT akan dapat menyusun prognosis 

melalui aplikasi monitoring data. 

h. Optimalisasi Pelaksanaan Anggaran di tahun Berikutnya. 

i. Menyelesaikan tindak lanjut temuan Inspektorat Jenderal 

Kemenhub, BPK-RI dan BPKP. 

j. Agar Koordinator Wilayah dapat mengadakan rekonsiliasi internal 

antar UPT/Satker tiap bulannya guna penyusunan laporan 

keuangan yang lebih akurat dan akuntable. 
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BAB IV 

DUKUNGAN MANAJEMEN DAN TEKNIS 

BAGIAN KEPEGAWAIAN 

 
 

I. PROGRAM KERJA  

A. Kegiatan Pemerintahan 

1) Pembinaan  Mental dan Spiritual  Pegawai 

2) Penyusunan Kebutuhan Formasi Pegawai Negeri 

3) Registrasi, Verifikasi dan Validasi Peserta Tes CAT (Computer 

Assisted Test) Seleksi Kompetensi Dasar dalam Rangka 

Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2018 di 

lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 

4) Tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dalam rangka Penerimaan 

Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2018 di lingkungan 

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 

5) Inventarisasi Penerbitan Surat Izin Belajar dan Evaluasi Analisa 

Jabatan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 

Tahun 2018 

6) Verifikasi Seleksi Administrasi Penerimaan Calon Pegawai Negeri 

Sipil (CPNS) Kementerian Perhubungan Tahun 2018 

7) Sumpah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Direktorat 

Jenderal Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2018 

8) Ujian Dinas TK. I dan Penyesuaian Ijazah TK. Diploma III Ke 

bawah Angkatan I dan II 

9) Ujian Dinas TK. I dan Penyesuaian Ijazah TK. Diploma III 

Kebawah Angkatan III 

10) Ujian Dinas TK. I dan Penyesuaian Ijazah TK. Diploma III 

Kebawah Angkatan IV 

11) Ujian Dinas TK. I dan Penyesuaian Ijazah TK. Diploma III 

Kebawah Angkatan V 
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12) Ujian Dinas TK. I dan Penyesuaian Ijazah TK. Diploma III 

Kebawah Angkatan VI dan VII 

13) Pembekalan dan Pelaksanaan Ujian Penyesuaian Ijazah Tingkat 

Sarjana Angkatan I dan II 

14) Pelatihan Manajemen Leadership 

15) Pembinaan Disiplin dan Pembentukan Jiwa Korsa 

16) FGD Penyusunan Kode Etik Pelaut 

17) Pemuktahiran Kompetensi Keahlian  Pelaut 

18) Pelatihan Basic Safety Training (BST) 

19) Peningkatan Kompetensi SDM Bendahara Penerima dan 

Bendahara Pengeluaran 

20) Pembinaan dan Pengelolaan Database Kepegawaian Berbasis 

Web, Supervisi Subadmin Database Kepegawaian dalam rangka 

Evaluasi Keakuratan Data Pegawai 

21) Penyusunan Profil Pejabat  Struktural Direktorat Jenderal 

Perhubungan Laut 

22) Penyusunan Kurikulum / Silabus Diklat Teknis 

23) Rekapitulasi data pensiun pegawai dan pengajuan permohonan 

Masa Persiapan Pensiun (MPP) 

24) Pemberian Piagam Penghargaan Satya Lencana Karya Satya 

tahun 2017 

25) Pengusulan pembuatan KARIS dam KARSU 

26) Rekapitulasi Kenaikan Gaji Berkala (KGB) 

27) Pemrosesan permohonan cuti pegawai 

28) Pemrosesan pengusulan TASPEN 

29) Pemeriksaan dan Penanganan Disiplin Pegawai 

30) Sosialisasi dan Bimbingan teknis PM 41 Tahun 2017 melalui 

AP2KP 

31) Penyusunan e-LAPKIN tahun 2017 di lingkungan Direktorat 

Jenderal Perhubungan Laut 

32) Penyusunan Pola Mutasi 

33) Bimbingan Teknis Pengisian dan Pelaporan LHKPN dan LHKASN 

di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 
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34) Penetapan Angka Kredit PKP dan Pembinaan Jabatan Fungsional 

Keselamatan Pelayaran 

35) Pelaksanaan Kenaikan Pangkat Terpadu 

36) Inventarisasi dan validasi Data Dalam Rangka Evaluasi Mutasi 

Tugas Pegawai. 

 

1. Realisasi Program Kerja 

a. Kegiatan Pemerintahan 
 

1)  Telah dilaksanakan kegiatan Pembinaan Mental dan Spiritual 

dalam rangka menyambut datangnya Bulan Suci Ramadhan 

Tahun 2018 pada tanggal 3 Mei 2018 di Ruang Mataram 

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan jumlah peserta 

sebanyak 850 orang yang bertujuan untuk memberikan 

bimbingan Rohani kepada pegawai Kantor Pusat Direktorat 

Jenderal Perhubungan Laut, serta untuk Meningkatkan Kualitas 

Sumber Daya Manusia di Lingkungan Direktorat Jenderal 

Perhubungan Laut dengan Narasumber Ustadz Komaruddin 

Chalil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV – 1 : Pembinaan Mental dan Spiritual 

 
 

2) Telah dilaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) 

Pengisian Aplikasi   e-Formasi Kemenpan RB dalam rangka 

Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal 

Perhubungan Laut Tahun 2018 yang diselenggarakan pada 

tanggal 22 s.d. 25 Januari 2018 di Bogor, Jawa Barat yang 
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diikuti oleh seluruh perwakilan Pengelola Kepegawaian dari UPT 

maupun Kantor Pusat Ditjen Hubla.(Jlh) 

 

     

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gambar IV – 2 :  Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengisian Aplikasi e-Formasi 

Kemenpan RB dalam rangka Penyusunan Formasi Pegawai Negeri 

Sipil Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2018 

  

3) Telah dilaksanakan kegiatan Seleksi Kompetensi Dasar dengan 

Menggunakan Metode Computer Assisted Test (CAT) dalam 

rangka Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 

2018 di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut  yang 

dilaksanakan di 13 lokasi di Indonesia. 

 

Tabel IV – 1 :   Seleksi Kompetensi Dasar dengan 

Menggunakan Metode Computer Assisted Test 

(CAT) dalam rangka Penerimaan Calon 

Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2018 di 

lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan 

Laut. 

 

NO. 
 

LOKASI 
 

TANGGAL PELAKSANAAN SESUAI 
SPT 

1 Manado 2 s.d 5 November 2018 

2 Aceh 1 s.d 3 November 2018 

3 Pekanbaru 8 s.d 11 November 2018 

4 Jayapura 31 Oktober.d 4 November 2018 

5 Banjarmasin 31 Oktober s.d 2 November 2018 
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NO. 
 

LOKASI 
 

TANGGAL PELAKSANAAN SESUAI 
SPT 

6  Denpasar 30 Oktober s.d 1 November 2018 

7 Bandung 4 s.d 8 November 2018 

8 Palembang 31 Oktober s.d 3 November 2018 

9 Jakarta 2 s.d 6 November 2018 

10 Surabaya 2 s.d 5 November 2018 

11 Medan 6 s.d 9 November 2018 

12 Yogyakarta 3 s.d 7 November 2018 

13 Makassar  8 s.d 13 November 2018 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar IV – 3: Registrasi, Verifikasi dan Validasi Peserta Tes CAT (Computer 

Assisted Test) Seleksi Kompetensi Dasar dalam Rangka 

Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2018 

 

4) Telah dilaksanakan kegiatan Tes Seleksi Kompetensi Bidang 

(SKB) dalam rangka Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil 

(CPNS) Tahun 2018 di lingkungan Direktorat Jenderal 

Perhubungan Laut yang dilaksanakan di 14 lokasi di Indonesia. 

 

Tabel IV – 2   : Tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dalam 
rangka Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil 
(CPNS) Tahun 2018 di lingkungan Direktorat 
Jenderal Perhubungan Laut 

 
 

NO. 

 

LOKASI 

 

TANGGAL PELAKSANAAN 
SESUAI SPT 

1 Jayapura 8 s.d 12 Desember 2018 

2 Banjarmasin 9 s.d 12 Desember 2018 
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NO. 

 

LOKASI 

 

TANGGAL PELAKSANAAN 
SESUAI SPT 

3 Denpasar 9 s.d 12 Desember 2018 

4 Bandung 9 s.d 12 Desember 2018 

5 Yogyakarta 9 s.d 12 Desember 2018 

6  Semarang 11 s.d 14 Desember 2018 

7 Makassar 9 s.d 12 Desember 2018 

8 Medan 9 s.d 12 Desember 2018 

9 Surabaya 11 s.d 14 Desember 2018 

10 Manado 13 s.d 16 Desember 2018 

11 Aceh 12 s.d 15 Desember 2018 

12 Pekanbaru 10 s.d 13 Desember 2018 

13 Palembang 9 s.d 12 Desember 2018 

14 Banten/Jakarta 9 s.d 14 Desember 2018 

 

  

 

 

 

 

  

 

Gambar IV – 4: Tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dalam rangka Penerimaan 
Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2018 di lingkungan 
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 

 

 

5) Telah dilaksanakan kegiatan Inventarisasi Penerbitan Surat Izin 

Belajar (SIB) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan 

Laut Tahun 2018 yang dilaksanakan dengan 2 (dua) tahap yaitu: 

a. Pada tanggal 21 s.d 25 November 2018 di Bogor, Jawa 

Barat dengan jumlah peserta dari Bagian Kepegawaian 

sebanyak 20 orang. 
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Gambar IV – 5: Inventarisasi Penerbitan Surat Izin Belajar di lingkungan Direktorat 
Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2018, 21 s.d 25 November 
2018 

 

b. Pada tanggal 17 s.d 21 Desember 2018 di Bogor, Jawa 

Barat dengan jumlah peserta dari Bagian Kepegawaian 

sebanyak 24 orang. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Gambar IV – 6 : Inventarisasi Penerbitan Surat Izin Belajar di lingkungan Direktorat 

Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2018, 17 s.d 21 Desember 
2018 

 
  

6) Telah dilaksanakan kegiatan Verifikasi Seleksi Administrasi 

Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian 

Perhubungan Tahun 2018 yang dilaksanakan dalam 2 (dua) 

tahap yaitu: 

a. Pada tanggal 10 s.d 13 Oktober 2018 bertempat di Bogor, 

Jawa Barat dengan peserta sejumlah 29 orang dari Urusan 

Formasi dan urusan lain di Bagian Kepegawaian. 
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Gambar IV – 7: Verifikasi Seleksi Administrasi Penerimaan Calon Pegawai 

Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Perhubungan Tahun 2018 

pada tanggal 10 s.d 13 Oktober 2018 di Bogor, Jawa Barat. 

 
 

b. Pada tanggal 15 s.d 17 Oktober 2018 bertempat di 

Serpong, Tangerang, Banten dengan peserta sejumlah 12 

orang dari Urusan Formasi dibantu perwakilan urusan lain 

di Bagian Kepegawaian. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV – 8: Verifikasi Seleksi Administrasi Penerimaan Calon Pegawai 

Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Perhubungan Tahun 2018 

pada tanggal 15 s.d 17 Oktober 2018 di Serpong, Tangerang, 

Banten. 
 

 

7) Telah dilaksanakan kegiatan Sumpah Aparatur Sipil Negara 

(ASN) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 

Tahun Anggaran 2018 yang dilaksanakan di 9 (sembilan) kota 

yaitu Medan, Palembang, Surabaya, Banjarmasin, Makassar, 

Bitung, Sorong, Jakarta dan Tanjung Pinang. 
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Tabel IV – 3:  Lokasi dan Jadwal Sumpah Aparatur Sipil Negara 

(ASN) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 

Tahun Anggaran 2018  
 

NO KOTA LOKASI KEGIATAN WAKTU 

1. Medan Distrik Navigasi Kelas I Belawan 27 September 2018 

2. Palembang Distrik Navigasi Kelas I Palembang 27 September 2018 

3. Surabaya Kantor Kesyahbandaran Utama Tg. Perak 27 September 2018 

4. Banjarmasin Kantor KSOP Kelas I Banjarmasin 4 Oktober 2018 

5. Makassar Distrik Navigasi Kelas I Makassar 4 Oktober 2018 

6. Bitung Kantor KSOP Kelas I Bitung 4 Oktober 2018 

7. Sorong Distrik Navigasi Kelas I Sorong 4 Oktober 2018 

8. Jakarta Distrik Navigasi Kelas I Tg. Priok 9 Oktober 2018 

8. Tanjung Pinang Distrik Navigasi Kelas I Tg. Pinang 25 Oktober 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV – 9: Sumpah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Direktorat 

Jenderal Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2018 

 

 
 

8) Telah dilaksanakan kegiatan Ujian Dinas TK. I dan Penyesuaian 

Ijazah TK. Diploma III Kebawah Angkatan I dan II pada tanggal 

23 s.d 27 April 2018 bertempat di The Sahira Hotel, Bogor  

dengan peserta sebanyak 75 orang, lulus sebanyak 63 orang 

dan tidak lulus sebanyak  12  orang, dengan hasil sebagai 

berikut : 

  Jumlah Peserta Ujian Dinas :  75 Peserta  

  ANGKATAN  I :  29  Peserta 
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  ANGKATAN  II :  34  Peserta  

 

 Peserta Yang Dinyatakan Tidak Lulus :  12  Peserta 

 ANGKATAN  I :    6  Peserta 

 ANGKATAN  II :    6  Peserta 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV – 10:  Pelaksanaan Kegiatan Ujian Dinas Tk.I angkatan I dan II 
 

 

9) Telah dilaksanakan kegiatan Ujian Dinas TK. I dan Penyesuaian 

Ijazah TK. Diploma III Kebawah Angkatan III pada tanggal 9 s.d 

13 Juli 2018 di Disnav Banjarmasin dengan peserta sebanyak 

50 orang, lulus sebanyak  43 orang dan tidak lulus sebanyak  7 

orang, dengan hasil sebagai berikut : 

a. Jumlah Peserta Ujian Dinas :  50 Peserta  

b.  ANGKATAN  III :  43  Peserta  

c. Peserta Yang Dinyatakan Tidak Lulus :    7  Peserta 

d. ANGKATAN  III :    7  Peserta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV – 11:  Pelaksanaan Kegiatan Ujian Dinas Tk.I angkatan III 

 

10) Telah dilaksanakan kegiatan Ujian Dinas TK. I dan Penyesuaian 

Ijazah TK. Diploma III Kebawah Angkatan IV pada tanggal 6 s.d 

10 Agustus 2018 di Disnav Benoa dengan peserta sebanyak                
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50 orang, lulus sebanyak 49 orang dan tidak lulus sebanyak                 

1  orang, dengan hasil sebagai berikut : 

 Jumlah Peserta Ujian Dinas :  50 Peserta  

 ANGKATAN  IV :  49 Peserta  

 Peserta Yang Dinyatakan Tidak Lulus :    1  Peserta 

 ANGKATAN  IV :    1  Peserta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV – 12:  Pelaksanaan Kegiatan Ujian Dinas Tk.I angkatan IV 
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11) Telah dilaksanakan kegiatan Ujian Dinas TK. I dan Penyesuaian 

Ijazah TK. Diploma III Kebawah Angkatan V pada tanggal 17 s.d 

21 September 2018 di Disnav Tanjung Pinang dengan peserta 

sebanyak 50 orang, lulus sebanyak 45 orang dan tidak lulus 

sebanyak  5  orang, dengan hasil sebagai berikut : 

 Jumlah Peserta Ujian Dinas :  50 Peserta  

 ANGKATAN  V :  45 Peserta  
 

 Peserta Yang Dinyatakan Tidak Lulus :    5  Peserta 

 ANGKATAN  V :    5  Peserta 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar IV – 13:  Pelaksanaan Kegiatan Ujian Dinas Tk.I angkatan V 

 

12) Telah dilaksanakan kegiatan Ujian Dinas TK. I dan Penyesuaian 

Ijazah TK. Diploma III Kebawah Angkatan VI dan VII pada 

tanggal 22 s.d 26 Oktober 2018 di The Sahira Hotel, Bogor 

dengan peserta sebanyak 100 orang. Pengumuman kelulusan 

Ujian belum diumumkan.. 

 Jumlah Peserta Ujian Dinas :  100 Peserta  

 ANGKATAN  VI :  50   Peserta  

 ANGKATAN  VII :  50   Peserta 

 

 Peserta Yang Dinyatakan Tidak Lulus :  10   Peserta 

 ANGKATAN  VI :   5    Peserta 

 ANGKATAN  VII :    5   Peserta 
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                         Gambar IV – 14:  Pelaksanaan Kegiatan Ujian Dinas Tk.I angkatan IV dan VII 

 

13) Telah dilaksanakan kegiatan Pembekalan dan Pelaksanaan 

Ujian Penyesuaian Ijazah Tingkat Sarjana Angkatan I dan II 

pada tanggal 28 Oktober 2018 s.d 4 November 2018 di Sahira 

Butik Hotel, Bogor dengan peserta sebanyak 110 orang. Hasil 

Kelulusan Ujian Belum diumumkan. 

 Jumlah Peserta Penyesuaian Ijazah :  110 Peserta  

 ANGKATAN  I :   55  Peserta  

 ANGKATAN  II :   55  Peserta 

 

 Peserta Yang Dinyatakan Tidak Lulus :     -   Peserta 

 ANGKATAN  I :     -   Peserta 

 ANGKATAN  II :   1    Peserta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar IV – 15:  Pelaksanaan Kegiatan Ujian Dinas Tk.I angkatan IV dan VII  

 

14) Telah dilaksanakan kegiatan Pelatihan Manajemen Leadership 

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2018 

pada tanggal 13 s.d 14 Februari 2018 di Panjangjiwo Resort 
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Bogor, yang diikuti oleh 128 orang peserta yang merupakan 

Calon Pegawai Negeri Sipil Ditjen Hubla Tahun 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV – 16: Pelatihan Manajemen Leadership Direktorat Jenderal 

Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2018 

 

15) Telah dilaksanakan kegiatan Pembinaan Disiplin dan 

Pembentukan Jiwa Korsa di Semarang, Jawa Tengah pada 

tanggal 6 s.d. 8 Juli 2018 diikuti oleh peserta dari Bagian 

Kepegawaian Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan 

Laut. Dengan kegiatan sebagai berikut : 

 Capacity Building / Pembentukan Karakter 

 Fun Games 

 Kunjungan ke Museum Bersejarah  

 Malam Keakraban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV – 17: Pembinaan Disiplin dan Pembentukan Jiwa Korsa 
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16) Telah dilaksanakan kegiatan (Focus Group Discussion) 

Penyusunan Kode Etik Pelaut dalam rangka meningkatkan 

profesionalitas dan perlindungan pelaut Indonesia dengan tema 

“Melalui Penyusunan Kode Etik Pelaut Kita Tingkatkan 

Keselamatan Pelayaran Menuju Zero Accident” Pada tanggal 18 

Desember 2018 diruang Nanggala Kementerian Perhubungan, 

dengan jumlah undangan 150 Undangan melingkupi internal 

Kementerian Perhubungan dan External instansi terkait swasta 

maupun BUMN yang bergerak di bidang pelayaran. 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV – 18: FGD Penyusunan Kode Etik Pelaut 

 

17)  Telah dilaksanakan kegiatan Peningkatan Kompetensi Keahlian 

Pelaut dalam rangka pembinaan dan pengembangan Sumber 

Daya Manusia Pelaut, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 

yang sesuai dengan Konvensi Internasional tentang Standar 

Latihan, Sertifikasi dan Dinas Jaga untuk Pelaut (Standards of 

Training, Certification and Watchkeeping – STCW) Amandemen 

Manila 2010 yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juli s.d 21 

November 2018 bertempat di Balai Besar Pendidikan 

Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP) Jakarta 

dengan rincian jumlah peserta sebagai berikut : 
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Tabel IV – 4:  Peningkatan Kompetensi Keahlian Pelaut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gambar IV – 19: Peningkatan Kompetensi Keahlian Pelaut 

 

18) Telah dilaksanakan kegiatan Pelatihan Basic Safety Training 

(BST) Tahun Anggaran 2018 bekerjasama dengan Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan yang 

diselenggarakan pada tanggal 6 s.d 20 Mei 2018 bertempat di 

Politeknik Pelayaran Surabaya yang diikuti oleh peserta dari 

UPT maupun Kantor Pusat di lingkungan Ditjen Hubla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV – 20 :  Basic Safety Training (BST) 

 

 

No. 

Pemutakhiran Kompetensi 

Keahlian Pelaut 

 

Jumlah Peserta 

1. ANT-I 22 

2. ATT-I 20 

 Jumlah 42 
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19) Telah dilaksanakan kegiatan Peningkatan Kompetensi SDM 

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di 3 (tiga) 

lokasi yaitu Bali pada tanggal 16 s.d 20 September 2018, 

Balikpapan pada tanggal 23 s.d 29 September 2018, dan 

Manado pada tanggal 21 s.d 25 Oktober 2018 dengan peserta 

pada tiap lokasi sejumlah masing-masing 30 orang. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Gambar IV – 21 :  Peningkatan Kompetensi SDM Bendahara Penerimaan dan 

Bendahara Pengeluaran 

 

20) Telah dilaksanakan kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan 

Database Kepegawaian Berbasis Web, Supervisi Subadmin 

Database Kepegawaian Serta Validasi Pengelolaan 

Kepegawaian : 

a. Pada tanggal 17 s.d. 19 September 2018 di Hotel Novotel - 

Bogor, dengan jumlah peserta 200 orang perwakilan dari 

23 Propinsi yang terdiri dari : 

 

Tabel IV – 5:  Pembinaan dan Pengelolaan Database 

Kepegawaian Berbasis Web, Supervisi Subadmin Database 

Kepegawaian Serta Validasi Pengelolaan Kepegawaian  
  

No. Nama UPT Peserta 

1. 1 UPT NAD (KSOP Kelas V Kuala Langsa) 2 Orang 

2. 3 UPT di Provinsi Riau (KSOP Kelas III 

Sungai Pakning, KSOP Kelas V Bagan 

Siapi-Api, UPP Kelas III Sinaboi) 

6 Orang 
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No. Nama UPT Peserta 

3. 1 UPT di Provinsi Kepulauan Riau (KSOP 

Kelas II Kijang) 

2 Orang 

4. 5 UPT di Provinsi Bangka Belitung (KSOP 

Kelas IV Pangkal Balam, KSOP Kelas V 

Muntok, KSOP Kelas V Tanjung Pandan, 

UPP Kelas I Manggar, UPP Kelas III 

Toboali). 

10 Orang 

5. 3 UPT di Provinsi Bengkulu (KSOP Kelas III 

Pulau Baai, UPP Kelas III Linau Bintuhan, 

UPP Kelas III Enggano) 

6 Orang 

 

6. 7 UPT di Provinsi Lampung (KSOP Kelas I 

Panjang, KSOP Kelas V Bakauheni, UPP 

Kelas III Menggala, UPP Kelas III Mesuji, 

UPP Kelas III Teluk Betung, UPP Kelas III 

Kota Agung, UPP Kelas III Labuhan 

Maringgai) 

14 Orang 

7. 1 UPT di Provinsi Banten (UPP Kelas III 

Karangantu) 

2 Orang 

 

8. 4 UPT di Provinsi Jawa Barat (UPP Kelas III 

Indramayu, UPP Kelas III Pamanukan, UPP 

Kelas III Pangandaran, UPP Kelas III 

Pelabuhan Ratu) 

8 Orang 

9. 12 UPT di Provinsi Jawa Tengah (KSOP 

Kelas I Tanjung Emas, KSOP Kelas II 

Cilacap, KSOP Kelas IV Tegal, UPP Kelas 

II Pekalongan, UPP Kelas III Batang, UPP 

Kelas III Brebes, UPP Kelas III Jepara, UPP 

Kelas III Juwana, UPP Kelas III Karimun 

Jawa, UPP Kelas III Rembang, Disnav 

Kelas II Semarang, Disnav Kelas III 

Cilacap) 

24 Orang 

10. 7 UPT di Provinsi DKI Jakarta (KSOP Kelas 

V Kalibaru, KSOP Kelas V Kepulauan 

14 Orang 
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No. Nama UPT Peserta 

Seribu, KSOP Kelas V Marunda, KSOP 

Kelas V Muara Angke, KSOP Kelas V 

Muara Baru, Pangkalan PLP Kelas I 

Tanjung Priok, BTKP) 

11. 7 UPT di Provinsi Jawa Timur (KSOP Kelas 

III Tanjungwangi, KSOP Kelas IV 

Probolinggo, KSOP Kelas V Pasuruan, UPP 

Kelas III Brondong, UPP Kelas III Branta, 

UPP Kelas III Masalembo, UPP Kelas III 

Sapeken) 

14 Orang 

12. 5 UPT di Provinsi Bali (KSOP Kelas IV 

Padang Bai, KSOP Kelas V Celukan 

Bawang, UPP Kelas III Buleleng, UPP 

Kelas III Nusa Penida, Disnav Kelas II 

Benoa) 

10 Orang 

13. 8 UPT di Provinsi Nusa Tenggara Barat 

(KSOP Kelas III Lembar, KSOP Kelas IV 

Bima, KSOP Kelas V Badas, UPP Kelas III 

Benete, UPP Kelas III Calabai, UPP Kelas 

III Labuhan Lombok, UPP Kelas III 

Pemenang, UPP Kelas III Sape) 

16 Orang 

14. 6 UPT di Provinsi Kalimantan Utara (KSOP 

Kelas III Tarakan, KSOP Kelas IV Nunukan, 

UPP Kelas III Sungai Nyamuk, UPP Kelas 

III Tanjung Selor, UPP Kelas III Pulau 

Bunyu, Disnav Kelas III Tarakan) 

12 Orang 

15. 6 UPT di Provinsi Kalimantan Timur (UPP 

Kelas I Lhok Tuan, UPP Kelas II Tana 

Paser, UPP Kelas II Tanjung Santan, UPP 

Kelas III Kuala Semboja, UPP Kelas III 

Sangkulirang, UPP Kelas III Tanjung 

Redep) 

11 Orang 

16. 3 UPT di Propinsi Kalimantan Selatan (UPP 

Kelas III Sebuku, UPP Kelas III Satui, UPP 

3 Orang 
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No. Nama UPT Peserta 

Kelas III Tanjung Batu) 

17. 9 UPT di Propinsi Kalimantan Tengah 

(KSOP Kelas III Sampit, KSOP Kelas IV 

Kumai, KSOP Kelas V Kuala Pembuang, 

KSOP Kelas V Pangkalan Bun, KSOP 

Kelas V Pegatan Mendawai, KSOP Kelas V 

Pulang Pisau, KSOP Kelas V Samuda, 

KSOP Kelas V Sukamara, UPP Kelas III 

Rangga Ilung) 

10 Orang 

18. 6 UPT di Propinsi Sulawesi Utara (KSOP 

Kelas I Bitung, UPP Kelas II Tahuna, UPP 

Kelas III Ulu Siau, UPP Kelas III Likupang, 

UPP Kelas III Lirung, Pangkalan PLP Kelas 

II Bitung) 

9 Orang 

19. 3 UPT di Propinsi Sulawesi Barat (UPP 

Kelas III Majene, UPP Kelas III Mamuju, 

UPP Kelas III Polewali) 

3 Orang 

20. 4 UPT di Propinsi Sulawesi Selatan (UPP 

Kelas II Palopo, UPP Kelas III Biringkasi, 

UPP Kelas III Pattirobajo, UPP Kelas III 

Selayar) 

5 Orang 

21. 6 UPT di Propinsi Maluku (UPP Kelas II 

Saumlaki, UPP Kelas II Tual, UPP Kelas III 

Wahai, UPP Kelas III Waisarisa, UPP Kelas 

III Amahai, UPP Kelas III Geser) 

7 Orang 

22. 4 UPT di Propinsi Papua Barat (KSOP 

Kelas IV Manokwari, UPP Kelas III Wasior, 

UPP Kelas III Kokas, UPP Kelas III 

Teminabuan) 

4 Orang 

23. 6 UPT di Propinsi Papua (KSOP Kelas II 

Biak, UPP Kelas II Amamapare, UPP Kelas 

III Korido, UPP Kelas III Nabire, UPP Kelas 

III Sarmi, Disnav Kelas III Merauke) 

8 Orang 
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Adapun materi kegiatan tersebut terdiri dari : 

 Pemaparan mengenai Aplikasi Database Kepegawaian 

berbasis Web (SIK & AP2KP); 

 Memandu & melatih cara menggunakan aplikasi tersebut; 

 Mengupdate & mencetak laporan data-data pegawai pada 

UPT masing-masing. 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Gambar IV – 22 . : Pembinaan dan Pengelolaan Database Kepegawaian 

Berbasis Web, Supervisi Subadmin Database Kepegawaian Serta Validasi 

Pengelolaan Kepegawaian 

b. Telah dilaksanakan kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan 

Database Kepegawaian Berbasis Web, Supervisi 

Subadmin Database Kepegawaian serta Validasi Pengelola 

Kepegawaian terkait Penyusunan Indeks Profesionalitas 

ASN di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 

Tahun Anggaran 2018 yang bertujuan untuk mengevaluasi 

& mengakurasi data - data pegawai pada aplikasi Sistem 

Informasi Kepegawaian dan Validasi Pengelola 

Kepegawaian erkait Penyusunan Indeks Profesionalitas 

ASN pada tanggal 5 s.d. 7 Desember 2018, yang belum 

update pada UPT masing - masing, di D’Anaya Hotel Bogor 

yang diikuti oleh 20 Peserta. 
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 Gambar IV – 23 . : Pembinaan dan Pengelolaan Database Kepegawaian 

Berbasis Web, Supervisi Subadmin Database Kepegawaian serta Validasi Pengelola 

Kepegawaian terkait Penyusunan Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Direktorat 

Jenderal Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2018 

 

21) Telah dilaksanakan kegiatan Penyusunan Profil Pejabat 

Struktural Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di Bogor 

melalui konsinyering kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 3 

(tiga) tahap, yaitu :  

 Penyusunan Profil Pejabat Struktural Direktorat Jenderal 

Perhubungan Laut Triwulan I di D’Anaya Hotel Bogor pada 

tanggal 21 s.d. 24 Januari 2018 diikuti oleh 16 orang 

peserta; 

 Penyusunan Profil Pejabat Struktural Direktorat Jenderal 

Perhubungan Laut Triwulan II di The Sahira Hotel Bogor 

pada tanggal 24 s.d. 26 Mei 2018 diikuti oleh 21 orang 

peserta; 

 Penyusunan Profil Pejabat Struktural Direktorat Jenderal 

Perhubungan Laut Triwulan III di The Sahira Hotel Bogor 

pada tanggal 4 s.d. 6 September 2018 diikuti oleh 5 orang 

peserta.
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  

 

Gambar IV – 24: Penyusunan Profil Pejabat Struktural Direktorat Jenderal 

Perhubungan Laut 

 

22) Telah dilaksanakan kegiatan Penyusunan Kurikulum / Silabus 

Diklat Teknis dengan tujuan untuk menyusun kurikulum silabus 

diklat yang akan di jalankan untuk diklat-diklat teknis yang akan 

datang pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut 

(BPPTL). Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 5 s.d 10 

November 2018 di Hotel Arch Bogor yang dihadiri oleh perwakilan 

dari Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Direktorat 

Kenavigasian, Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, 

Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Direktorat 

Kepelabuhanan dan Bagian Kepegawaian, BPPTL dan PPSDM 

Perhubungan Laut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar IV – 25 : Penyusunan Kurikulum / Silabus Diklat Teknis Tahun 

2018 



LAPORAN TAHUNAN 2018 
 

 

 

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT | BAB IV -     24 

 

 

23) Telah dilaksanakan kegiatan Rekapitulasi data pegawai yang  

 telah pensiun maupun yang mengajukan MPP sebagai berikut: 

Laporan Pensiun Batas Usia Pensiun (BUP), Janda/Duda, 

Anumerta, Atas Permintaan Sendiri (APS), Keuzuran Jasmani 

dan Masa Persiapan Pensiun (MPP) Tahun Anggaran 2018 

sebagai berikut : 

 

Tabel IV – 6: Rekapitulasi data pegawai yang telah pensiun 
maupun yang mengajukan MPP 

 
NO URAIAN

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES

1
Pensiun BUP (Batas 

Usia Pensiun)
32 48 50 88 22 - - 69 40 44 54 1

2
Pensiun Janda/

Duda/Anak Yatim
5 7 6 12 4 - - 18 7 5 10 4

3
Pensiun 

APS
- - - 1 - - - 2 1 - 1 1

4
Pensiun Keuzuran 

Jasmani
- - - - - - - - - - - -

5
Pensiun Tewas/

Anumerta
- - - - - - - - - - 1 -

6
MPP (Masa Persiapan 

Pensiun)
- - - - - - - - - - - -

533

2018

JUMLAH
 

a) Jumlah PNS yang mengajukan pindah pensiun TA. 2018 

sebanyak 32 orang, biaya dibebankan pada anggaran DIPA 

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut TA. 2018. 

 

b) Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia Menghadapi Masa 

Pensiun (Purna Bhakti) TA. 2018 yaitu : 

 

Waktu dan Tempat Pelaksanaan 
 

Tanggal    : 25 s.d. 28 September 2018 

Lokasi    : Cirebon, Jawa Barat 

Jumlah peserta   : 59 orang 
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Gambar IV – 26 : Pembinaan Sumber Daya Manusia Menghadapi 

Masa Pensiun (Purna Bhakti) 

 
 

24) Telah dilaksanakan kegiatan Pemberian Piagam Penghargaan 

Satya Lencana Karya Satya tahun 2018 terhadap masa kerja 

pegawai dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, dengan 

rincian sebagai berikut: 

Tabel IV – 7: Pemberian Piagam Penghargaan Satya Lencana 
Karya Satya tahun 2018 

 

Penghargaan Usulan Realisasi 

X Tahun  763 

XX Tahun  421 

XXX Tahun  100 

Jumlah  1284 
 

   

25) Telah diproses Permohonan untuk mendapatkan Kartu Istri 

(KARIS) dan Kartu Suami (KARSU) pada tahun 2018 sebanyak 

137 pegawai 

 

26) Telah direkapitulasi dan diproses lanjut Kenaikan Gaji Berkala 

(KGB) para pegawai di lingkungan kantor pusat Direktorat 

Jenderal  Perhubungan Laut tahun 2018 sebanyak 153 

pegawai. 
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27) Telah diproses permohonan cuti pegawai pada tahun 2018 

dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel IV – 8 : Permohonan Cuti Pegawai 

NO. JENIS CUTI JUMLAH 

1. Cuti Tahunan 1307 

2. Cuti Bersalin 17 

3. Cuti Besar 16 

4. Cuti Alasan Penting 84 

5. Cuti Sakit 300 

J U M L A H 1724 

 

 
28) Pengusulan TASPEN tahun 2018 tidak ada. 

 

29) A.  Telah dilaksanakan Penanganan Disiplin Pegawai Negeri  

       Sipil, dengan uraian jenis sebagai berikut : 
 

     1) Penanganan pelanggaran disiplin 
 

     Tabel IV – 9  :  Rekapitulasi Kasus/Pelanggaran Disiplin  
               Tahun 2018 

 

 

NO JENIS KASUS 
LAPORAN 

MASUK 

PROSES 
DITJEN 
HUBLA 

PROSES 
SETJEN 

FINAL 

1 Meninggalkan Tugas 19 3 7 9 

2 Pengunduran Diri 4 - 2 2 

3 Permohonan Izin 
Melakukan 
Perceraian 

22 3 11 8 

4 Dugaan 
Perselingkuhan 

3 1 - 2 

5 Pernikahan Kedua 
Tanpa Izin 

2 2 -  

6 Tindak Pidana 
Korupsi 

15 7 3 5 

7 Tindak Pidana 
Narkotika 

4 3 - 1 

8 Ijazah Palsu 1 - - 1 

TOTAL 70 19 23 28 
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2) Hukuman Disiplin 

 

Telah diproses dan diterbitkan Surat Keputusan 

terhadap pelanggaran disiplin pegawai di Lingkungan 

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan rincian 

sebagai berikut: 

 

     Tabel IV – 10 : Rekapitulasi Keputusan Hukuman 
                                                                           Disiplin Tahun 2018 
 

NO JENIS HUKUMAN DISIPLIN JUMLAH 

1 Teguran Lisan 1 

2 Teguran Tertulis - 

3 Pernyataan Tidak Puas SecaraTertulis 2 

4 Penundaan Kenaikan Gaji Berkala 1 

5 Penundaan Kenaikan Pangkat - 

6 Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 Tahun 2 

7 Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 Tahun 24 

8 
Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan 

Sendiri 

20 

9 Pemberhentian Tidak Dengan Hormat 17 

TOTAL 67 

 
 

3) Pemberhentian Sementara PNS  
 

Telah diterbitkan Surat Keputusan tentang 

Pemberhentian Sementara sebagai Pegawai Negeri 

Sipil yang terkena Kasus Pidana dengan rincian sebagai 

berikut: 

 

      Tabel IV – 11 : Rekapitulasi Keputusan Pemberhentian 
                                                  Sementara Tahun 2018 

 

JENIS KEPUTUSAN JUMLAH 

Pemberhentian Sementara 10 
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4)  Pemrosesan Izin/Keterangan Melakukan Perceraian 
 

 Telah ditebitkan Surat Keputusan Izin Melakukan 

 Perceraian dan Keterangan Melakukan Perceraian dengan 

 rincian sebagai berikut: 

 

Tabel IV – 12 : Rekapitulasi Keputusan Izin/Keterangan  

                                         Melakukan Perceraian Tahun 2018 

 

NO JENIS KEPUTUSAN JUMLAH 

1 Izin Melakukan Perceraian 23 

2 Keterangan Melakukan Perceraian 2 

3 Penolakkan Pemberian Izin Melakukan Perceraian 3 

TOTAL 28 

 

B. Kegiatan Konsinyering Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin 

dan Kasus-Kasus Kepegawaian di Lingkungan Direktorat 

Jenderal Perhubungan Laut Periode Bulan Januari – Juni 

2018 

1) Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

 Tanggal :  22 – 26 Oktober 2018 

 Lokasi :  The Sahira Hotel, Bogor  

2) Jumlah Panitia dan Peserta Kegiatan 

 Kegiatan diikuti oleh 30 (tiga puluh) orang peserta yang 

terdiri dari Pegawai Negeri Sipil pada Biro Kepegawaian 

dan Organisasi, Bagian Keuangan, Bagian 

Kepegawaian dan Bagian Umum dan Perlengkapan. 

3) Materi Kegiatan 

 Jumlah kasus yang dilakukan evaluasi adalah sebanyak 

80 (delapan puluh) kasus yang terdiri dari kasus tahun 

2017 yang masih belum selesai dan masih memerlukan 

tindak lanjut dan kasus yang dilaporkan pada periode 

bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2018. 
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Gambar IV – 27 : Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin dan Kasus-Kasus 

Kepegawaian Bulan Oktober 

 

C.  Kegiatan Konsinyering Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin 

dan Kasus-Kasus Kepegawaian di Lingkungan Direktorat 

Jenderal Perhubungan Laut Periode Bulan Juli – Desember 

2018 

1) Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

 Tanggal :  22 - 26 Desember 2018 

 Lokasi :  The Sahira Hotel, Bogor 
  

2) Jumlah Panitia dan Peserta Kegiatan 

Kegiatan diikuti oleh 30 (tiga puluh) orang peserta 

yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil pada Biro 

Kepegawaian dan Organisasi, Bagian Keuangan, 

Bagian Kepegawaian dan Bagian Umum dan 

Perlengkapan. 
 

3) Materi Kegiatan 

Jumlah kasus yang dievaluasi adalah kasus yang 

terdiri dari kasus tahun 2017 yang masih belum selesai 

dan kasus yang dilaporkan pada periode bulan Januari 

sampai dengan bulan Desember 2018 yang masih 

belum selesai dan memerlukan tindak lanjut. 
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Gambar IV – 28 : Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin dan Kasus-
Kasus Kepegawaian Bulan Desember 

 

 

30) Telah dilaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan teknis 

PM 41 Tahun 2017 melalui AP2KP pada lingkup Unit Pelaksana 

Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 

dengan uraian sebagai berikut : 

 

1) Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

Tanggal    

Gelombang I :  4 September 2018 

Gelombang II :  5 September 2018 

Lokasi  :  Hotel Merlyn Park Jakarta  

2) Jumlah Panitia dan Peserta Kegiatan 

Peserta kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis PM.41 

Tahun 2017 melalui AP2KP adalah seluruh UPT di 

Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. 

Dengan jumlah keseluruhan 206 UPT yang dibagi menjadi  

2 (dua) gelombang. Untuk pelaksanaan gelombang I 

tanggal  4 September 2018 berjumlah 111 UPT jumlah 

peserta 126 yang meliputi wilayah Sumatera, Banten, Jawa 

Barat, DKI Jakarta,Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara 

Timur. Dan gelombang II pada 5 September 2018 

berjumlah 95 UPT jumlah peserta 106 yang meliputi 

Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua. Kekurangannya 

akan diselenggarakan melalui gelombang III yang sudah 

dijadwalkan waktu penyelenggaraannya. 

3) Materi Kegiatan 

Kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Peraturan 

Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2017 tentang 

Tata Cara Perhitungan dan Pemberian Tunjangan Kinerja 
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Pegawai di Lingkungan Kementerian Perhubungan melalui 

aplikasi AP2KP. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV – 29 : Sosialisasi dan Bimbingan teknis PM 41 

Tahun 2017 melalui AP2KP 

 

31) Telah dilaksanakan kegiatan penyusunan e-LAPKIN tahun 2017 

di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan 

uraian sebagai berikut : 

1) Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

Tanggal :  30 Oktober 2018  

Lokasi  :  Hotel Merlyn Park Jakarta  

2) Jumlah Panitia dan Peserta Kegiatan 

Dengan jumlah keseluruhan 206 UPT, kekurangannya 

akan diselenggarakan melalui gelombang berikutnya yang 

sudah dijadwalkan waktu penyelenggaraannya. 

3) Materi Kegiatan 

Kegiatan penyusunan aplikasi E-Lapkin di lingkungan 

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut adalah memenuhi 

kewajiban pelaporan tentang penilaian prestasi kerja PNS 

kepada Badan Administrasi Kepegawaian Negara dengan 

menggunakan e-Lapkin (Laporan Kinerja secara Elektronik) 

yang diwajibkan mulai tahun 2016. 
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Gambar IV – 30 : Penyusunan e-LAPKIN tahun 2017 di 

lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 

32) Telah dilaksanakan pembahasan Rancangan Peraturan Menteri 

Perhubungan Nomor PM 128 Tahun 2016 jo+. PM 21 tahun 

2017 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam 

Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan dan 

penyusunan pola mutasi jabatan struktural di lingkungan 

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. 

 

Sebagai output dari pembahasan pola mutasi jabatan struktural 

telah diterbitkan Surat Pernyataan Pelantikan (SPP), Surat 

Perintah Menduduki Jabatan (SPMJ) dan Surat Perintah 

Melaksanakan Tugas (SPMT) sesuai dengan jumlah pejabat 

yang dilantik pada tahun 2018 sebanyak 1.371 pegawai dengan 

sebanyak 8 (delapan) kali pelantikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV – 31 : Pola Mutasi Jabatan Struktural 
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33) Telah dilaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Pengisian dan 

Pelaporan LHKPN dan LHKASN di lingkungan Direktorat 

Jenderal Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2018 sebanyak 2 

(dua) tahap yaitu, tahap I di Hotel Merlyn Park Jakarta pada 

tanggal 8 s.d 9 Maret 2018 dan tahap II pada tanggal 15 s.d 16 

Agustus 2018 di Batam, tanggal 28 s.d 31 Agustus 2018 di 

Semarang, tanggal 12 s.d 15 September 2018 di Bali dan 

tanggal 20 s.d 21 September 2018 di Makassar dimana jumlah 

peserta sebanyak 400 orang dengan mengundang seluruh UPT 

di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Adapun 

sebagai narasumber berasal dari Komisi Pemberantasan 

Korupsi (KPK) dan KemenpanRB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV – 32 :  Bimbingan Teknis Pengisian dan Pelaporan LHKPN dan 

LHKASN di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan 

Laut 

 
 

 

34) Telah diterbitkan Penetapan Angka Kredit (PAK), Pengangkatan 

Pertama, Pembebasan Sementara dan Pemberhentian dari dan 

dalam jabatan fungsional Pengawas Keselamatan Pelayaran 

(PKP) serta telah dilaksanakan Pembinaan Jabatan Fungsional 

Pengawas Keselamatan Pelayaran pada UPT Direktorat 

Jenderal Perhubungan Laut sebagai berikut: 
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a) Penetapan Angka Kredit Pejabat Fungsional PKP 

 

Tabel IV – 13:  Penetapan Angka Kredit Pejabat Fungsional PKP 
 

 
 

NO 

 
 
JABATAN 

Periode KP 
01-04-2017 

Periode KP 
01-10-2017 

 
 

JML 
DAPAT TIDAK 

DAPAT 
JML DAPAT TIDAK 

DAPAT 

1 PKP Madya 0  0 0 0 0 

2 PKP Muda 0 16 16 3 13 16 

3 PKP Pertama 0  3 2 4 6 

4 PKP Penyelia 18 140 158 12 173 185 

5 PKP 
Pelaksana 
Lanjutan 

30 122 152 25 136 161 

6 PKP 
Pelaksana 

31 30 61 14 34 48 

7 PKP 
Pelaksana 
Pemula 

0 0 0 0 0 0 

JUMLAH 79 312 390 56 360 416 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

Gambar IV – 34 :  Penetapan Angka Kredit (PAK), Pengangkatan 

Pertama, Pembebasan Sementara dan Pemberhentian dari dan dalam 

jabatan fungsional Pengawas Keselamatan Pelayaran (PKP) 
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b) Pengangkatan Kembali Pejabat Fungsional Pengawas 

Keselamatan Pelayaran (PKP) dengan rincian sebagai 

berikut: 
 

Tabel IV – 14 :  Pengangkatan Kembali Pejabat 
Fungsional Pengawas Keselamatan Pelayaran (PKP) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

c) Pejabat Fungsional Pengawas Keselamatan Pelayaran 

(PKP) yang diberhentikan karena tidak dapat 

mengumpulkan angka kredit dengan perincian sebagai 

berikut: 

Tabel IV – 15:  Pejabat Fungsional Pengawas 
Keselamatan Pelayaran (PKP) yang diberhentikan 

karena tidak dapat mengumpulkan angka kredit 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

d) Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional 

Pengawas Keselamatan Pelayaran (PKP) karena 

ditugaskan secara penuh di luar jabatan Pengawas 

Keselamatan Pelayaran dengan perincian sebagai berikut 

: 

 

NO 

 

JABATAN 

 

JUMLAH 

1 PKP Muda 1 

2 PKP Pertama 0 

3 PKP Penyelia 1 

4 PKP Pelaksana Lanjutan 3 

5 PKP Pelaksana 1 

JUMLAH 6 

 
NO 

 
JABATAN 

 
JUMLAH 

1 PKP Madya 0 

2 PKP Muda 4 

3 PKP Pertama 0 

4 PKP Penyelia 15 

5 PKP Pelaksana Lanjutan 2 

6 PKP Pelaksana 0 

7 PKP Pelaksana Pemula 0 

 JUMLAH 21 
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Tabel IV – 16:  Pembebasan Sementara dari Jabatan 
Fungsional Pengawas Keselamatan Pelayaran (PKP) 

karena ditugaskan secara penuh di luar jabatan 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e) Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional 

Pengawas Keselamatan Pelayaran (PKP) karena 

diangkat dalam jabatan Struktural dengan perincian 

sebagai berikut : 

Tabel IV – 17:  Pembebasan Sementara dari Jabatan 
Fungsional Pengawas Keselamatan Pelayaran (PKP) 

karena diangkat dalam jabatan Struktural 
 

 

NO 

 

JABATAN 

 

JUMLAH 

1 PKP Madya 0 

2 PKP Muda 1 

3 PKP Pertama 0 

4 PKP Penyelia 0 

5 PKP PelaksanaLanjutan 0 

6 PKP Pelaksana 0 

JUMLAH 1 

 
f) Pejabat Fungsional Pengawas Keselamatan Pelayaran 

(PKP) yang diberhentikan karena mengundurkan diri dari 

jabatan Pengawas Keselamatan Pelayaran dengan 

perincian sebagai berikut: 

 

NO 

 

JABATAN 

 

JUMLAH 

1 PKP Madya 0 

2 PKP Muda 0 

3 PKP Pertama 1 

4 PKP Penyelia 6 

5 PKP Pelaksana Lanjutan 6 

6 PKP Pelaksana 2 

JUMLAH 15 
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Tabel IV – 18:  Pejabat Fungsional Pengawas 

Keselamatan Pelayaran (PKP) yang diberhentikan karena 

mengundurkan diri dari jabatan PKP 

 

NO 

 

JABATAN 

 

JUMLAH 

1 PKP Madya 0 

2 PKP Muda 3 

3 PKP Pertama 0 

4 PKP Penyelia 18 

5 PKP PelaksanaLanjutan 6 

6 PKP Pelaksana 0 

JUMLAH 27 

 

g) Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam 

Jabatan Fungsional Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil Di 

Lingkungan Kementerian Perhubungan tahun 2018 

sebanyak 2.796. 
 

h) Pembinaan Jabatan Fungsional Pengawas Keselamatan 

Pelayaran telah dilaksanakan pada 2 (dua) lokasi Unit 

Pelaksana Teknis sebagai berikut : 

1) Disnav Kelas I Tg. Priok 

2) KSOP Kelas II Cilacap 

 

     
 

Gambar IV – 35:   Pembinaan Jabatan Fungsional Pengawas Keselamatan 

Pelayaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan 

Laut 
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35) Telah dilaksanakan Proses Kenaikan Pangkat Terpadu pada 

kurun waktu Tahun 2018 sebanyak 2 (dua) periode sebagai 

berikut: 

 

a) Kenaikan Pangkat TMT 1 April 2018 

Tabel IV – 19:  Proses Kenaikan Pangkat Terpadu  

TMT 1 April 2018 

NO. GOLONGAN JUMLAH KETERANGAN 

1 IV/d-IV/e 0 Orang  

2 IV/c-IV/d 0 Orang  

3 IV/b-IV/c 2 Orang Reguler 

4 IV/a-IV/b 12 Orang Reguler 

5 III/d-IV/a 38 Orang Reguler 

6 III/c-III/d 227 Orang Reguler 

7 III/b-III/c 405 Orang Reguler 

8 III/a-III/b 425 Orang Reguler 

9 II/d-III/a 388 Orang Reguler 

10 II/c-III/a 2 Orang Penyesuaian Ijazah 

11 II/c-II/d 435 Orang Reguler 

12 II/b-II/c 459 Orang Reguler 

13 II/a-II/b 77 Orang Reguler 

14 I/d-II/a 1 Orang Reguler 

15 I/c-II/a 0 Orang  

16 2.471 Orang   

 

b) Kenaikan Pangkat TMT 1 Oktober 2018 

Tabel IV – 20:  Proses Kenaikan Pangkat Terpadu 

TMT 1 Oktober 2018 

NO. GOLONGAN JUMLAH KETERANGAN 

1 IV/d-IV/e 0 Orang  

2 IV/c-IV/d 0 Orang  

3 IV/b-IV/c 3 Orang Reguler 

4 IV/a-IV/b 13 Orang Reguler 

5 III/d-IV/a 27 Orang Reguler 

6 III/c-III/d 88 Orang Reguler 
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NO. GOLONGAN JUMLAH KETERANGAN 

7 III/b-III/c 122 Orang Reguler 

8 III/a-III/b 134 Orang Reguler 

9 III/a-III/b 4 Orang Penyesuaian Ijazah 

10 II/d-III/a 145 Orang Reguler 

11 II/d-III/a 5 Orang Penyesuaian Ijazah 

12 II/c-III/a 21 Orang Penyesuaian Ijazah 

13 II/b-III/a 49 Orang Penyesuaian Ijazah 

14 II/c-II/d 63 Orang Reguler 

15 II/b-II/c 68 Orang Reguler 

16 II/a-II/b 55 Orang Reguler 

17 I/d-II/a 0 Orang  

18 I/c-I/d 6 Orang Reguler 

19 I/a-I/b 3 Orang Reguler 

JUMLAH 806 Orang   

 

36) Telah dilaksanakan Inventarisasi dan Validasi Data Dalam 

Rangka Evaluasi Mutasi Tugas Pegawai sebanyak 222 Orang 

dengan rincian per bulan sebagai berikut: 
 

Tabel IV – 15:  Inventarisasi dan Validasi Data 

Dalam Rangka Evaluasi Mutasi Tugas Pegawai 

NO. BULAN JUMLAH 

1 Januari 29 Orang 

2 Februari 12 Orang 

3 Maret 16 Orang 

4 April 28 Orang 

5 Mei 26 Orang 

6 Juni  8 Orang 

7 Juli 22 Orang 

8 Agustus 20 Orang 

9 September 19 Orang 

10 Oktober 16 Orang 

11 November 14 Orang 

12 Desember 12 Orang 

JUMLAH 222 Orang 
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Kegiatan Yang Tidak Terlaksana 

a) Evaluasi Analisa Jabatan di Lingkungan Ditjen Hubla. 

 

b) Pemberkasan CPNS. 
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BAB V 

DUKUNGAN MANAJEMEN DAN TEKNIS 

BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA DALAM NEGERI 

 

I. PROGRAM KERJA 

A. Kegiatan Pemerintahan 

1) Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP); 

2) Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan (RPM); 

3) Penyusunan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut; 

4) Penyusunan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut; 

B. Kegiatan Operasional 

1) Kegiatan Legalitas Perizinan Terminal Khusus dan Terminal 

Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS); 

2) kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Standard Operational 

Procedure (SOP); 

3) kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan/Pembahasan 

Tanggapan UPT Terhadap RPM dan RKD; 

4) Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Perjanjian Kerjasama 

Yang Dilakukan Oleh Penyelenggara Pelabuhan; 

5) Bimbingan Teknis Kepada Pejabat/Staf UPT Ditjen Hubla 

tentang Tata Cara Menangani Perkara; 

6) Penyelenggaraan Kegiatan 

Perpustakaan/Kearsipan/Dokumentasi dan Penyusunan Laporan 

Serta Evaluasi Penyelenggaraan Kegiatan 

Perpustakaan/Dokumentasi di Lingkungan Ditjen Hubla; 

7) Bantuan Hukum dan Penyelesaian Perkara dan Penyusunan 

Laporan Serta Evaluasi Kegiatan Bantuan Hukum dan 

Penyelesaian Perkara di Lingkungan Ditjen Hubla;  

8) Sosialisasi Peraturan Pemerintah dan Peraturan 

Pelaksanaannya Di Bidang Transportasi Laut; 

9) Sosialisasi P4GN dan Psikotropika serta Tindak Pidana 

Perdagangan Orang (TPPO) di Lingkungan Ditjen Hubla; 

10) Sosialisasi dan Monitoring AP-KKN di Lingkungan Ditjen Hubla; 
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11) Sosialisasi Peraturan Menteri Perhubungan di Bidang 

Transportasi Laut Di Lingkungan Ditjen Hubla; 

12) Koordinasi Dengan Instansi Lain; 

13) Pelatihan/Bimtek Advokasi Kepada Pejabat/Staf di Bidang 

Hukum; 

14) Penyelenggaraan Sidang Multilateral, Regional dan Bilateral dan 

Pertemuan Bilateral Bidang Maritim; 

15) Perjalanan Dinas Luar Negeri Dalam Rangka Menghadiri Sidang 

Internasional, Regional dan Bilateral; 

16) Penyelenggaraan Program Kerjasama Teknis Bidang Maritim; 

17) Penyelenggaraan Workshop Teknik Diplomasi; 

18) Pencalonan Indonesia Sebagai Anggota Dewan IMO periode 

2018-2019. 

 

II. Realisasi Program Kerja 

A. Kegiatan Pemerintahan 

1) Tidak ada kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan 

Pemerintah, Anggaran dikembalikan ke Negara, 

2) Telah disusun 16 (sepuluh) draft Rancangan Peraturan Menteri 

(RPM), yaitu:  

Tabel V - 1: Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan 

No Nama Peraturan Keterangan 

1.  Rancangan Peraturan Menteri 

Perhubungan tentang Norma, Standar, 

Prosedur dan Kriteria Perizinan 

Berusaha Terintegritas secara 

Elektronik Sektor Perhubungan di 

Bidang Laut  

Telah ditetapkan Peraturan 

Menteri Perhubungan 

Nomor PM 89 Tahun 2018 

tentang Norma, Standar, 

Prosedur dan Kriteria 

Perizinan Berusaha 

Terintegritas secara 

Elektronik Sektor 

Perhubungan di Bidang 

Laut. 

2.  Rancangan Peraturan Menteri 

Perhubungan tentang Pengerukan dan 

Reklamasi 

Telah ditetapkan Peraturan 

Menteri Perhubungan 

Nomor PM 125 Tahun 2018 
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Tentang Pengerukan dan 

Reklamasi 

3.  Rancangan Peraturan Menteri 

Perhubungan tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 

PM 72 Tahun 2017 tentang Jenis, 

Struktur dan Golongan dan Mekanisme 

Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhanan 

Telah ditetapkan Peraturan 

Menteri Perhubungan 

Nomor PM 121 Tahun 2018 

tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri 

Perhubungan Nomor PM 72 

Tahun 2017 tentang Jenis, 

Struktur dan Golongan dan 

Mekanisme Penetapan Tarif 

Jasa Kepelabuhanan 

4.  Rancangan Peraturan Menteri 

Perhubungan tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 

PM 29 Tahun 2018 Tentang Tarif 

Angkutan Barang Di Laut Untuk 

Melaksanakan Kewajiban Pelayanan 

Publik (Public Service Obligation) 

Telah ditetapkan Peraturan 

Menteri Perhubungan 

Nomor PM 113 Tahun 2018 

tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri 

Perhubungan Nomor PM 29 

Tahun 2018 Tentang Tarif 

Angkutan Barang Di Laut 

Untuk Melaksanakan 

Kewajiban Pelayanan Publik 

(Public Service Obligation) 

5.  Rancangan Peraturan Menteri 

Perhubungan tentang Tata Cara dan 

Persyaratan Pemberian Persetujuan 

Penggunaan Kapal Asing Untuk 

Kegiatan Lain yang Tidak Termasuk 

Kegiatan Mengangkut Penumpang 

Dan/Atau Barang Dalam Kegiatan 

Angkutan Laut Dalam Negeri 

Telah ditetapkan Peraturan 

Menteri Perhubungan 

Nomor PM 92 Tahun 2018 

tentang Tata Cara dan 

Persyaratan Pemberian 

Persetujuan Penggunaan 

Kapal Asing Untuk Kegiatan 

Lain yang Tidak Termasuk 

Kegiatan Mengangkut 

Penumpang Dan/Atau 

Barang Dalam Kegiatan 

Angkutan Laut Dalam 

Negeri 
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6.  Rancangan Peraturan Menteri 

Perhubungan tentang Pemeriksaan Dan 

Penilaian Tingkat Kesehatan Pelaut dan 

Tenaga Penunjang Keselamatan 

Pelayaran Serta Pemeriksaan dan 

penilaian Lingkungan Kerja Pelayaran 

Proses Surat ke Biro Hukum 

Sekretariat Jenderal . 

7.  Rancangan Peraturan Menteri 

Perhubungan tentang Komponen 

Penghasilan dan Biaya yang di 

Perhitungkan Oleh Pemerintah Dalam 

Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan 

Publik Kapal Perintis Milik Negara  

Proses Surat ke Biro Hukum 

Sekretariat Jenderal. 

8.  Rancangan Peraturan Menteri 

Perhubungan tentang Kewajiban Untuk 

Menggunakan Sistem Identifikasi Kapal 

Otomatis (Automatis Identificatrion 

System) Bagi Kapal Berbendera 

Proses Surat ke Biro Hukum 

Sekretariat Jenderal. 

9.  Rancangan Peraturan Menteri 

Perhubungan tentang Perubahan PM 

Nomor 53 Tahun 2018 tentang Kelaikan 

Peti Kemas dan Berat Kotor Peti Kemas 

Terverifikasi  

Proses Surat ke Biro Hukum 

Sekretariat Jenderal 

10.  Rancangan Keputusan Menteri 

Perhubungan tentang Penetapan Alur 

Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara 

BerlaluLintas dan Daerah Labuh Kapal 

Sesuai Dengan Kepentingannya Di Alur 

Pelayaran Pelabuhan Sibolga 

Proses Surat ke Biro Hukum 

Sekretariat Jenderal 

11.  Rancangan Keputusan Menteri 

Perhubungan tentang Penetapan Alur 

Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara 

BerlaluLintas dan Daerah Labuh Kapal 

Sesuai Dengan Kepentingannya Di Alur 

Pelayaran Pelabuhan Wakatobi 

Proses Surat ke Biro Hukum 

Sekretariat Jenderal 

12.  Rancangan Peraturan Menteri 

Perhubungan tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Dan 

Telah ditetapkan Peraturan 

Menteri Perhubungan 

Nomor PM 93 Tahun 2018 
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Otoritas Pelabuhan Khusus Batam  tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kantor 

Kesyahbandaran Dan 

Otoritas Pelabuhan Khusus 

Batam 

13.  Rancangan Peraturan Menteri 

Perhubungan tentang Kriteria Klasifikasi 

Organisasi Kantor Kesyahbandaran dan 

Otoritas Pelabuhan Direktorat 

Perhubungan Laut 

Telah ditetapkan Peraturan 

Menteri Perhubungan 

Nomor PM 75 Tahun 2018 

tentang Kriteria Klasifikasi 

Organisasi Kantor 

Kesyahbandaran dan 

Otoritas Pelabuhan 

Direktorat Perhubungan 

Laut 

14.  Rancangan Peraturan Menteri 

Perhubungan tentang Kriteria Klasifikasi 

Organisasi Unit Penyelenggara 

Pelabuhan Direktorat Perhubungan Laut 

Telah ditetapkan Peraturan 

Menteri Perhubungan 

Nomor PM 74 Tahun 2018 

tentang Kriteria Klasifikasi 

Organisasi Unit 

Penyelenggara Pelabuhan 

Direktorat Perhubungan 

Laut 

15.  Rancangan Peraturan Menteri 

Perhubungan tentang Penyelenggaraan 

Kegiatan Pelayanan Publik Kapal 

Perintis 

Telah ditetapkan Peraturan 

Menteri Perhubungan 

Nomor PM 48 Tahun 2018 

tentang Penyelenggaraan 

Kegiatan Pelayanan Publik 

Kapal Perintis 

16.  Rancangan Peraturan Menteri 

Perhubungan tentang Penyelenggaraan 

Kewajiban Pelayanan Publik Bidang 

Angkutan Laut Untuk Penumpang kelas 

Ekonomi Tahun Anggaran 2018 

Telah ditetapkan Peraturan 

Menteri Perhubungan 

Nomor PM 3 Tahun 2018 

tentang Penyelenggaraan 

Kewajiban Pelayanan Publik 

Bidang Angkutan Laut Untuk 

Penumpang kelas Ekonomi 

Tahun Anggaran 2018 
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3) Telah disusun  4 (empat) Peraturan Direktur Jenderal 

Perhubungan Laut. 

Tabel V- 2: Rancangan Peraturan Direktur Jenderal 

No. Peraturan Direktur Jenderal 

Perhubungan laut 

Posisi 

1. Peraturan Direktur Jenderal 

Perhubungan laut tentang Tata Cara 

Penerbitan Buku Pelaut Untuk Pelaut 

Pada Kapal Penangkap Ikan/ Kapal 

Layar Motor/Kapal yang Dibangun 

Secara Tradisional Berbendera 

Indonesia dan Berlayar di Periran 

Indonesia. 

Telah ditetapkan Peraturan 

Direktur Jenderal 

Perhubungan laut Nomor 

HK.103/3/2 /DJPL 2018 

tanggal 23 April 2018 tentang 

Tata Cara Penerbitan Buku 

Pelaut Untuk Pelaut Pada 

Kapal Penangkap Ikan/ 

Kapal Layar Motor/Kapal 

yang Dibangun Secara 

Tradisional Berbendera 

Indonesia dan Berlayar di 

Periran Indonesia. 

2. Peraturan Direktur Jenderal 

Perhubungan Laut tentang Tata Cara 

Penerimaan, Penyetoran, Penggunaan 

dan Pelaporan Penerimaan Negara 

Bukan Pajak yang Berlaku Pada 

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut  

Telah ditetapkan Peraturan 

Direktur Nomor HK. 

103/4/16/DJPL-18 Jenderal 

Perhubungan laut pada 

tanggal 28 Desember 2018 

tentang Tata Cara 

Penerimaan, Penyetoran, 

Penggunaan dan Pelaporan 

Penerimaan Negara Bukan 

Pajak yang Berlaku Pada 

Direktorat Jenderal 

Perhubungan Laut. 

3. Peraturan Direktur Jenderal 

Perhubungan Laut tentang Standar 

Operasional Prosedur Pelaporan dan 

Evaluasi Kegiatan Pengerukan dan 

Telah ditetapkan Peraturan 

Direktur Nomor HK. 

103/1/6/DJPL-18 Jenderal 

Perhubungan laut  tentang 
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Reklamasi Standar Operasional 

Prosedur Pelaporan dan 

Evaluasi Kegiatan 

Pengerukan dan Reklamasi 

4. Peraturan Direktur Jenderal 

Perhubungan Laut tentang 

Pelaksanaan Pemerikasaan 

Kelaiklautan dan Keamanan Kapal 

Asing 

Telah ditetapkan Peraturan 

Direktur Nomor HK. 

103/1/9/DJPL-18 Jenderal 

Perhubungan laut tentang 

Pelaksanaan Pemerikasaan 

Kelaiklautan dan Keamanan 

Kapal Asing 

 

B. Kegiatan Operasional 

1) Telah dilaksanakan Kegiatan Legalitas Perizinan Terminal 

Khusus dan TUKS berupa bimbingan terknis terhadap Peraturan 

Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2017 tentang 

TERSUS dan TUKS dan Surat Edaran/Instuksi Direktur Jenderal 

yang terkait mekanisme perizinan TERSUS dan TUKS dengan 

mengundang UPT dan stakeholder terkait, di 6 (enam) lokasi 

yaitu: 

 

Tabel V-3: Legalitas Perizinan Terminal Khusus dan TUKS 

No. Lokasi Bimtek Waktu Pelaksanaan Jumlah 

Peserta 

1. Kantor Unit Penyelenggara 

Pelabuhan Telaga Biru, Jatim; 

23 – 25 Agustus 2018 15 

2. Kantor Unit Penyelenggara 

Pelabuhan Satui; 

30 Agustus – 1 

September 2018 

25 

3. Kantor Unit Penyelenggara 

Pelabuhan Brondong, Jatim; dan 

19 – 21 November 

2018 

24 

4. Kantor Kesyahbandaran dan 

Otoritas Pelabuhan Palembang, 

Sumsel; 

26 – 28 November 

2018 

20 

5. Kantor Kesyahbandaran dan 

Otoritas Pelabuhan Samarinda, 

3 – 5 Desember 2018 15 
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Kaltim 

6. Kantor Kesyahbandaran dan 

Otoritas Pelabuhan Gresik 

10 – 12 Desember 

2018 

16 

 

 

Gambar V-1 Kegiatan Legalitas Perizinan Terminal Khusus dan TUKS TA 2018 

 

2) Sehubungan dengan banyaknya Kegiatan  Bimbingan Teknis 

Penyusunan Standard Operational Procedure (SOP) di 

lingkungan Ditjen Hubla tidak dapat dilaksanakan dikarenakan 

banyaknya aktifitas kantor yang menyita waktu untuk melakukan 

kegiatan tersebut. 

 

3) Telah dilaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan / 

Pembahasan Tanggapan UPT Terhadap RPM dan RKD berupa 

pengumpulan masukan dan tanggapan dari Unit Pelaksana 

Teknis Ditjen Hubla utamanya yang berkaitan dengan kegiatan 

operasional terhadap substansi RPM atau RKD yang sedang 

dalam proses pembahasan di 4 (Empat) Unit Pelaksana Teknis 

Ditjen Hubla, yaitu: 

 

Tabel V-4: Bimbingan Teknis Penyusunan/Pembahasan 

Tanggapan UPT Terhadap RPM dan RKD 

No. Lokasi Bimtek Waktu Pelaksanaan Jumlah 

Peserta 

1. Kantor Unit Penyelenggara 

Pelabuhan Jepara 

29 – 31 Oktober 2018 10 

2. Kantor Kesyahbandaran dan 5 - 7 November 2018 25 
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Otoritas Pelabuhan 

Balikpapan 

3. Kantor Kesyahbandaran dan 

Otoritas Pelabuhan 

Semarang 

 

 

12 - 14 November 

2018 

22 

4. Kantor Kesyahbandaran dan 

Otoritas Pelabuhan Teluk 

Bayur 

12 - 14 November 

2018 

10 

 

  

Gambar V-2: Bimbingan Teknis Penyusunan/ Pembahasan Tanggapan UPT Terhadap RPM dan 

RKD TA 2018 

 

4) Telah dilaksanakan Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan 

Perjanjian Kerjasama Yang Dilakukan Oleh Penyelenggara 

Pelabuhan dalam rangka memberikan memberikan konsep dan 

format pembentukan perjanjian kerjasama dengan stakeholder 

terkait, di 5 (Lima) lokasi yaitu : 

 

Tabel V-5: Bimbingan Teknis Penyusunan Perjanjian Kerjasama Yang Dilakukan 

Oleh Penyelenggara Pelabuhan 

No. Lokasi Bimtek Waktu Pelaksanaan Jumlah 

Peserta 

1. Kantor Kesyahbandaran dan 

Otoritas Pelabuhan Tanjung 

Balai Karimun 

12 – 15 September 

2018 

20 
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2. Kantor Unit Penyelenggara 

Pelabuhan Tahuna, Sulawesi 

Utara 

19 – 21 September 

2018 

10 

3. Kantor Unit Penyelenggara 

Pelabuhan Kuala Samboja 

8 – 10 Oktober 2018 15 

4. Kantor Kesyahbandaran dan 

Otoritas Pelabuhan Probolinggo 

15 – 17 Oktober 2018 15 

5. Kantor Kesyahbandaran dan 

Otoritas Pelabuhan Pekan 

Baru, 

22 – 24 Oktober 2018 15 

 

 

Gambar V-3: Bimbingan Teknis Penyusunan 

Perjanjian Kerjasama Yang Dilakukan Oleh 

Penyelenggara Pelabuhan TA 2018 

 

5) Telah diselenggarakan Bimbingan Teknis Kepada Pejabat/Staf 

Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 

tentang Tata Cara Menangani Perkara Tahun Anggaran 2018 

yang mengacu kepada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 

KM. 74 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan 

Hukum di Lingkungan Departemen Perhubungan, sebagai 

berikut : 
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Tabel V – 6: Bimbingan Teknis Kepada Pejabat/Staf UPT Ditjen 

Hubla tentang Tata Cara Menangani Perkara 

No Lokasi Tanggal 

Pelaksanaan 

Jumlah Peserta 

1 Kantor Kesyahbandaran dan 
Otoritas Pelabuhan Kelas II 
Teluk Bayur – Sumatera Barat 

3 s.d 5 Desember 
2018 

10 

2 Kantor Unit Penyelenggara 
Pelabuhan Kelas III Telaga 
Biru – Jawa Timur 

5 s.d 7 Desember 
2018 

12 

3 Kantor Unit Penyelenggara 
Pelabuhan Kelas III 
Bojonegara - Banten 

10 s.d 12 
Desember 2018 

14 

4 Kantor Unit Penyelenggara 
Pelabuhan Tanjung Uban – 
Kepulauan Riau 
 
 

11 s.d 13 
Desember 2018 

12 

5 Kantor Kesyahbandaran dan 
Otoritas Pelabuhan Kelas I 
Balikpapan – Kalimantan 
Timur 

13 s.d 14 
Desember 2018 

16 

6 Kantor Kesyahbandaran dan 
Otoritas Pelabuhan Kelas II 
Kijang – Kepulauan Riau 

17 s.d 19 
Desember 2018 

17 

7 Kantor Unit Penyelenggara 
Pelabuhan Kelas III Saonek – 
Papua Barat 

28 s.d 30 
Desember 2018 

23 

 

  

Gambar V-4: Bimbingan Teknis Kepada Pejabat/Staf Unit Pelaksana Teknis 

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tentang Tata Cara Menangani Perkara  

TA 2018 

 
 

6) Telah diselenggarakan kegiatan Perpustakaan/Dokumentasi di 

15 (lima belas) Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal 

Perhubungan Laut yang bertujuan untuk mereview kelengkapan 
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peraturan serta SDM dan fasilitas dokumentasi produk-produk 

hukum, yaitu : 

 

Tabel V-7: Kegiatan Perpustakaan/Dokumentasi Di Lingkungan 

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 

No Lokasi Tanggal 

Pelaksanaan 

1 Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III 
Bojonegara 

12 s.d 14 Maret 
2018 

2 Kantor Kantor Kesyabandaran dan Otoritas 
Pelabuhan Kelas V Tanjung Pandan, Bangka 
Belitung 

14 s.d 16 Maret 
2018 

3 Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III 
Rangga Ilung, Kalimantan Selatan 

19 s.d 21 Maret 
2018 

4 Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas 
Pelabuhan Kelas V Sabang 

21 s.d 23 Maret 
2018 

5 Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas 
Pelabuhan Kelas V Pulang Pisau 

27 s.d 29 Maret 
2018 

6 Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III 
Pelabuhan Ratu, Jawa Barat 

2 s.d 4 April 2018 

7 Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III 
Barus, Sumatera Utara 

2 s.d 4 Mei 2018 

8 Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas 
Pelabuhan Kelas IV Nunukan, Kalmantan Utara 

7 s.d 10 Mei 2018 

9 Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III 
Karangantu, Banten 

15 s.d 17 Oktober 
2018 

10 Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Kelas IV 
Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah 

22 s.d 24 Oktober 
2018 

11 Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas 
Pelabuhan Kelas III Jayapura 

29 s.d 31 Oktober 
2018 

12 Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III 
Satui dan Kantor Unit Penyelenggara 
Pelabuhan Kelas III Kintap, Kalimantan Selatan 

5 s.d 7 November 
2018 

13 Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III 
Wahai dan Kantor Unit Penyelenggara Kelas III 
Amahai, Maluku 

7 s.d 9 November 
2018 

14 Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III 
Nusa Penida 

12 s.d 14 November 
2018 

15 Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III 
Labuhan, Banten 

19 s.d 21 November 
2018 

 

Bersamaan dengan kegiatan tersebut, telah dilakukan penyerahan 1 

(satu) set Buku Himpunan Peraturan Menteri Perhubungan Tahun 

2017 dan Awal Tahun 2018. 
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Gambar V-5:  Kegiatan Perpustakaan/Dokumentasi Di Lingkungan Direktorat 

Jenderal Perhubungan Laut 

  

7) Telah terlaksana kegiatan Bantuan Hukum dan Penyelesaian 

Perkara di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 

yang terdiri dari : 

 

Tabel V-8: Bantuan Hukum dan Penyelesaian Perkara di 

Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 

NO REGISTER PERKARA 
OBYEK 

PERKARA/SENGKETA 
POSISI SAAT INI 

PERKARA PERDATA 

1. Gugatan Perkara Perdata 

Nomor 6/Pdt.G/2018/PNDum 

di Pengadilan Negeri Dumai; 

 

Perbuatan Melawan 

Hukum 

 Telah ditetapkan 
Putusan oleh 
Pengadilan 
Negeri Dumai 
Nomor 
6/Pdt.G/2018/PN
Dum dengan 
amar putusan 
gugatan 
Penggugat tidak 
dapat diterima 
(Niet 
Ontvankelijke 
Verklaard). 
 

2. Gugatan Perkara Perdata 

Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Pdl 

di Pengadilan Negeri 

Pandeglang 

Perbuatan Melawan 

Hukum 

 Penggugat 
mencabut 
gugatannya pada 
Pengadilan 
Negeri 
Pandeglang 
. 

3. Gugatan Perkara Perdata 

Nomor 

Perbuatan Melawan  Telah sampai 
pada tingkat 
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70/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr di 

Pengadilan Negeri Jakarta 

Utara 

Hukum banding. 
 

4. Gugatan Perkara Perdata 

Nomor 

569/Pdt.G/2018/PN.Mdn di 

Pengadilan Negeri Medan  

Perbuatan Melawan 

Hukum 

Penggugat akan 

mengajukan 

Banding 

  

PERKARA TATA USAHA NEGARA 

1. Gugatan Tata Usaha Negara 

Nomor 99/G/2018/PTUN.JKT 

di Pengadilan Negeri Tata 

Usaha Negara Jakarta 

 

Gugatan Kepegawaian 

terhadap Direktur 

Jenderal Perhubungan 

Laut 

 Telah ada 
putusan tingkat 
pertama yang 
memenangkan 
Ditjen hubla dan 
Penggugat yang 
awalnya 
mengajukan 
Banding 
mencabut kembali 
Bandingnya. 
  

2. Gugatan Tata Usaha Negara 

Nomor 

102/G/2018/PTUN.SBY di 

Pengadilan Tata Usaha 

Negara Surabaya 

 

 

 

Gugatan TUN terhadap 
Pokja Disnav Surabaya 
terhadap kegiatan 
Lelang RO pada Disnav 
Surabaya 

 Telah ditetapkan 
putusan yaitu 
menolak Gugatan 
Penggugat. Masih 
menunggu 
apakah pihak 
Penggugat 
mengajukan 
Banding atau 
tidak. 

 

3. Gugatan Tata Usaha Negara 

Nomor 

137/G/2018/PTUN.JKT di 

Pengadilan Tata Usaha 

Negara Jakarta 

Gugatan oleh warga 
Mess Perwira Bahtera 
Suaka 

 Telah ditetapkan 
dengan amar 
putusan yang 
menyatakan 
Gugatan 
Penggugat tidak 
dapat diterima. 

 

 

8) Telah dilaksanakan Sosialisasi Peraturan Pemerintah dan 

Peraturan Pelaksanaannya Di Bidang Transportasi Laut di 2 

(dua) lokasi dengan tema tentang Melalui Pelaksanaan 

Sosialisasi Peraturan Pemerintah Kita Tingkatkan Pelayanan 

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang 

Pelayaran, pada lokasi : 
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Tabel V-9: Sosialisasi Peraturan Pemerintah dan Peraturan 

Pelaksanaannya Di Bidang Transportasi Laut di Lingkungan 

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 

No Lokasi/ 
Propinsi 

Tanggal Peraturan Yang 
Disosialisasikan 

Jumlah Peserta 

1 Palembang, 

Sumatera 

Selatan 

14 s.d16 
November 

2018 

 Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 2018 
tentang Pelayanan 
Perizinan Berusaha 
Terintgerasi Secara 
Elektronik. 

 Peraturan Menteri 
Perhubungan Nomor 
PM 76 Tahun 2018 
tentang Perubahan 
Kedua atas Peraturan 
Menteri Perhubungan 
Nomor PM 36 Tahun 
2012 tentang 
Organisasi dan Tata 
Kerja Kantor 
Kesyahbandaran dan 
Otoritas Pelabuhan  

 Peraturan Menteri 
Perhubungan Nomor 
PM 77 Tahun 2018 
tentang Perubahan 
Ketiga atas Peraturan 
Menteri Perhubungan 
Nomor PM 62 Tahun 
2010 tentang 
Organisasi dan Tata 
Kerja Kantor 
Kesyahbandaran dan 
Otoritas Pelabuhan 

 Peraturan Menteri 
Perhubungan Nomor 
PM 89 Tahun 2018 
tentang Norma, 
Standar, Prosedur 
dan Kriteria Perizinan 
Berusaha Terintegrasi 
Secara Elektronik 
Sektor Perhubungan 
Bidang Laut 

 Peraturan Menteri 
Perhubungan Nomor 
PM 93 Tahun 2018 
tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Kantor 

jumlah peserta 187 
(seratus delapan puluh 
tujuh) dari Kantor UPT di 
Lingkungan Direktorat 
Jenderal Perhubungan 
Laut Di Wilayah :  

 Provinsi Kepulauan 
Riau  

 Provinsi Riau  

 Provinsi Aceh 

 Provinsi Sumatera 
Utara  

 Provinsi Sumatera 
Barat 

 Provinsi Sumatera 
Selatan 

 Provinsi Bengkulu 

 Provinsi Bangka 
Belitung 

 Provinsi Jambi 

 Provinsi Lampung 

 Provinsi Banten 

 Provinsi DKI Jakarta 

 Provinsi Jawa Barat 

 Provinsi Jawa Tengah 

 Provinsi Jawa Timur  

 Provinsi Bali 

 Provinsi NTB 

 Provinsi NTT 
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Kesyahbandaran dan 
Otoritas Pelabuhan 
Khusus Batam 

 Surat Edaran Menteri 
Perhubungan Nomor 
SE 26 Tahun 2018 
tentang Pelaksanaan 
Pelayanan Perizinan 
Berusaha Terintegrasi 
Secara Elektronik 
(Sistem OSS). 

 
2 Yogyakarta, 

DIY 

21 s.d 23 
November 

2018 

 Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 2018 
tentang Pelayanan 
Perizinan Berusaha 
Terintgerasi Secara 
Elektronik. 

 Peraturan Menteri 
Perhubungan Nomor 
PM 76 Tahun 2018 
tentang Perubahan 
Kedua atas Peraturan 
Menteri Perhubungan 
Nomor PM 36 Tahun 
2012 tentang 
Organisasi dan Tata 
Kerja Kantor 
Kesyahbandaran dan 
Otoritas Pelabuhan  

 Peraturan Menteri 
Perhubungan Nomor 
PM 77 Tahun 2018 
tentang Perubahan 
Ketiga atas Peraturan 
Menteri Perhubungan 
Nomor PM 62 Tahun 
2010 tentang 
Organisasi dan Tata 
Kerja Kantor 
Kesyahbandaran dan 
Otoritas Pelabuhan 

 Peraturan Menteri 
Perhubungan Nomor 
PM 89 Tahun 2018 
tentang Norma, 
Standar, Prosedur 
dan Kriteria Perizinan 
Berusaha Terintegrasi 
Secara Elektronik 
Sektor Perhubungan 
Bidang Laut 

 Peraturan Menteri 

Jumlah peserta 174 
(seratus dua) peserta dari 
Kantor UPT di Lingkungan 
Direktorat Jenderal 
Perhubungan Laut Di 
Wilayah :  

 Provinsi Kalimantan 
Barat 

 Provinsi Kalimantan 
Timur 

 Provinsi Kalimantan 
Selatan 

 Provinsi Kalimantan 
Tengah 

 Provinsi Kalimantan 
Utara 

 Provinsi Sulawesi 
Utara 

 Provins Sulawesi 
Selatan 

 Provinsi Sulawesi 
Barat 

 Provinsi Sulawesi 
Tenggara 

 Provinsi Sulawesi 
Tengah 

 Provinsi Gorontalo 

 Provinsi Maluku 

 Provinsi Maluku Utara 

 Provinsi Papua 

 Provinsi Papua Barat 
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Perhubungan Nomor 
PM 93 Tahun 2018 
tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Kantor 
Kesyahbandaran dan 
Otoritas Pelabuhan 
Khusus Batam 

 Surat Edaran Menteri 
Perhubungan Nomor 
SE 26 Tahun 2018 
tentang Pelaksanaan 
Pelayanan Perizinan 
Berusaha Terintegrasi 
Secara Elektronik 
(Sistem OSS). 

 

 

 

  

  

Gambar V-6: Kegiatan Sosialisasi PP TA. 2018 

 

9) Telah dilaksanakan Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan 

Penyelahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan 

Psikotropika di 3 (tiga) lokasi dengan pokok bahasan 

Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan 

Peredaran Gelap Narkotika Pada Transportasi Laut pada lokasi : 
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Tabel V-10: Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan 

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) 

Psikotropika serta Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di 

Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 

No Lokasi/Provinsi Tanggal 
Pelaksanaan 

Yang Disosialisasikan Jumlah 

Peserta 

1 Pontianak, 

Kalimantan 

Barat 

17 s.d 19 
Oktober 2018 

 Kegiatan Sosialisasi 
dirangkaikan dengan 
aksi Kampanye 
Pencegahan dan 
Pemberantasan, 
Penyalahgunaan dan 
Peredaran Gelap 
Narkotika/Psikotropika 
kepada nakhoda kapal, 
kru kapal, penumpang 
kapal dan stakeholder. 

 Instruksi Presiden 
Nomor 6 Tahun 2018 
tentang Rencana Aksi 
Nasional Pencegahan 
dan Pemberantasan 
Penyalahgunaan dan 
Peredaran Gelap 
Narkotika dan Prekursor 
Narkotika. 

93 peserta dari  
Unit Pelaksana 
Teknis di 
Lingkungan 
Direktorat 
Jenderal 
Perhubungan 
Laut Di Wilayah 
:  

 Provinsi 
Kalimantan 
Barat 

 Provinsi 
Kalimantan 
Selatan 

 Kalimantan 
Tengah 

  Kalimantan 
Timur 

 Kalimantan 
Utara 

 Jawa Barat 

 Jawa Tengah 

 Jawa Timur 

 Bali 

 NTB 

 NTT 
2 Manado, 

Sulawesi Utara 

24 s.d 26 
Oktober 2018 

 Kegiatan Sosialisasi 
dirangkaikan dengan 
aksi Kampanye 
Pencegahan dan 
Pemberantasan, 
Penyalahgunaan dan 
Peredaran Gelap 
Narkotika/Psikotropika 
kepada nakhoda kapal, 
kru kapal, penumpang 
kapal dan stakeholder. 

 Instruksi Presiden 
Nomor 6 Tahun 2018 
tentang Rencana Aksi 
Nasional Pencegahan 
dan Pemberantasan 
Penyalahgunaan dan 

98 Peserta dari 
Unit Pelaksana 
Teknis di 

Lingkungan 
Direktorat 
Jenderal 
Perhubungan 
Laut Di Wilayah 
: 

 Provinsi 
Sulawesi 
Utara 

 Provinsi 
Sulawesi 
Barat 

 Sulawesi 
Tengah 
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Peredaran Gelap 
Narkotika dan Prekursor 
Narkotika. 

 Sulawesi 
Selatan 

 Sulawesi 
Tenggara 

 Gorontalo 

 Maluku  

 Maluku Utara 

 Papua Barat 

 Papua 
 

3. Batam, 

Kepulauan Riau 

31 Oktober 
s.d 2 

November 
2018 

 Kegiatan Sosialisasi 
dirangkaikan dengan 
aksi Kampanye 
Pencegahan dan 
Pemberantasan, 
Penyalahgunaan dan 
Peredaran Gelap 
Narkotika/Psikotropika 
kepada nakhoda kapal, 
kru kapal, penumpang 
kapal dan stakeholder. 

 Instruksi Presiden 
Nomor 6 Tahun 2018 
tentang Rencana Aksi 
Nasional Pencegahan 
dan Pemberantasan 
Penyalahgunaan dan 
Peredaran Gelap 
Narkotika dan Prekursor 
Narkotika. 

94 Peserta dari 
Unit Pelaksana 
Teknis di 
Lingkungan 
Direktorat 
Jenderal 
Perhubungan 
Laut Di Wilayah 
: 

 Provinsi 
Kepulauan 
Riau 

 Provinsi Riau 

 Jawa Timur 

 Sumatera 
Barat 

 Sumatera 
Utara 

 Sumatera 
Selatan 

 Bengkulu 

 Jambi 

 Bangka 
Belitung 

 Lampung 

 Banten 

 DKI Jakarta 
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Gambar V-7: Kegiatan Sosialisasi P4GN TA. 2018 

 

10) Telah diselenggarakan Sosialisasi dan Monitoring Aksi Pencegahan 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (AP-KKN) di Lingkungan Direktorat 

Jenderal Perhubungan Laut di 3 (tiga) lokasi berikut : 

 

Tabel V-11: Sosialisasi dan Monitoring Aksi Pencegahan 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (AP-KKN) di Lingkungan 

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 

No Lokasi/Provinsi Tanggal 
Pelaksanaan 

Yang Disosialisasikan Jumlah Peserta 

1 Balikpapan 5 s.d 7 
September 

2018 

 Pemahaman mengenai 
gratifikasi 

 Pengawasan internal di 
Lingkungan Direktorat 
Jenderal Perhubungan 
Laut 

Jumlah peserta 
114 (seratus 
empat belas) 
peserta dari 
Kantor UPT di 
Lingkungan 
Direktorat 
Jenderal 
Perhubungan 
Laut Di Wilayah :  

 Provinsi 
Kalimantan 
Barat  

 Provinsi 
Kalimantan 
Selatan 

 Provinsi 
Kalimantan 
Tengah  

 Provinsi 
Kalimantan 
Timur  

 Provinsi 
Kalimantan 
Utara 

 Provinsi 
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Sulawesi 
Selatan 

 Provinsi 
Sulawesi 
Utara 

 Provinsi 
Sulawesi 
Barat 

 Provinsi 
Sulawesi 
Tengah 

 Provinsi 
Sulawesi 
Tenggara 

 Provinsi 
Gorontalo 

 Provinsi 
Papua Barat 

2 Medan 12 s.d 14 
September 

2018 

 Pemahaman mengenai 
gratifikasi 

 Pengawasan internal di 
Lingkungan Direktorat 
Jenderal Perhubungan 
Laut 

Jumlah peserta 
119 (seratus 
sembilan belas) 
peserta dari 
Kantor UPT di 
Lingkungan 
Direktorat 
Jenderal 
Perhubungan 
Laut Di Wilayah : 

 Provinsi 
Kepulauan 
Riau, 

 Provinsi Riau 

 Provinsi Aceh 

 Provinsi 
Sumatera 
Barat 

 Provinsi 
Sumatera 
Utara 

 Provinsi 
Sumetara 
Selatan 

 Provinsi 
Bengkulu 

 Provinsi 
Jambi 

 Provinsi 
Bangka 
Belitung 

 Provinsi 
Lampung 

 Provinsi 
Banten 
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 Provinsi DKI 
Jakarta 

 

3 Bali 19 s.d 21 
September 

2018 

 Pemahaman mengenai 
gratifikasi 

 Pengawasan internal di 
Lingkungan Direktorat 
Jenderal Perhubungan 
Laut 

Jumlah peserta 
110 (seratus 
sepuluh) peserta 
dari Kantor UPT 
di Lingkungan 
Direktorat 
Jenderal 
Perhubungan 
Laut Di Wilayah : 

 Provinsi Jawa 
Barat 

 Provinsi Jawa 
Tengah 

 Provinsi Jawa 
Timur 

 Provinsi  Bali 

 Provinsi NTB 

 Provinsi NTT 

 Provinsi Maluku 

 Provinsi Maluku 
Utara 

 Provinsi Papua 
 

 

 

11) Telah dilaksanakan Sosialisasi Peraturan Menteri Perhubungan 

Serta Petunjuk Teknis di Bidang Transportasi Laut di Lingkungan 

Direktorat Jenderal Perhubungan laut di 3 (tiga) lokasi, yaitu : 

 

 

  

Gambar V-8 Sosialisasi AP-KKN TA 2018 
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Tabel V-12: Sosialisasi Peraturan Menteri Perhubungan di 

Bidang Transportasi Laut Di Lingkungan Direktorat Jenderal 

Perhubungan Laut 

No Lokasi/Provinsi Tanggal 
Pelaksanaan 

Materi Yang 

Disosialisasikan 

Jumlah Peserta 

1 Padang, 

Sumatera 

Selatan 

5 s.d 7 April 
2018 

 Peraturan Menteri 
Perhubungan Nomor 
PM 29 Tahun 2014 

 Peraturan Menteri 
Perhubungan Nomor 
PM 39 Tahun 2016 

 Peraturan Menteri 
Perhubungan Nomor 
PM 20 Tahun 2017 

 Peraturan Menteri 
Perhubungan Nomor 
PM 119 Tahun 2017 

 

Jumlah peserta 
111 (seratus 
sebelas) peserta 
dari Kantor UPT 
di Lingkungan 
Direktorat 
Jenderal 
Perhubungan 
Laut Di Wilayah : 

 Provinsi Aceh 

 Provinsi 
Sumatera 
Utara 

 Provinsi 
Sumatera 
Barat 

 Provinsi 
Sumatera 
Selatan 

 Provinsi Riau 

 Provinsi 
Kepulauan 
Riau 

 Provinsi 
Bengkulu 

 Provinsi 
Bangka 
Belitung 

 Provinsi Jambi 

 Provinsi 
Lampung 

 Provinsi 
Banten 

 Provinsi DKI 
Jakarta 

 Termasuk 
BTKP dan 
BKKP 
 

2 Surabaya, Jawa 

Timur 

12 s.d 14 
April 2018 

 Peraturan Menteri 
Perhubungan Nomor 
PM 29 Tahun 2014 

 Peraturan Menteri 
Perhubungan Nomor 
PM 39 Tahun 2016 

Jumlah peserta 
120 (seratus 
sepuluh) peserta 
dari  Kantor UPT 
di Lingkungan 
Direktorat 
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 Peraturan Menteri 
Perhubungan Nomor 
PM 20 Tahun 2017 

 Peraturan Menteri 
Perhubungan Nomor 
PM 119 Tahun 2017 

Jenderal 
Perhubungan 
Laut Di Wilayah: 

 Provinsi 
Jawa Barat 

 Provinsi 
Jawa Tengah 

 Provinsi 
Jawa Timur 

 Provinsi Bali 

 Provinsi NTB 

 Provinsi NTT 

 Provinsi 
Kalimantan 
Barat 

 Provinsi 
Kalimantan 
Timur 

 Provinsi 
Kalimantan 
Selatan 

 Provinsi 
Kalimantan 
Utara 
 
 

3 Makassar, 

Sulawesi 

Selatan  

19 s.d 21 
April 2018 

 Peraturan Menteri 
Perhubungan Nomor 
PM 29 Tahun 2014 

 Peraturan Menteri 
Perhubungan Nomor 
PM 39 Tahun 2016 

 Peraturan Menteri 
Perhubungan Nomor 
PM 20 Tahun 2017 

 Peraturan Menteri 
Perhubungan Nomor 
PM 119 Tahun 2017 

Jumlah peserta 
104 (seratus 
empat) peserta 
dari Kantor UPT 
di Lingkungan 
Direktorat 
Jenderal 
Perhubungan 
Laut Di Wilayah :  

 Provinsi 
Sulawesi 
Utara 

 Provinsi 
Sulawesi 
Barat 

 Provinsi 
Sulawesi 
Tengah 

 Provinsi 
Sulawesi 
Selatan 

 Provinsi 
Sulawesi 
Tenggara 

 Provinsi 
Gorontalo 

 Provinsi 
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Maluku 

 Provinsi 
Maluku Utara 

 Provinsi 
Papua 

 Provinsi 
Papua Barat 

 Stakeholder 
wilayah 
Sulawesi 
Selatan 
 

  

  

  

Gambar V-9: Sosialisasi Peraturan Menteri Perhubungan TA 2018 

 

12) Telah dilaksanakan Koordinasi Dengan Instansi Lain Di Bidang 

Hukum Dan Pelayaran berupa partisipasi dalam 

rapat/pembahasan terkait kegiatan sebagai berikut : 
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Tabel V-13 Koordinasi Dengan Instansi Lain Di Bidang Hukum 

Dan Pelayaran 

No Kegiatan Waktu/ Tempat  

1 Rapat Koordinasi dengan Biro Perencanaan 

terkait PAGU kebutuhan rencana kerja dan 

anggaran (RKA) Kemenhub 

13 s.d 16 Februari 

2018 di Bali 

2 Koordinasi penyusunan dan penajaman 

perkembangan rencana aksi pelaksanaan 

percepatan pembangunan insdustri perikanan 

nasinonal 

1 s.d 2 Maret 2018 di 

Bogor 

3 Penyusunan dan Koordinasi Uji Petik 

Dokumentasi Sistam Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah 

2 s.d 4 Agustus 2018 

di Bogor 

4 Menghadiri Reform Leadership Training 

Kementerian Perhubungan Tahun 2018 

30 September s.d 7 

Oktober 2018 

Surabaya 

5 Kegiatan Input Aplikasi Rencana Kerja dan 

Anggaran (RKA) K/L, E-pLanning, Penelitian dan 

Evaluasi Pagu Alokasi Tahun Anggaran 2019 

15 s.d 18 Oktober 

2018 di Bandung 

6 Menghadiri Undangan Assessment 17 s.d 19 Oktober 

2018 

Di Makassar 

7 Menghadiri Focus Group Discussion (FGD) 

Mendesain Konsep Perizinan Pengusahaan 

Hulu Minyak dan Gas Bumi yang Efektif dan 

Efisien dalam mendukung Percepatan Proyek 

Strategis Nasional 

 

 

10 s.d 11 November 

2018 

di Yogyakarta 

8 Menhadiri Undangan Focus Group Discussion 

(FGD) Evaluasi Penyelenggaraan Sosialisasi 

Bahaya Narkotika dan Tes/Uji di Lingkungan 

Kementerian Perhubungan Tahun 2018 

7 s.d 8 Desember 2018 

di Bogor 

9 Menghadiri Rapat Pembahasan Pemberian 

Rekomendasi Revisi Pelimpahan Pelaksanaan 

Pemanduan Selat Malaka – Selat Singapura 

kepada PT. Pelindo I 

10 s.d 11 Desember 

2017 di Batam 

 

13) Telah diselenggarakan 18 (delapan belas) Sidang/ Pertemuan 

Multilateral, Regional dan Bilateral pada Tahun 2018, sebagai berikut: 
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Tabel V – 14: Sidang/ Pertemuan Multilateral, Regional dan  
Bilateral pada Tahun 2018 

 

No Nama Sidang/ Pertemuan Waktu/ Tempat  
Jumlah Peserta/ 

Delegasi 

1 Ferry Mishap Contingency Plan 
Meeting 

15 Maret 2018 di 
Batam 

10 Delegasi  

2 Workshop IMO MEPC 72 27 s.d. 29 Maret 

2018 di Jakarta 

35 peserta 

3 Workshop IMO LEG 105 12 s.d. 13 April 
2018, di Jakarta 

35 peserta 

4 Workshop IMO MSC 99 3 s.d. 4 Mei 2018 38 peserta 
 

5 Workshop IMO COUNCIL 120 7 s.d. 8 Juni 2018, 
di Jakarta 
 

35 peserta 

6 First High Level Regional Meeting 
on MEPSEAS 
 

25 s.d. 27 Juni 
2018, di Denpasar 
Bali 
 

75 peserta 

7. Table Top Exercise Ferry Mishap 
Contingency Plan 

27 s.d. 28 Agustus 
2018, Tanjung 
Pinang 
 

50 Peserta 

8. DGST-MPA Workshop on IMDG 
Code 

29 s.d 31 Agustus 
2018, di Jakarta 
 

25 Peserta  

9. DGST-MPA Workshop on Port 
State Control 

1 s.d. 3 Oktober 

2018, di Jakarta 

30 Peserta 

10. Training on VTS Refresher 

Operator 

4 Oktober 2018, di 

Batam 

4 Peserta 

11. Workshop IMO MEPC 73 4 s.d. 5 Oktober 

2018, di Jakarta 

30 Peserta 

12. 3rd DGST-MPA Officer Dialogue 9 s.d. 10 Oktober 

2018, di Bali 

50 Peserta 

13. 12th DGST-MPA Training MoU 

Meeting 

11 s.d. 12 Oktober 

2018, di Bali  

30 Peserta 

14. Workshop IMO Council 121 6 s.d. 7 November 

2018, di Jakarta 

30 Peserta 

15. DGST-MPA Workshop on IMSAS 13 s.d. 16 

November 2018, di 

Jakarta  

30 Peserta 

16. Workshop Workshop Mandatory 

IMO Audit Scheme Implementattive 

22 s.d. 23 

November 2018, di 

30 Peserta 
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dan Workshop Bahan Sidang IMO 

MSC 100 

Jakarta 

17. IMO - A Hazid/Scoping Exercise 26 s.d. 30 

November 2018, di 

Jakarta - Banten 

30 Peserta 

18 International Workshop on PSSA 17 Desember 2018, 

di Jakarta 

30 Peserta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar V – 10 : Ferry Mishap Contingency Plan Meeting 
Tanggal 15 Maret 2018 di Batam, Kepulauan Riau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar V – 11 : First High Level Regional Meeting on MEPSEAS,  
Tanggal 25 s.d. 27 Juni 2018, di Denpasar Bali 

 
 
 

Gambar V –8 : DGST-MPA Workshop on IMDG Code,  
Tanggal 29 s.d. 31 Agustus 2018, di Jakarta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar V – 12 : Table Top Exercise Ferry Mishap Contingency Plan,  

Tanggal 29 s.d. 30 Agustus 2018, di Tanjung Pinang 
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Gambar V –13 : DGST-MPA Workshop on Port State Control, 

Tanggal 1 s.d. 3 Oktober 2018, di Jakarta 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar V – 14 : Training on VTS Refresher Operator 
Tanggal 4 Oktober 2018, di Batam, Kepulauan Riau 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Gambar V – 15 : 3
rd

 DGST-MPA Officer Dialogue  
dan 12

th
 DGST-MPA Training MoU Meeting 

Tanggal 9-10 Oktober 2018 dan Tanggal 11 – 12 Oktober 2018,  
di Bali, Indonesi 
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Gambar V – 16 : Workshop IMO Council 121 

Tanggal 6 – 7 November 2018, di Jakarta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar V – 17 : Workshop Mandatory IMO Audit Scheme Implementattive 

Tanggal 22 –23 November 2018, di Jakarta 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Gambar V – 18: HAZID / Scoping Exercise to Identify Safety Issues Pertaining to The 

Passesnger Ships on Non-International Voyages in Indonesia 
26 s.d 30 November 2018 di Jakarta 
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Gambar V – 19 : International Workshop on PSSA 
Tanggal 17 Desember 2018 di Jakarta 

 

 

14) Telah diselenggarakan Sidang/Pertemuan Bilateral Bidang Maritim 

pada Tahun 2018, sebagai berikut: 

 

Tabel V – 15: Sidang/Pertemuan Bilateral Bidang Maritim 

No Nama Sidang/ Pertemuan Waktu/ Tempat  Jumlah Peserta 
/Delegasi 

1 Port Security RI-AUS 13 s.d. 16 

Agustus 2018, 

di Bali 

20 Delegasi 
(Indonesia dan 
Australia) 
 
 

2 Join Task Force ke-2 Indonesia-

Malaysia 

5 s.d. 7 

September 

2018, di Dumai 

12 Delegasi 
(Indonesia dan 
Malaysia) 

3. Penandatangan MoU DGST-

AMSA 

29 s.d. 30 

Oktober 2018, di 

Bali 

15 Delegasi 
(Indonesia dan 
Australia) 

4. VMLM RI-Jepang 27 s.d. 28 

November 2018, 

di Surabaya 

20 Delegasi 
(Indonesia dan 
Jepang) 
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Gambar V – 20 : Pertemuan Port Security RI-AUS 
Tanggal 13 – 16 Agustus 2018 di Bali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar V – 21 : Pertemuan Join Task Force ke-2 Indonesia-Malaysia 
Tanggal 29 – 30 September 2018 di Dumai 
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Gambar V - 22: Penandatangan MoU DGST-AMSA 
29 s.d. 30 Oktober 2018 di Nusa Dua Bali 

 
 
 

 

Gambar V – 23 : Pertemuan the 9
th

 Vice Ministerial Level Meeting (VMLM) RI - Jepang,  
Tanggal 27 – 28 November 2018 di Surabaya 

 
 

15) Telah dilaksanakan Perjalanan Dinas Luar Negeri Dalam Rangka 

Menghadiri Sidang Internasional, Regional dan Bilateral, dengan 

rincian sebagai berikut: 

a. Terdapat 20 (Dua Puluh) Sidang/ Pertemuan Multilateral di 3 

Organisasi Internasional (IMO, IMSO dan IALA) yang dihadiri pada 

Tahun 2018, yaitu: 

 

Tabel V – 16: Sidang/ Pertemuan Multilateral 

No Nama Sidang/ Pertemuan Waktu/ Tempat  
Jumlah 

Delegasi 

1 Sub-Committee on Ship Design & 
Construction (SDC) ke-5 

22-26 Januari 2018 
di Markas Besar 

1 (Satu) 
delegasi dari 
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No Nama Sidang/ Pertemuan Waktu/ Tempat  
Jumlah 

Delegasi 

IMO London  Ditjen Hubla  

3 IMO Sub-Committee on Pollution 
Prevention and Response (PPR) 
ke-3 

27-29 Feb 2018 di 
Markas Besar IMO 
London  

1 (Satu) 
delegasi dari 
Ditjen Hubla  

4 IMO Sub-Committee on 
Navigation, Communications & 
Search and Rescue (NCSR) ke-5  

29 Feb-4 Maret 
2018 di Markas 
Besar IMO London  

2 (Dua) 
delegasi dari 
Ditjen Hubla  

5 IMO Ship Safety Equipment 
(SSE) ke-5  

12 -16 Maret 2018 
di Markas Besar 
IMO London  

2 (Dua) 
delegasi dari 
Ditjen Hubla  

6 IMO Marine Environment 
Protection Committee (MEPC) ke-
72 

9-13 April 2018 di 
Markas Besar IMO 

London  

2 (Dua) 
delegasi dari 
Ditjen Hubla  
 
 

7 Sidang IMO Legal Committee 105 23-25 April 2018 di 
Markas Besar IMO 

London  

2 (Dua) 
delegasi dari 
Ditjen Hubla  
 

8 Sidang IMO IOPC Fund  30 April - 3 Mei 
2018 di Markas 
Besar IMO London  

2 (Dua) 
delegasi dari 
Ditjen Hubla  

9 IMSO ADV 41 10-11 Mei 2018 di 
Markas Besar IMO 

London  

1 (Satu) 
delegasi dari 
Ditjen Hubla  

10 IMO Maritime Safety Committee 
(MSC) ke-99   

16-25 Mei 2018 di 
Markas Besar IMO 

London  

4 (Empat) 
delegasi dari 
Ditjen Hubla  

11 Sidang IMO FAL 42 5-8 Juni 2018 di 
Markas Besar IMO 

London  

1 (Satu) 
delegasi dari 
Ditjen Hubla  

12 IMO Technical Cooperation (TC) 

ke-68 
18-20 Juni 2018 di 
Markas Besar IMO 
London  

2 (Dua) 
delegasi dari 
Ditjen Hubla  

13 Sidang IMO Council ke-120 2-6 Juli 2018 di 
Markas Besar IMO 

London 

3 (Tiga) 
delegasi dari 
Ditjen Hubla  

14 ASEM TSOM  18-20 Juli 2018 di 
Medan Sumatera 
Utara, Indonesia 

3 (Tiga) 
delegasi dari 
Ditjen Hubla  

15 Sidang IMO HTW 5  16-20 Juli 2018 di 
Markas Besar IMO 

London 

3 (Tiga) 
delegasi dari 
Ditjen Hubla  

16 IMSO ADV 42 30-31 Juli 2018 di 
Markas Besar IMO 

1 (Satu) 
delegasi dari 
Ditjen Hubla  
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No Nama Sidang/ Pertemuan Waktu/ Tempat  
Jumlah 

Delegasi 

London  

17 IMO Sub-Committee on CCC ke-5 5-9 September 
2018 di Markas 
Besar IMO London  

3 (Tiga) 
delegasi dari 
Ditjen Hubla  

18 IMO Sub-Committee on III ke-5 9-12 September 
2018 di Markas 
Besar IMO London  

2 (Dua) 
delegasi dari 
Ditjen Hubla  

19 IMSO 25th Assembly Meeting  26-30 November 
2018 
di Markas Besar 
IMO London 

2 (Dua) 
delegasi dari 
Ditjen Hubla  
 

20 Marine Environment Protection 
Committee (MEPC) ke-73 

24-28 Okt 2018 di 
Markas Besar IMO 

London  

4 (Empat) 
delegasi dari 
Ditjen Hubla  

21 Sidang IMO IOPC Fund  29 Oktober – 2 
November 2018 di 
Markas Besar IMO 

London  

2 (Dua) 
delegasi dari 
Ditjen Hubla  

22 Sidang Dewan (Council) IMO ke-

121  
19 s.d. 23 
November 2018, di 
Markas Besar IMO 

London 

2 (Dua) 
delegasi dari 
Ditjen Hubla  

23 Sidang IMO MSC ke-100 tanggal 

3 s.d. 7 Desember 2018 di 
London, Inggris 

3 – 7 Desember 
2018 di Markas 
Besar IMO London 

4 (Empat) 
delegasi dari 
Ditjen Hubla  

 
 
 
 
 
 
 

Gambar V – 17: Sidang IMO Marine Environment Protection Committee 
 (MEPC) ke-72 

Tanggal 18 s.d 22 April 2018 Markas Besar IMO London 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar V – 24 : Sidang IMO Sub-Committee on Navigation, Communications & Search and 
Rescue (NCSR) ke-5 

Tanggal 29 Feb-4 Maret 2018 di Markas Besar IMO London 
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Gambar V – 25: Sidang IMO Technical Cooperation (TC) ke-68 

 Tanggal 18 s.d 20 Juni 2018 Markas Besar IMO London 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar V – 26: Sidang Dewan IMO Council 120 
Tanggal 2 s.d 6 Juli 2018 Markas Besar IMO London 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar V – 27: IMO MSC ke-100 
Tanggal 3 s.d. 7 Desember 2018 di Markas Besar London, Inggris 

 

 

b. Terdapat 10 (Sepuluh) Sidang/ Pertemuan Regional yang dihadiri 

pada Tahun 2018, yaitu: 
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Tabel V – 17: Sidang/ Pertemuan Regional 

No Nama Sidang/ Pertemuan Waktu/ Tempat  Jumlah Delegasi 

1 10th BIMP-EAGA Strategic 

Planning Meeting 

11 s.d. Februari 

2018 

2 (Dua) delegasi 
dari Ditjen Hubla 

2 IMT-GT 11th Strategic Planning 

Meeting 

20 s.d. 23 

Februar1 2018 

2 (Dua) delegasi 
dari Ditjen Hubla 

3 ASEAN MTWG 35 27 Februari s.d. 1 

Maret 2018 

2 (Dua) delegasi 

dari Ditjen Hubla 

4 45th ASEAN STOM  8 s.d. 10 Mei 

2018 

3 (Tiga) delegasi 

dari Ditjen Hubla 

5 IMT-GT WG Connect 24 s.d. 26 Juli 

2018 

2 (Dua) delegasi 

dari Ditjen Hubla 

 

6 ASEAN MTWG 36 13 s.d. 16 

Agustus 2018 

2 (Dua) delegasi 

dari Ditjen Hubla 

7 6th BIMP-EAGA Transport 

Cluster 

28 s.d. 30 

Agustus 2018 

1 (Satu) delegasi 

dari Ditjen Hubla 

8 43rd TTEG, 11th PCC, 11th CF 24 s.d. 28 

September 2018 

3 (Tiga) delegasi 

dari Ditjen Hubla 

9 46th ASEAN Transport Officials 

Meeting 

24th ASEAN Transport Minister 

Meeting 

5 s.d. 9 

November 2018 

1 (Satu) delegasi 

dari Ditjen Hubla 

10 RFC 37th Technical Meeting 14 s.d. 16 

November 2018 

2 (Dua) delegasi 

dari Ditjen Hubla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar V – 28 : Pertemuan Tiga Negara Pantai 
43

rd
 TTEG, 11

th
 PCC, 11

th
 CF Meeting 

Tanggal 14 s.d.18 September 2018, Singapura 
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16) Telah diselenggarakan 3 (tiga) Perjanjian Kerjasama Bilateral, 

Regional dan Multilateral pada tahun 2018, antara lain: 

 

Tabel V – 18: Program Kerjasama Teknis Bidang Maritim 

No Nama Sidang/ Pertemuan Waktu/ Tempat  
Jumlah Peserta/ 

Delegasi 

1. BILATERAL 
COOPERATION 
AGREEMENT 
BETWEEN 
THE DIRECTORATE 
GENERAL OF SEA 
TRANSPORTATION OF  
THE MINISTRY OF 
TRANSPORTATION OF 
THE REPUBLIC OF 
INDONESIA 
AND 
THE DANISH MARITIME   
AUTHORITY 
ON BEHALF  OF THE 
GOVERNMENT   OF 
DENMARK 
CONCERNING  
THE RECOGNITION OF 
TRAINING AND 
CERTIFICATION IN 
ACCORDANCE TO THE 
REGULATION 1/10 OF THE 
INTERNATIONAL 
CONVENTION ON 
STANDARDS OF 
TRAINING, 
CERTIFICATION AND 
WATCHKEEPING FOR 
SEAFARERS, 1978, AS 
AMENDED (STCW 
CONVENTION’78, AS 
AMENDED) 

 

7 September 2018 
di Jakarta, 
Kemenhub 

30 peserta 
 

2. INSTRUMENT OF 
EXTENSION FOR THE 
MEMORANDUM OF 
UNDERSTANDING 
BETWEEN THE 
DIRECTORATE GENERAL 
OF SEA 
TRANSPORTATION, THE 
MINISTRY OF 

11 Oktober 2018 di 
Bali Indonesia 

25 peserta dan 
dihadiri oleh 
perwakilan IMO  
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No Nama Sidang/ Pertemuan Waktu/ Tempat  
Jumlah Peserta/ 

Delegasi 

TRANSPORTATION OF 
THE REPUBLIC OF 
INDONESIA 
AND 
THE MARITIME AND PORT 
AUTHORITY OF 
SINGAPORE 
CONCERNING CO-
OPERATION ON HUMAN 
RESOURCES 
DEVELOPMENT OF THE 
GOVERNMENT OFFICERS 
IN THE MARITIME FIELD 
(“TRAINING MOU”) 

3. MEMORANDUM OF 
UNDERSTANDING 
BETWEEN 
THE GOVERNMENT OF 
AUSTRALIA 
AND 
THE GOVERNMENT OF 
THE REPUBLIC OF 
INDONESIA 
CONCERNING 
TRANSBOUNDARY 
MARINE POLLUTION 
PREPAREDNESS AND 
RESPONSE 

29 Oktober 2018, di 
Bali Indonesia 

15 peserta 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar V – 29: BILATERAL COOPERATION AGREEMENT 
BETWEEN 

THE DIRECTORATE GENERAL OF SEA TRANSPORTATION OF 
THE MINISTRY OF TRANSPORTATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA 

AND 
THE DANISH MARITIME   AUTHORITY 

ON BEHALF  OF THE GOVERNMENT   OF DENMARK 
CONCERNING 

THE RECOGNITION OF TRAINING AND CERTIFICATION IN ACCORDANCE TO THE 
REGULATION 1/10 OF THE INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, 
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CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS, 1978, AS AMENDED (STCW 
CONVENTION’78, AS AMENDED) 

Tanggal 7 September 2018 di Jakarta 
 

17) Telah diselenggarakan Workshop Teknik Diplomasi pada tanggal 3 

s.d. 7 Desember 2018 di Hotel Harris Sentul Bogor, Jawa Barat, yang 

diikuti sebanyak 28 orang peserta yang terdiri atas aparatur Kantor 

Pusat dan Unit pelaksana Teknis di Lingkungan Ditjen Hubla 

Kemenhub antara lain:  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar V – 30: Workshop Teknik Diplomasi 
Tanggal 3 s.d. 7 Desember 2018  

di Hotel Harris Sentul Bogor, Jawa Barat 
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BAB VI 

DUKUNGAN MANAJEMEN DAN TEKNIS 

BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN 

 

I. PROGRAM KERJA 

A. Kegiatan Pemerintahan 

1) Program Kerja dan Rencana Kegiatan Pada Bagian Umum dan 

Perlengkapan; 

2) Pembinaan Petugas Ketatausahaan;  

3) Penyuluhan/ Pembinaan Sistem Administrasi Perkantoran; 

4) Pengelolaan Penatausahaan Barang Milik di Lingkungan DITJEN 

HUBLA; 

5) Penelitian Administrasi dan Teknis Hasil Pengadaan Barang/Jasa 

DITJEN HUBLA. 

 

B. Kegiatan Operasional 

1) Program Kerja Dan Recana Kegiatan Pada Bagian Umum dan 

Perlengkapan; 

2) Rapat Kerja (Raker) DITJEN HUBLA; 

3) Validasi Pencatatan Persediaan Barang Inventarisasi Kantor 

Setditjen Hubla  

4) Persiapan Pelaporan Barang Milik Negara, Barang Persediaan 

Catatan Atas Laporan Keuangan Ke Dalam Laporan SAI 

5) Persiapan Pelaporan Barang Milik Negara, Barang Persediaan 

Dan Catatan Atas Laporan Keuangan Kantor Pusat Ditjen Hubla: 

6) Pelantikan dan Serah Terima Jabatan di Lingkungan DITJEN 

HUBLA; 

7) Penyuluhan/Pembinaan Sistem Administrasi Perkantoran; 

8) Pengelolaan Penatausahaan Barang Milik Negara di Lingkungan 

Ditjen Hubla; 

9) Evalusasi dan Pembinaan Penghapusan BMN; 
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10) Penelitian Administrasi dan Teknis Hasil Pengadaan Barang dan 

Jasa Ditjen Hubla; 

11) Kendaraan Roda 4 Operasional; 

12) Kendaraan Roda 6 (Bus Sedang); 

13) Alat Pengolahan Data; 

14) Alat Komunikasi; 

15) Pengadaan Buku Lainnya; 

16) Perlengkapan Kantor Lainnya; 

17) Poliklinik Obat-Obatan; 

18) Pengadaan Pakaian Kerja; 

19) Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai; 

20) Pertemuan / Jamuan Delegasi / Misi / Tamu; 

21) Perawatan Gedung Kantor; 

22) Perawatan Gedung Khusus; 

23) Perbaikan Peralatan Kantor; 

24) Operator Gedung Kantor; 

25) Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4 / 6 / 10; 

26) Perawatan Kendaraan Operasional Roda Dua; 

27) Langganan Daya dan Jasa; 

28) Jasa Pos/ Giro/ Sertifikat; 

29) Belanja Keperluan Kantor. 

 

II. Realisasi Program Kerja 

A. Kegiatan Pemerintahan 

1) Telah Dilaksanakan Program Kerja dan Rencana Kegiatan pada 

Bagian Umum dan Perlengkapan, yang dilaksanakan pada 

tanggal 29 Januari s.d 1 Februari 2018 di D’Anaya Hotel Bogor 

Jawa Barat jumlah peserta 45 orang. 

2) Telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Sistem Administrasi 

Perkantoran di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 

Tahun 2018. 

Dilaksanakan pada Unit Pelaksaan Teknis yaitu : 
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a. Kantor Syahbandar Utama; 

b. Kantor Otoritas Pelabuhan Utama; 

c. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan; 

d. Kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan; 

e. Distrik Navigasi; 

f. Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai; 

g. Balai Kesehatan Kerja Pelayaran; 

h. Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran.. 

Tanggal dan Tempat Pelaksanaan : 

a. Tanggal 29 s.d. 28 Maret 2018 Provinsi Bangka Belitung 

meliputi : KSOP Tanjung Pandan dan KUPP  Manggar. 

b. Tanggal 3 s.d. 6 April 2018 Provinsi Sulawesi Utara meliputi : 

KSOP Bitung, Disnav Bitung, PLP Bitung dan KSOP 

Manado. 

c. Tanggal 3 s.d 5 April 2018 Provinsi Nusa Tenggara Timur 

meliputi : KSOP Kupang dan Disnav Kupang. 

d. Tanggal 10 s.d 12 April 2018 Provinsi Kepulauan Riau 

meliputi: KSOP Tanjung Pinang dan KSOP Kijang. 

e. Tanggal 17 s.d 20 April 2018 Provinsi Kalimantan Barat 

meliputi KSOP Pontianak dan Disnav Pontianak. 

f. Tanggal 2 s.d 5 Mei 2018 Provinsi Sumatera Selatan meliputi 

KSOP Palembang dan Disnav Palembang. 

g. Tanggal 21 s.d 24 November 2018 Provinsi Jawa Tengah 

meliputi KSOP Kelas I  Tanjung Emas, Distrik Navigasi 

Kelas II Semarang, KUPP Kelas III Batang. 

h. Tanggal 27 s.d 30 November 2018 Provinsi Sumatera Utara 

meliputi Kesyahbandaran Utama Belawan, Otoritas 

Pelabuhan Utama Belawan, Distrik Navigasi Kelas I 

Belawan, KUPP Kelas III Tanjung Beringin, KUPP Kelas III 

Pangkalan Dodek. 
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i. Tanggal 11 s.d 14 Desember 2018 Provinsi DKI meliputi : 

Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok, Otoritas Pelabuhan 

Utama Tanjung Priok, Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Priok, 

Pangkalan PLP Tanjung Priok, Balai Kesehatan 

Keselamatan Pelayaran, Badan Teknik Keselamatan 

Pelayaran, KSOP Kelas III Sunda Kelapa, KSOP Kelas V 

Marunda. 

 
 

Gambar VI – 1: Monitoring dan Evaluasi Sistem Administrasi Perkantoran  
Distrik Navigasi Palembang. 

 

3) Telah dilaksanakan Kegiatan Penyuluhan/Pembinaan Sistem 

Administrasi Perkantoran  

 Tahap I pada tanggal 16 s.d 20 Oktober 2018 di The Sahira 

Hotel Bogor Jawa Barat, Dengan Jumlah Peserta 30 Orang. 

 Tahap II tanggal 23 s.d 27 Oktober 2018 di The Sahira Hotel 

Bogor, Jawa Barat, Dengan Jumlah Peserta 30 Orang. 

Dengan tujuan Menyamakan persepsi tentang Tata Tulisan Dinas, 

Kewenangan penandatanganan, penggunaan kop surat, 

penggunaan stempel dan menyamakan persepsi tentang penataan 

dan perlakuan terhadap arsip baik aktif maupun inaktif. 
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Gambar VI – 2: Penyuluhan/ Pembinaan Sistem Administrasi Perkantoran  
di The Sahira Hotel. 

 

4) Telah dilaksanakan Pengelolaan Penatausahaan Barang Milik 

Negara (BMN) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan 

Laut dengan tujuan sebagai berikut: 

a. Penetapan Status Penggunaan (PSP), Pemanfaatan Barang 

Milik Negara (BMN), Hibah, Rumah Negara, Tanah 

Bersertifikat, BASTO, Aset Tak Berwujud (ATB), Aset Tetap 

Dalam Renovasi (ATR), Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP); 

b. Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (BMN); 

c. Penyusunan rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (BMN). 

Dalam Rangka Penatausahaan dan Pengelolaan Barang Milik 

Negara (BMN) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan 

Laut, yaitu: 

a. Gelombang I Tanggal 4 s.d. 6 Januari 2018 di Hotel Novotel 

Mangga Dua  Jakarta, dengan jumlah peserta 356 orang; 

b. Gelombang II Tanggal 8 s.d. 10 Januari 2018 di Hotel Novotel 

Mangga Dua  Jakarta, dengan jumlah peserta 304 orang. 
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Gambar VI – 3: Kegiatan Pengelolaan Penatausahaan Barang Milik Negara di  
Lingkungan Direktorat  Jenderal Perhubungan Laut di Hotel Novotel. 

 

5) Penelitian Administrasi dan Teknis Hasil Pengadaan Barang/Jasa 

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada tanggal 9 s.d. 12  Mei 

2018 di UPP Kelas III Siwa Provinsi Sulawesi Selatan dan 

Pelaksanaan Serah Terima Hasil Penelitian Administrasi dan 

Teknis hasil Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Tanjung Api-Api 

Palembang Provinsi Sumatera Selatan tanggal 20 s.d. 22 

Desember 2018.  

  

Gambar VI – 4:  Penelitian Administrasi dan Teknis Hasil Pengadaan  
Barang/Jasa Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di UPP Kelas III Siwa. 
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Gambar VI – 5: Penelitian Administrasi dan Teknis hasil Pembangunan Fasilitas   
                          Pelabuhan Tanjung Api-Api Palembang 

 

B. Kegiatan Operasional 

1) Telah dilaksanakan Rapat Kerja Direktorat Jenderal Perhubungan 

Laut Tahun 2018 di Hotel Merlyn Park Jakarta Pusat pada tanggal 

24 s.d. 26 April 2018 dengan tema “Penguatan Kelembagaan 

dan Pelayanaan Dalam Mendukung Konektifitas” dan jumlah 

peserta sebanyak 550 orang. 

Materi Rapat Kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 
2018 sebagai berikut : 

a) Materi Informatif Bidang Kesejahteraan; 

b) Materi Strategis Bidang Angkutan Laut; 

c) Materi Informatif Bidang Keselamatan Kepelabuhanan; 

d) Materi Strategis Bidang Keselamatan dan Keamanan 
Pelayaran Serta Perlindungan Maritim. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Gambar VI – 6: Rapat Kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2018 

 

2) Validasi pencatatan persediaan barang cetakan satuan kerja 

kantor pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut TA.2018  

a. Tahap I tanggal 20 s.d. 23 Februari 2018 jumlah peserta 35 
orang. 

b. Tahap II tanggal 3 s.d 6 Juli 2018 jumlah peserta 35 orang. 

c. Tahap III tanggal 4 s.d 7 Juli 2018 jumlah peserta 35 orang. 

d. Tahap IV tanggal 28 Nopember s.d 1 Desember 2018 jumlah 
peserta 60 orang. 
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3) Telah dilaksanakan Jamuan Serah Terima Jabatan 2018 

sebanyak         9 (sembilan) kali dalam setahun. 

Tabel VI – 1 Jamuan Serah Terima Jabatan Tahun 2018 

NO Waktu Pelaksaan Jamuan Tempat 

1 Tanggal : 2 Januari 2018 Jakarta 

2 Tanggal : 15 Februari 2018 Jakarta 

3 Tanggal : 2 Mei 2018 Jakarta 

4 Tanggal : 24 Mei 2018 Jakarta 

5 Tanggal : 27 Juli 2018 Jakarta 

6 Tanggal : 3 Agustus 2018 Jakarta 

7 Tanggal : 24 September 2018 Jakarta 

8 Tanggal : 5 November 2018 Jakarta 

9 Tanggal : 12 November 2018 Jakarta 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Telah dilaksanakan Kegiatan Pembentukan Jiwa Korsa Bagian 

Umum dan Perlengkapan tanggal 21 s.d 23 September 2018 

Bertempat di Putri Duyung cottage Taman Impian Jaya Ancol  

dengan jumlah peserta 150 orang. 

  

       Gambar VI – 7: Jiwa Korsa Bagian Umum dan Perlengkapan TA 2018 

5) Telah dilaksanakan Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 4 dan 

2. 

Tabel VI – 2: Pengadaan Kendaraan Operasional Kantor  
Roda 4  dan 2 (empat dandua). 
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NO KEGIATAN VOLUME PELAKSANAAN 

1 Kendaraan Operasional Roda 4 6 UNIT Desember 2018 

2 Kendaraan Operasional Roda 2  13 UNIT Desember 2018 

 

6) Telah dilaksanakan pengadaan Alat Pengolah Data tahun 2018 

Tabel VI – 3: Pengadaan Alat Pengolah Data tahun 2018 

NO KEGIATAN VOLUME PELAKSANAAN 

1 Pengadaan Laptop 59 Unit Mei 2018 

2 Pengadaan LCD Proyektor 8 Unit TDK terealisasi 

3 Pengadaan Komputer 142 Unit April 2018 

4 Pengadaan Printer Berwarna 22 Unit Agustus 2018 

5 Pengadaan Scaner 10 Pkt Juni 2018 

6 Pengadaan Scanner Portebel 13 unit Juni 2018 

7 Pengadaan printer  155 unit Maret 2018 

 

7) Telah dilaksanakan pengadaan 1 paket alat komunikasi berupa 

sarana dan prasarana dokumentasi upacara sumpah jabatan dan 

serah terima jabatan Tahun 2018. 

8) Telah dilaksanakan pengadaan buku lainnya untuk tahun 2018 

yaitu 1 paket Buku Agenda Kerja dan Pembuatan Kalender. 

9) Telah dilaksanakan Pengadaan Perlengkapan Kantor Lainnya 

yaitu: 

Tabel VI – 4: Perlengkapan Kantor Lainnya 

 

 

10) T

e

l

a

h

 

d

NO KEGIATAN VOLUME PELAKSANAAN 

1 Perlengkapan / Atat 

Rumah Tangga lainnya 

1 PKT September 2018 

2 Pengadaan Brankas  1 Unit Juli 2018 

3 Pengadaan Mesin 

Penghitung Uang 

1 Unit 

 

Agustus 2018 

4 Pengadaan AC 4 Unit Juni 2018 

5 Pengadaan Alat Mesin 

Absensi 

15 Unit September 2018 
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ilaksanakan Pengadaan Obat-Obatan Kantor Pusat untuk 

memenuhi kebutuhan di poliklinik Direktorat Jenderal 

Perhubungan Laut (Poli Gigi dan Poli Umum) jalan Medan 

Merdeka Timur No.5 Jakarta yang dilaksanakan pada bulan Maret, 

Juli, Oktober dan Nopember 2018. 

11) Telah dilaksanakan Pengadaan Pakaian Kerja Khusus Sopir dan 

Pramubakti tahun 2018. 

Tabel VI – 5: Pengadaan Pakaian Kerja tahun 2018 

No JENIS KEGIATAN VOLUME PELAKSANAAN 

1 Pakaian Sopir 14 OT Mei 2018 

2 Pakaian Pramubakti 120 OT Mei 2018 

 

12) Telah dilaksanakan Pengadaan Pakaian dinas pegawai untuk 

memenuhi kebutuhan seragam Pegawai Kantor Pusat Direktorat 

Jenderal Perhubungan Laut (5 Direktorat dan 6 Bagian) tahun 

2018 berjumlah 2080 Stel, dilaksanakan bulan Agustus 2018. 

13) Telah dilaksanakan pengadaan pemenuhan kebutuhan jamuan 

untuk Pertemuan/ Jamuan Delegasi/ Misi/ Tamu di lingkungan 

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut berupa snack 

rapat dan makan siang. 

Tabel VI – 6: Tabel Klasifikasi Pertemuan/ Jamuan Delegasi/ 

Misi/ Tamu Tahun 2018 

No. Klasifikasi Jamuan Rapat Jumlah 

1 Rapat Dirjen 6720 Kali 

2 Rapat Sekretariat 4720 Kali 

3 Rapat Direktorat 17600Kali 

4 Rapat Kepala Bagian 12320 Kali 

5 Rapat Tamu Luar Negeri 0 Kali 

Jumlah Jamuan Rapat 41360 Kali 

 

14) Telah dilaksanakan perawatan gedung kantor selama tahun 2018. 
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Tabel VI – 7: Perawatan Gedung Kantor 

NO KEGIATAN VOLUME PELAKSANAAN 

1 
Pemeliharaan Gedung 

Kantor 

10.366 M² Januari 2018 

2 
Fumigasi Ruangan Ditjen 

Hubla 1 

1 Thn Juni 2018 

3 
Fumigasi Ruangan Ditjen 

Hubla 2 

1 Thn Oktober 2018 

4 Renovasi Ruang Dir Kappel 1 Thn April s/d Mei 2018 

5 
Renovasi Ruang Dokumen 

Dit. Kappel 

1 Pkt Mei 2018 

6 
Renovasi Ruang Para 

Kasubdit Dit Kappel 

1 Pkt April sd Mei 2018 

7 
Renovasi Ruangan 

Poskodalop dan Musholla 

1 Pkt September 2018 

8 
Renovasi Ruang rapat Dit. 

Kappel 

1 Pkt April sd Mei 2018 

9 
Renovasi Ruang Sekretaris 

dan ruang Dirlala 

     1 Pkt Maret s.d April 2018 

10        Renovasi Ruang Dit lala       1 Pkt Maret 2018 

 

15) Tidak terlaksana kegiatan Perawatan Gedung Khusus Direktorat 

Jenderal Perhubungan Laut, yaitu Gedung Arsip di Jl. Medan 

Merdeka Timur No.5 Jakarta Pusat dan Gudang Merdeka Timur 

dan Gudang Ancol 2. 

Tabel VI – 8 Perawatan Gedung Khusus 

NO KEGIATAN VOLUME PELAKSANAAN 

1 Bangunan Gudang Merdeka 

Timur 1 

2.160 M² Tidak Terealisasi 

2 Gudang Merdeka Timur dan 

Gudang Ancol 2 

 Tidak Terealisasi 

 

16) Telah dilakukan perbaikan peralatan kantor 
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Tabel VI – 9: Perbaikan Peralatan Kantor 

NO KEGIATAN VOLUME PELAKSANAAN 

1 Pemeliharaan alat mesin 

antrian Layanan satu atap 

1 Pkt Mei 2018 

2 Peralatan Poliklinik/Alat 

Kesehatan 

1 Thn September 2018 

3 Pemeliharan Inventaris 

Kantor 

1 Thn Mei 2018 

4 Pemeliharaan Personal 

Komputer/Notebook 

144 Unit Mei dan Oktober 

2018 

5 Pemeliharaan Alat 

Pendingin 

61 Unit Mei  2018 

6 Pemeliharaan Tabung 

Pemadam api 

1 Thn Tidak Terealisasi 

7 Pemeliharaan Instalasi 1 Thn Mei 2018 

8 Pemeliharaan Sound 

system 

1 Thn Oktober 2018 

9 Pemeliharaan Faximil 1 Thn Juli 2018 

10 Pemeliharaan Printer 1 Thn Oktober 2018 

11 Pemeliharaan alat 

Komunikasi ( telepon PABX) 

   1 Thn  Juli 2018 

 

17) Telah dilaksanakan kegiatan operator gedung berupa petugas 

operasional dengan sistem kontrak pada Pusat Pelayanan Satu 

Atap Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. 

Tabel VI – 10: Operator Gedung Kantor tahun 2018 

No JENIS KEGIATAN VOLUME BULAN 

1 
Operator Pelayanan 

Terpadu 

1 Thn Januari 2018 

2 
Operator Pelayanan 

Terpadu 1 

1 Thn 

 

Januari 2018 

3 
Operator Pelayanan 

Terpadu 2 

1 Thn Januari 2018 
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18) Telah dilaksanakan kegiatan perawatan peralatan/ perlengkapan 

kantor 

Tabel VI – 11: Perawatan Peralatan/ perlengkapan kantor tahun 2018 

NO KEGIATAN VOLUME PELAKSANAAN 

1 
Biaya Rumah Tangga 

kantor  

1 Thn Maret , Juni , 

Oktober 2018 

2 
Lampu dan 

Perlengkapannya 

1 Thn Juni  2018 

3 
Perlengkapan Kantor 

lainnya  

1 Thn September  2018 

19) Telah dilakukan perawatan kendaraan bermotor roda 4/6/10 

Tabel VI – 12: Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4/6/10 Tahun 2018 

NO 
KENDARAAN 

OPERASIONAL 

JUMLAH 

KENDARAAN 

(Unit) 

JUMLAH 

PERAWATAN 

1 Roda 4 (empat) Eselon I 1 12 Kali 

2 Roda 4 (empat) Eselon II 6 12 Kali 

3 Roda 4(empat)  57 12 Kali 

4 Roda 4(empat) microbus 1 12 Kali 

5 Roda 6 (enam) 13 12 Kali 

6 Rekondisi Kendaraan 

Operasional 

1 12 Kali 

J U M L A H 87 72 Kali 

20) Telah dilaksanakan perawatan kendaraan bermotor roda 2 

sebagai berikut:  

Tabel VI – 13: Perawatan Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) tahun 2018 

NO 
KENDARAAN 

OPERASIONAL 

JUMLAH 

KENDARAAN 

(Unit) 

JUMLAH 

PERAWATAN 
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1 Roda 2 (dua) 55 12 Kali 

21) Telah dilaksanakan kegiatan langganan daya dan jasa berupa 

pembayaran tagihan listrik, telepon, tv kabel dan internet sebagai 

berikut: 

 Tabel VI – 14: Langganan Daya Dan Jasa Tahun 2018  

No JENIS KEGIATAN VOLUME JUMLAH BIAYA (Rp) 

1 Listrik  1 Thn 299.498.519,- 

2 Telepon,TV Kabel dan 

Internet  

1 Thn 341.693.183,- 

 

22) Telah dilaksanakan pengiriman jasa pos dan giro yang berupa 

surat dinas. 

        Tabel VI – 15: Jasa Pos Dan Giro Tahun 2018 

No Bulan Jumlah surat (Pucuk)  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Januari 

Februari 

Maret 

April 

Mei 

Juni 

Juli 

Agustus 

September 

Oktober 

November 

Desember 

4.156 

4.133 

4.157 

4.136 

4.116 

4.125 

4.115 

4.116 

3.283 

2.259 

2.082 

4.321 

 Jumlah 44.999 

 

23) Telah dilaksanakan belanja keperluan kantoran tahun 2018 

sebagai berikut: 

 

 

Tabel VI – 16: Belanja Keperluan Perkantoran 
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NO KEGIATAN VOLUME PELAKSANAAN 

1 
Pencetakan Blanko, Nota Tagihan 

dan Kwitansi PNBP JAL Dit. LALA 

1 Pkt Tidak Terealisasi 

2 
Pencetakan Buku Pengesahan 

Kapal Dit. Keppel 

1 Pkt Juli 2018 

3 
Pencetakan Dokumen Status 

Hukum Kapal Dit. Kappel 

1 Pkt Mei 2018 

4 
Pencetakan Blanko Nota Tagihan 

dan Kwitansi PUP Dit. Kappel 

1 Pkt September 2018 

5 

Pencetakan Buku Pelaut Kapal 

Penagkap ikan/kapal layar motor 

yg dibangun secara tradisional 

1 Pkt September 2018 

6 
Pencetakan Sertifikat Non STCW 

Dit. Kappel 

1 Pkt Tidak Terealisasi 

7 

Pencetakan Sertifikat Keahlian 

dengan Pengukuhan Pelaut 

sesuai STCW 1978 Amandemen 

1995 Dit. Kappel 

1 Pkt Tidak Terealisasi 

 

 

8 

Pencetakan Sertifikat Keahlian 

dengan Pengukuhan Pelaut 

sesuai STCW 2010 Dit. Kappel 

(COE & COC) 

1 Pkt Juni 2018 

9 

Pencetakan Sertifikat 

Keterampilan Pelaut sesuai STCW 

2010 Dit. Kappel (COP) 

1 Pkt Tidak Teralisasi 

10 

Pencetakan Sertifikat Keahlian 

Kapal dan Pengukuhan Kapal 

Penangkap Ikan Dit. Kappel 

1 Pkt Tdk Teralisasi 

11 
Pencetakan Dokumen 

Kelaiklautan Kapal Dit. Kappel 

1 Pkt Oktober 2018 

12 

Pencetakan Karcis, Kwitansi dan 

Nota Tagihan Pungutan Uang 

Jasa Kepelabuhanan (PUJK) Dit. 

Kepelabuhanan 

1 Pkt Agustus  2018 

13 
Pencetakan Blanko Tagihan dan 

Kwitansi Jasa Penerbitan Surat Ijin 

1 Pkt Tidak Trealisasi 
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Kepelabuhanan Dit. 

Kepelabuhanan 

14 

Pencetakan Blanko Surat 

Persetujuan Berlayar (SPB) Dit. 

KPLP 

1 Pkt Mei 2018 

15 
Pencetakan Blanko Nota Tagihan 

dan Blanko Kwitansi Kenavigasian 

1 Pkt September 2018 

16 
Pencetakan Blanko SIUPAL dan 

SIOPSUS Dit. Lala 

1 Pkt Tidak Teralisasi 

17 
Pencetakan Sertifikat Kelaiklautan 

Kapal Dit Kappel 

1 Pkt Juli 2018 

18 
Penambahan Pencetakan 

Sertifikat Kelaiklautan Dit Kappel  

1 Pkt November  2018 

19 
Pencetakan Nota Tagihan dan 

Kuitansi PNBP Salvage Dit. KPLP 

1 Pkt Tidak Terealissi 

20 
Biaya Sewa Mesin Foto Copy 

Bagian Perencanaan (3 unit) 

1 Thn Desember 2018 

21 

Biaya Sewa Mesin Foto Copy 

Bagian Keuangan 

1 Thn Desember 2018 

22 

Biaya Sewa Mesin Foto Copy 

Bagian Hukum dan KSLN 

1 Thn Desember 2018 

23 
Biaya Sewa Mesin Foto Copy 

Lantai 16 (3 unit) 

1 Thn Desember 2018 

24 
Biaya Sewa Mesin Foto Copy Dit. 

Kappel 

1 Thn Desember 2018 

25 
Biaya Sewa Mesin Foto Copy Dit. 

Lala 

1 Thn Desember 2018 

26 

Sewa Kendaraan Operasional 

Roda 4 Bagian Hukum dan KSLN 

1 Thn Desember 2018 

27 Sewa Tanaman Hias Ditjen Hubla 1 Thn Desember 2018 

28 
Sewa Ruangan untuk 4 Direktorat 

(Realokasi)  

6 bulan Juli s.d. 

Desember 2018 

29 
Sewa Ruangan Sekretariat Ditjen 

Hubla  

6 bulan Juli s.d. 

Desember 2018 
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30 
Sewa Perlengkapan Kantor untuk 

4 Direktorat (Realokasi)   

6 bulan Juli s.d. 

Desember 2018 

31 
Sewa instalasi 6 bulan Juli s.d. 

Desember 2018 

32 
Sewa ruang arsip 6 bulan Juli s.d. 

Desember 2018 

33 
Sewa ruang rapat 6 bulan Juli s.d. 

Desember 2018 

 

24) Telah direkapitulasi surat masuk dan surat keluar Tahun 2018 

yang melalui Tata Usaha Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 

Tabel VI – 17 Surat Masuk dan Keluar Tahun 2018 

No Jenis Surat Surat Masuk Surat Keluar 

1 Non Takah 33.683 15.370 

2 Takah 12.03 531 

3 Rahasia 215 105 

4 Takah Rahasia 0 0 

5 Telex 0 3 

J U M L A H 33.899 16.009 

25) Telah Dilaksanakan Kegiatan Penyuluhan Pembinaan 

Keprotokolan dan MC Tahun Anggaran 2018 di Hotel Rizen 

Premiere, Bogor-Jawa Barat dengan Jumlah Peserta terdiri dari 60 

orang yang dibagi menjadi 2 (dua) angkatan, dengan jumlah setiap 

angkatannya sebanyak 30 orang. Adapun peserta Angkatan 

Pertama dan Kedua yang mengikuti kegiatan ini diambil dari 

beberapa UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan 

Laut, dengan Rincian sebagai berikut : 

Berdasarkan Unit Kerja : 

- Kantor Pusat : 8 orang peserta 

- Kantor Kesyahbandaran Utama : 4 orang peserta 

- Kantor Otoritas Pelabuhan Utama : 4 orang peserta 
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- Kantor KSOP : 18 orang peserta 

- Distrik Navigasi : 19 orang peserta 

- Pangkalan PLP : 4 orang peserta 

- BKKP : 2 orang peserta 

- BTKP : 1 orang peserta 

 

Gambar VI – 8: Kegiatan Penyuluhan Pembinaan Keprotokolan dan MC di 
Hotel Rizen Premiere, Bogor-Jawa Barat 

3. Kegiatan Yang Tidak Terlaksana 

Tidak terlaksana kegiatan Perawatan Gedung Khusus Direktorat Jenderal 

Perhubungan Laut, yaitu Gedung Arsip di Jl. Medan Merdeka Timur No.5 

Jakarta Pusat dan Gudang Merdeka Timur dan Gudang Ancol 2. 
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BAB VII 

DUKUNGAN MANAJEMEN DAN TEKNIS 

BAGIAN ORGANISASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT 

 

I. Program Kerja 

A. Kegiatan Pemerintahan 

1. Penyelenggaraan Workshop Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; 

2. Kajian Evaluasi Organisasi dan Kelembagaan Direktorat Jenderal 

Perhubungan Laut; 

3. Evaluasi Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Lingkungan 

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut; 

4. Evaluasi Penataan Kelembagaan dan Tata Laksana Direktorat Jenderal 

Perhubungan Laut. 

B. Kegiatan Operasional 

1. Penyelenggaraan Talkshow/Dialog Interaktif di Televisi; 

2. Workshop Keterbukaan Informasi Publik Ditjen Hubla; 

3. Evaluasi Ringkasan dan Analisa Berita; 

4. Monitoring Sistem Informasi Ditjen Hubla; 

5. Pembuatan Profil Ditjen Hubla; 

6. Dokumentasi Foto dan Video; 

7. Penyelenggaraan Pameran/Visualisasi; 

8. Pemasangan Advertorial dan Inforial; 

9. Penerbitan NewsLetter Ditjen Hubla; 

10. Media Relation; 

11. Liputan Penyelenggaraan Sidang Internasional di Indonesia dan Luar 

Negeri; 

12. Publikasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut di 

Media Cetak Nasional dan Elektronik; 

13. Penyusunan Booklet, Spanduk dan Banner ; 

14. Pembinaan Disiplin dan Pembentukan Jiwa Korsa; 

15. Bimbingan Teknis Tim Media Sosial Ditjen Hubla; 

16. Bimbingan Teknis Kehumasan Ditjen Hubla; 

17. Iklan Layanan Masyarakat; 

18. Kampanye Keselamatan Pelayaran; 
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19. Jumpa Pers/Siaran Pers; 

20. Peliputan dan Pemantauan Opini Publik Pelayanan Angkutan Laut; 

21. Liputan Khusus Pembangunan Sarana dan Prasarana di Lingkungan 

Ditjen Hubla; 

22. Penyelenggaraan Press Tour; 

23. Maintenance Portal dan Aplikasi Mobile Ditjen Hubla; 

24. Inventarisasi dan Evaluasi Aktivitas Data Kinerja Operasional UPT; 

25. Workshop Pengelolaan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) 

Ditjen Hubla; 

26. Penyusunan Buku Pintar; 

27. Klipping Berita Sub Sektor Transportasi Laut. 

 

II. Realisasi Program Kerja 

A. Kegiatan Pemerintahan 

1. Penyelenggaraan Workshop Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. 

Telah diselenggarakan kegiatan Workshop Peningkatan Kualitas 

Pelayanan Publik dalam rangka pelaksanaan agenda Reformasi 

Birokrasi khusus evaluasi pelayanan publik di lingkungan Direktorat 

Jenderal Perhubungan Laut dengan mengambil tema “Revolusi 

Budaya Kerja Organisasi Yang Berkelanjutan Mendorong Percepatan 

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan Direktorat 

Jenderal Perhubungan Laut” yang berlangsung di 3 (tiga) lokasi yaitu : 

(1) Pada tanggal 14 s.d 16 November 2018 di Swissbell Hotel 

Rainforest Kuta, Bali dengan dihadiri sebanyak 76 peserta 

meliputi UPT di daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, 

Bali, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, 

Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, 

Kalimantan Utara. 
 

 

 

 

Gambar VII – 1: Seminar Peningkatan Kualitas Publik di Swissbell Hotel 
Rainforest Kuta, Bali 
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(2) Pada tanggal 28 s.d 30 November 2018 di The Natsepa Hotel & 

Resort Ambon, Maluku dengan dihadiri sebanyak 75 peserta 

meliputi UPT di wilayah Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, 

Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, 

Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat. 
 

 

 

 

  Gambar VII – 2: Seminar Peningkatan Kualitas Publik di The Natsepa Hotel and 
Resort Ambon, Maluku 

 

(3) Pada tanggal 3 s.d 5 Desember 2018 di Hotel THE 1O1 Palembang 

Rajawali dengan dihadiri sebanyak 79 peserta meliputi UPT di 

daerah DKI Jakarta, Banten, Sumatera dan Bangka Belitung. 
 

 

 

 

Gambar VII – 3: Seminar Peningkatan Kualitas Publik di Hotel THE 1O1 
Palembang Rajawali 

 

2. Kajian Evaluasi Organisasi dan Kelembagaan Direktorat Jenderal 

Perhubungan Laut. 

Telah dilaksanakan Kegiatan Kajian Evaluasi Organisasi dan 

Kelembagaan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, antara lain: 

dalam rangka Penyusunan Kajian Evaluasi Organisasi dan Kelembagaan 

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut TA. 2018: 

(1) Pada tanggal 2 s.d. 6 April 2018 telah dilaksanakan kegiatan 

Penyusunan Dokumen Standar Pelayanan dan Maklumat 

Pelayanan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2018 di 

Hotel The 101 Bandung, Jawa Barat dengan dihadiri sebanyak 
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333 peserta dari 316 UPT di lingkungan Direktorat Jenderal 

Perhubungan Laut. 
 

 
 

 

 

              Gambar VII – 4: Penyusunan Dokumen Standar Pelayanan dan Maklumat      
                       Pelayanan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2018  
 

(2) Pada tanggal 26 s.d. 26 September 2018 telah dilaksanakan 

kegiatan Bimbingan Teknis Survei Kepuasan Masyarakat Unit 

Penyelenggara Pelayanan Publik  di Lingkungan Direktorat 

Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2018 di Hotel Novotel, 

Yogyakarta dengan dihadiri sebanyak 66 peserta dari 17 UPT di 

lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. 
 

 
 

 

 

Gambar VII – 5: Bimbingan Teknis Survei Kepuasan Masyarakat Unit 
Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal 

Perhubungan Laut Tahun 2018 
 

3. Evaluasi Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Lingkungan 

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. 

Telah dilaksanakan kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Program 

Reformasi Birokrasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan 

Laut, antara lain: 

(1) Telah diselenggarakan kegiatan Pengumpulan Dokumen Standar 

Pelayanan dan Maklumat Pelayanan Pada UPT di Lingkungan 

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2018 

bertempat di 3 (tiga) lokasi sebagai berikut: 

a. Pada tanggal 30 Mei s.d. 1 Juni 2018 di Kantor 

Kesyahbandaran Utama Belawan dengan dihadiri sebanyak 24 

peserta. 
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Gambar VII – 6: Pengumpulan Dokumen Standar Pelayanan dan Maklumat 
Pelayanan Pada UPT di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 

Tahun Anggaran 2018 di Kantor Kesyahbandaran Utama Belawan 
 

b. Pada tanggal 4 s.d. 6 Juni 2018 di Kantor Kesyahbandaran 

Utama Tanjung Perak dengan dihadiri sebanyak 30 peserta. 

 

 
  

Gambar VII – 7: Pengumpulan Dokumen Standar Pelayanan dan Maklumat 
Pelayanan Pada UPT di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 

Tahun Anggaran 2018 di Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak 
 

c. Pada tanggal 7 s.d. 9 Juni 2018 di Kantor Kesyahbandaran 

Utama Makasar dengan dihadiri sebanyak 20 peserta. 

 

 
 

 

 
 

Gambar VII – 8: Pengumpulan Dokumen Standar Pelayanan dan Maklumat 
Pelayanan Pada UPT di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 

Tahun Anggaran 2018 di Kantor Kesyahbandaran Utama Makasar 
 

(2) Telah diselenggarakan kegiatan Penilaian Pelayanan Prima Unit 

Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Perhubungan 

Tahun 2018 bertempat di 4 (empat) lokasi sebagai berikut: 

a. Pada tanggal 23 s.d. 25 Juli 2018 di KSOP Kelas II Sampit, 

Kallimantan Utara. 
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Gambar VII – 9: Penilaian Pelayanan Prima Unit Pelayanan Publik di 
Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2018 di KSOP Kelas II 

Sampit, Kalimantan Utara 
 

b. Pada tanggal 30 Juli s.d. 1 Agustus 2018 di KSOP Kelas I 

Sorong, Papua Barat. 

 

 
 

 

 

Gambar VII – 10: Penilaian Pelayanan Prima Unit Pelayanan Publik di 
Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2018 

di KSOP Kelas I Sorong, Papua Barat 
 

c. Pada tanggal 7 s.d. 9 Agustus 2018 di KSOP Kelas II Ternate, 

Maluku Utara. 

 

 
 

 

 

Gambar VII – 11 Penilaian Pelayanan Prima Unit Pelayanan Publik di 
Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2018 

di KSOP Kelas II Ternate, Maluku Utara 
 

d. Pada tanggal 6 s.d. 8 Agustus 2018 di KSOP Kelas II Kendari 

dan UPP Kelas I Bau-bau, Sulawesi Tenggara. 

 

 
 

 

 

Gambar VII – 12: Penilaian Pelayanan Prima Unit Pelayanan Publik di Lingkungan 
Kementerian Perhubungan Tahun 2018 di KSOP Kelas II Kendari dan 

UPP Kelas I Bau-Bau, Sulawesi Tenggara 
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4. Telah dilaksanakan kegiatan Evaluasi Penataan Kelembagaan dan 

Tata Laksana Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, antara lain: 

(1) Telah diselenggarakan kegiatan Visitasi Unit Pelaksana Teknis 

(UPT) Dan Wilayah Kerja (Wilker) Direktorat Jenderal 

Perhubungan Laut di 3 (tiga) lokasi sebagai berikut: 

a. Pada tanggal 19 s.d. 21 Februari 2018 di UPP Kelas III 

Sebuku. 
 

 

 

 

Gambar VII – 13: Visitasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dan Wilayah Kerja      
(Wilker) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di UPP Kelas III Sebuku 

 

b. Pada tanggal 26 s.d. 28 Februari 2018 di KSOP Kelas V 

Kuala Pembuang. 
 

 

 

 

   Gambar VII – 14: Visitasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dan Wilayah Kerja 
(Wilker) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut  

di KSOP Kelas V Kuala Pembuang 
 

c. Pada tanggal 5 s.d. 7 Maret 2018 di KSOP Kelas I Lhok Tuan 

 

 
  

Gambar VII – 15: Visitasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dan Wilayah Kerja 
(Wilker) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di KSOP Kelas I Lhok Tuan 

 

(2) Telah diselenggarakan kegiatan Penyusunan Standar 

Operasional Prosedur di Lingkungan Direktorat Jenderal 

Perhubungan Laut Tindak Lanjut Peraturan Menteri 
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Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2017 tentang Proses Bisnis 

di Lingkungan Kementerian Perhubungan Pada tanggal 10 s.d. 

12 April di Hotel The 101 Suryakencana, Bogor dengan dihadiri 

sebanyak 29 peserta. 

 

 
 

 

 

Gambar VII – 16: Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan   
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tindak Lanjut Peraturan Menteri                                    

Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2017 tentang Proses Bisnis di Lingkungan                                 
Kementerian Perhubungan di Hotel The 101 Suryakencana 

 

(3) Telah diselenggarakan kegiatan Pengumpulan Dokumen Standar 

Pelayanan dan Maklumat Pelayanan di Lingkungan Direktorat 

Jenderal Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2018 pada tanggal 

4 s.d. 6 Juli 2018 di Hotel Salak Heritage Bogor, Jawa Barat 

dengan dihadiri sebanyak 102 peserta dari 68 UPT di lingkungan 

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. 

 

 
 

 

 

                                    Gambar VII – 17: Pengumpulan Dokumen Standar Pelayanan dan Maklumat                                     
Pelayanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 

Anggaran 2018 di Hotel Salak Heritage Bogor 
 

(4) Telah diselenggarakan kegiatan Penyusunan Dokumen Standar 

Operasional Prosedur di Lingkungan Direktorat Jenderal 

Perhubungan Laut Tindak Lanjut Peraturan Menteri 

Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2017 Tentang Proses Bisnis 

di Lingkungan Kementerian Perhubungan tanggal 13 s.d. 16 

Agustus 2018 di Hotel Amaroosa Grande Bekasi, Jawa Barat 

dengan dihadiri sebanyak 68 peserta di lingkungan Kantor Pusat 

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. 
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Gambar VII – 18: Penyusunan Dokumen Standar Operasional Prosedur di 
Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tindak Lanjut Peraturan 
Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2017 Tentang Proses Bisnis di 
Lingkungan Kementerian Perhubungan di Hotel Amaroosa Grande Bekasi, 

Jawa Barat 
 

(5) Telah diselenggarakan kegiatan Pembahasan Rancangan 

Peraturan Menteri Perhubungan tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus 

Batam pada tanggal 18 s.d. 20 Oktober 2018 di Royal Hotel 

Bogor, Jawa Barat dengan dihadiri sebanyak 10 peserta. 

 

 
 

 

 

Gambar VII – 19 Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas 

Pelabuhan Khusus Batam di Royal Hotel Bogor, Jawa Barat. 

 
B. Kegiatan Operasional  

1. Penyelenggaraan Talkshow/Dialog Interaktif di Televisi. 

Telah diselenggarakan Talkshow/Dialog Interaktif di Televisi dalam 

rangka membangun citra positif Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 

di kalangan masyarakat luas melalui media elektronik. Adapun tema 

yang diangkat pada talkshow tersebut terkait dengan sosialisasi 

dukungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam mendukung 

implementasi program tol laut, sebagai berikut:  

Tabel VII – 1: Penyelengaraan Talkshow/Dialog Interaktif di Televisi 

No Waktu Agenda 

1 Stasiun Metro TV  
Pada Bulan Mei Tahun 2018  

Kesiapan Transportasi Laut 
Menghadapi Angkutan Lebaran  

2 Stasiun TV Beritasatu pada 
Bulan November 2018 

Peningkatan Keselamatan 
Pelayaran  
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3 Stasiun JakTV pada Bulan 
Desember 2019  

Persiapan Pemerintah dalam 
menyelenggarakan Angkutan 
Laut Natal dan Tahun Baru 
2019 

4 Stasiun TV Inews pada 
Bulan Desember 2018 

Digitalisasi Pelabuhan 
menjadikan Pelayanan 
Pelabuhan Seperti di Bandara 

 

2. Workshop Keterbukaan Informasi Publik Ditjen Hubla. 

Telah diselenggarakan Workshop Keterbukaan Informasi Publik di 

Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada Tahun 2018 di 3 

(tiga) lokasi, yaitu :  

(1) Pada tanggal 24 s.d 26 Oktober 2018 di Aston Palembang Hotel 

and Conference Center, dengan dihadiri sebanyak 107 peserta 

yang   merupakan UPT di wilayah tengah Indonesia.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar VII – 20: Workshop Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan 
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di Palembang 

 

(2) Pada tanggal 12 s.d 14 November 2018 di Golden Tulip Galaxy 

Banjarmasin, Kalimantan Selatan dengan dihadiri sebanyak 110 

peserta yang merupakan UPT di wilayah barat Indonesia.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar VII – 21: Workshop Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan                                        
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di Banjarmasin 

 

(3) Pada tanggal 26 s.d 28 November 2018 di Hotel Wyndham 

Surabaya, dengan dihadiri sebanyak 107 peserta yang 

merupakan UPT di wilayah timur Indonesia. 
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Gambar VII – 22: Workshop Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan 
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di Surabaya 

 

3. Evaluasi Ringkasan dan Analisa Berita. 

Telah dilaksanakan Evaluasi Ringkasan dan Analisa Berita pada setiap 

bulannya (Januari s.d Desember). 

 

 

 

 

Gambar VII – 23: Evaluasi Ringkasan dan Analisa Berita 
 

4. Monitoring Sistem Informasi Ditjen Hubla. 

Telah dilaksanakan kegiatan Monitoring Sistem Informasi Direktorat 

Jenderal Perhubungan Laut setiap bulan melalui 

dabcomm.medmon.net. 

 

 

 

 

Gambar VII – 24: Monitoring Sistem Informasi 

5.  Pembuatan Profil Ditjen Hubla. 

Telah dilaksanakan Pembuatan Profil Direktorat Jenderal 

Perhubungan Laut di 2 (dua) lokasi yaitu Jawa Timur dan Papua, 

Kendari, Sulawesi Tenggara : 
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Gambar VII – 25: Profil Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 
 

6. Dokumentasi Foto dan Video. 

Telah dilaksanakan dokumentasi foto dan video terkait kegiatan 

pimpinan dan pejabat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada 

tahun 2018 sebanyak 75 CD dan 55 collase.   

 

 

 

 

 

 

 

Gambar VII – 26: Dokumentasi Foto dan Video 
 

7. Penyelenggaraan Pameran/Visualisasi. 

Telah ikut berpartisipasi pada penyelenggaraan pameran yang 

dilaksanakan secara terpadu dengan stan Kementerian Perhubungan 

dibeberapa lokasi, yaitu: 

(1) Pada tanggal 16 s.d 25 Agustus 2018 di Dekranasda Jakabaring 

Palembang diselenggarakan Pameran Sumsel Expo Tahun 

2018. 
 

 

 

 

Gambar VII – 27: Penyelenggaraan Pameran di Palembang 

(2) Pada tanggal 6 s.d 13 September 2018 di Sumbawa 

diselenggarakan Pameran “Samota Maritime Expo 2018”. 
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Gambar VII – 28: Penyelenggaraan Pameran di Sumbawa 

(3) Pada tanggal 28 s.d 30 Oktober 2018 di Bali diselenggarakan 

Pameran Our Ocean Conference (OOC). 

 

 

 

 

Gambar VII – 29: Penyelenggaraan Pameran di Bali 

(4) Pada tanggal 2 s.d 4 Desember 2018 di Tangerang 

diselenggarakan Pameran Sinergi Aksi Informasi dan 

Komunikasi Publik (SAIK). 

 

 

 

 

Gambar VII – 30: Penyelenggaraan Pameran di Tangerang 

 
8. Pemasangan Advertorial dan Inforial. 

Telah dilakukan pemasangan Advertorial Pelabuhan yang diresmikan 

oleh Presiden RI dan Menteri Perhubungan di beberapa media cetak, 

yaitu: 

Tabel VII – 2: Pemasangan Advetorial dan Inforial 

No Judul Nama Media 

1 Kian Jeli Menjaga Kedaulatan Negeri  Media Cetak Tempo 

2 Ditjen Hubla Lakukan Program Padat 
Karya di Pelabuhan Labuan Bajo 

Media Cetak Media 
Merdeka 

3 Ditjen Hubla Lakukan Program Padat 
Karya di Pelabuhan Labuan Bajo 

Media Cetak Pelita 
Rakyat 

4 Kemenhub Jalankan Program Padat Media Cetak Tempo   
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Karya di Labuan Bajo  

5 Padat Karya Ditjen Hubla  Media Cetak Berita 
Trans 

6 Mudik Gratis “Sepeda Motor Naik 
Kapal Laut 2018” 

Media Cetak Pelita 
Rakyat 

7 Mudik Gratis “Sepeda Motor Naik 
Kapal Laut 2018” 

Media Cetak Media 
Merdeka 
 

8 Menata Pelabuhan Indonesia  Media Cetak Suara 
Pembaruan  

9 Menata Pelabuhan Indonesia Media Cetak Pelita 
Rakyat 

10 Menata Pelabuhan Indonesia Media Cetak Investor 
Daily 

 
9.  Penerbitan NewsLetter Ditjen Hubla. 

Pada tahun 2018 telah diterbitkan Newsletter Direktorat Jenderal 

Perhubungan Laut, majalah internal Direktorat Jenderal Perhubungan 

Laut yang berisi pemberitaan terkait kinerja Perhubungan Laut 

sebanyak 12 edisi.  

 

Gambar VII – 31: Penerbitan Newsletter Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 

 

10. Media Relation. 

Telah dilaksanakan kegiatan Media Relation di Kumai pada tanggal 8 

Oktober 2018 dengan jumlah sebanyak 63 peserta; 

 

 

 

 

Gambar VII – 32: Media Relation 
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11. Liputan Penyelenggaraan Sidang Internasional di Indonesia dan Luar 

Negeri. 

Telah dilaksanakan Liputan Penyelenggaraan dan Publikasi Sidang     

Internasional di Indonesia serta Pembangunan Sarana dan Prasarana      

Ditjen Hubla, antara lain: 

(1) Pada Sidang IMO (International Maritime Organization)  pertama 

pada tanggal 2 s.d 7 Juli 2018 di London, Inggris.   

 

 

 

 

Gambar VII – 33: Liputan Penyelenggaraan dan Publikasi Sidang Internasional di 
Indonesia serta Pembangunan Sarana dan Prasarana 

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 
 

(2) Pada Sidang IMO (International Maritime Organization) ke dua 

pada tanggal 19 s.d 23 November 2018 di London, Inggris. 

 

 

 

 

  Gambar VII – 34: Liputan Penyelenggaraan dan Publikasi Sidang Internasional      
di Indonesia serta Pembangunan Sarana dan Prasarana                                   

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 
 

12. Publikasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut di 

Media Cetak Nasional dan Elektronik. 

Telah dilakukan Publikasi Pembangunan Sarana dan Prasarana 

Transportasi Laut di Media Cetak Investor Daily dan Suara 

Pembaruan; 

 

 

 

 

Gambar VII – 35: Publikasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut 
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13. Penyusunan Booklet, Spanduk dan Banner  

Telah dilakukan pemasangan Spanduk dan Banner terkait Pilot      

Project, Hari Pelaut Sedunia dan Angkutan Lebaran 2018, pada 

masing-masing Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat 

Jenderal Perhubungan Laut ; 

 

 

 

 

Gambar VII – 36: Pemasangan Spanduk dan Banner 

14. Pembinaan Disiplin dan Pembentukan Jiwa Korsa. 

Telah diselenggarakan Pada tanggal 8 s.d 9 Desember 2018 di  Hotel 

101 Bogor, Jawa Barat dalam rangka menjalin membangun 

kedisiplinan dan Pembentukan Jiwa Korsa di Bagian Organisasi dan 

Humas. 
 

 

 

 

Gambar VII – 37: Pembinaan Disiplin dan Pembentukan Jiwa Korsa 

 

15.  Telah dilaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Tim Media Sosial.      

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di 2 (dua) lokasi, antara lain:  

(1) Pada tanggal 18 s.d 20 Mei 2018 di Ruang Nanggala Kantor 

Pusat Kementerian Perhubungan dengan dihadiri sebanyak 150  

peserta. 

 

 

 

 

Gambar VII – 38: Bimbingan Teknis Tim Media Sosial Direktorat Jenderal                                           
Perhubungan Laut 
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(2) Pada tanggal 2 s.d 4 Mei 2018 di Hotel Aryaduta, Bali dengan 

dihadiri sebanyak 125 peserta. 

 

 

 

 

 

 
Gambar VII – 39: Bimbingan Teknis Tim Media Sosial Direktorat Jenderal                                              

Perhubungan Laut 

 

16. Bimbingan Teknis Kehumasan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. 

Telah diselenggarakan Bimbingan Teknis Kehumasan Bagi Pejabat 

Struktural di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada 

Tahun 2018 di 3 (tiga) lokasi, yaitu :  

(1) Pada tanggal 31 Oktober s.d. 2 November 2018 di Aston Hotel         

Manado, Sulawesi Utara dengan dihadiri sebanyak 125 peserta 

yang merupakan PPID UPT di wilayah barat Indonesia.      

 

 

 

 

Gambar VII – 40: Bimbingan Teknis Tim Media Sosial Direktorat Jenderal                                                        
Perhubungan Laut di Manado 

 
(2) Pada tanggal 6 s.d 9 November 2018 di Hotel Santika Premiere 

Yogyakarta, Jawa Tengah dengan dihadiri sebanyak 110 peserta 

yang merupakan PPID UPT di wilayah tengah Indonesia. 
  

 

 

 

                                                 Gambar VII – 41: Bimbingan Teknis Tim Media Sosial Direktorat Jenderal  
                                           Perhubungan Laut di Yogyakarta 
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(3) Pada tanggal 20 s.d. 23 November 2018 di BW Suite Belitung 

Hotel, Kepulauan Bangka Belitung dengan dihadiri sebanyak 107 

peserta yang merupakan PPID UPT di wilayah timur Indonesia. 

 

 

 

 

Gambar VII – 42: Bimbingan Teknis Kehumasan Direktorat Jenderal 
Perhubungan Laut di Belitung 

 

17. Iklan Layanan Masyarakat 

Telah dibuat Iklan Layanan Masyarakat yang bertujuan untuk 

menginformasikan kinerja dan kebijakan Direktorat Jenderal 

Perhubungan Laut kepada masyarakat luas melalui pemasangan Iklan 

layanan masyarakat di media cetak. Adapun wujud Iklan Layanan 

Masyarakat telah diterbitkan di beberapa media, antara lain yaitu: 

Tabel VII – 3: Iklan Layanan Masyarakat 

NO. KETERANGAN 

1 Iklan Layanan Masyarakat terkait “Kemenhub Ajak Masyarakat 

Manfaatkan Mudik Gratis Sepeda Motor dengan Kapal Laut” di 

Koran Mingguan Harian Jakarta, tanggal 5 Mei 2018. 

2 Iklan Layanan Masyarakat terkait “Kemenhub Ajak Masyarakat 

Manfaatkan Mudik Gratis Sepeda Motor dengan Kapal Laut” di 

Koran Mingguan Suara Pembaruan, tanggal 8 Mei 2018. 

3 Iklan Layanan Masyarakat terkait “Penyelenggaraan Uji Petik dan 

Angkutan Mudik Gratis Kapal Laut” di Koran Mingguan Berita 

Trans, tanggal 15 Mei 2018.  

4 Iklan Layanan Masyarakat dengan judul “Mudik Bareng Guyub 

Rukun” di Koran Mingguan Surat Kabar Pelita Rakyat, tanggal 6 

Juni 2018.  

5 Iklan Layanan Masyarakat terkait dengan judul “Mudik Bareng 

Guyub Rukun” di Koran Mingguan Surat Kabar Warta Kota, 

tanggal 6 Juni 2018. 

6 Iklan Layanan Masyarakat terkait dengan judul “Mudik Bareng 

Guyub Rukun” di Koran Mingguan Surat Kabar Pos Kota, tanggal 

6 Juni 2018. 

7 Iklan Layanan Masyarakat terkait dengan judul “Mudik Bareng 

Guyub Rukun” di Koran Mingguan Surat Kabar Suar Merdeka 

Jateng, tanggal 18 Juni 2018. 
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Gambar VII – 43: Iklan Layanan Masyarakat 

 

18. Kampanye Keselamatan Berlayar. 

Pada tanggal 8 Oktober 2018 di Pelabuhan Kumai Kalimantan Tengah 

telah dilaksanakan kegiatan Kampanye Keselamatan Pelayaran.  

 

 

 

 

     Gambar VII – 44: Kampanye Keselamatan Pelayaran 

 

19. Jumpa Pers/Siaran Pers. 

Telah dilaksanakan pembuatan Siaran Pers Direktorat Jenderal 

Perhubungan Laut pada tahun 2018 sejumlah 481, antara lain yaitu:  

                                 Tabel VII – 4: Siaran Pers Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 

REKAPITULASI SIARAN PERS HUMAS 

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TAHUN 2018 

NO BULAN JUMLAH 

1 JANUARI 36 

2 FEBRUARI 39 

3 MARET 47 

8 Iklan Layanan Masyarakat terkait dengan judul “Mudik Bareng 

Guyub Rukun” di Koran Mingguan Surat Kabar Solo Pos, tanggal 

18 Juni 2018. 

9 Iklan Layanan Masyarakat tentang 4 Tahun Program Tol Laut 

dengan judul “Tingkatkan Perekonimian dan Distribusi Logistik 

Nasional” di Koran Mingguan Surat Kabar Pelita Rakyat, tanggal 

19 Nopember 2018. 

10 Iklan Layanan Masyarakat tentang 4 Tahun Program Tol Laut 

dengan judul “Tingkatkan Perekonimian dan Distribusi Logistik 

Nasional” di Koran Mingguan Surat Kabar Media Merdeka, 

tanggal 19 Nopember 2018. 
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4 APRIL 32 

5 MEI 25 

6 JUNI 40 

7 JULI 49 

8 AGUSTUS 40 

9 SEPTEMBER 41  

10 OKTOBER 40 

11 NOVEMBER  36 

12 DESEMBER 56 
 
 

20. Peliputan dan Pemantauan Opini Publik Pelayanan Angkutan Laut. 

Telah dilaksanakan Peliputan dan Pemantauan Opini Publik Pelayanan 

Angkutan Laut; 

  Tabel VII – 5: Peliputan dan Pemantauan Opini Publik Pelayanan Angkutan Laut 

NO PERIHAL 

1 Liputan kegiatan Passenger Vessel Security and Port Security 
Best Practive Workshop 

2 Liputan workshop Implementasi Strategi Komunikasi Publik 
Kemenub 2018 

3 Liputan sosialisasi dan perjanjian kerjasama antara Ditjen Hubla 
dengan BKI tentang Survey dan sertifikasi statutoria kapal 
berbendera Indonesia di Surabaya 

4 Liputan sosialisasi Peraturan Menhub di Bidang Transportasi 
Laut di Lingkungan Ditjen Hubla 2018 

5 Liputan sosialisasi Kespel, Sibolga - Sumatera Utara 

6 Liputan penanggulangan Tumpahan Minyak di Pelabuhan 
Semayang Balikpapan, Kaltim 

7 Liputan international workshop on the proposal of the 
Designation of TSS and SRS in Lombok and Sunda Straits di 

Bali 

8 Liputan sosialisasi dan regristrasi IMRK oleh Jasa pengurusan 
transportasi di Surabaya 

9 Liputan workshop tindak lanjut ASEM TMM 

10 Liputan seminar periodik Pejabat Pemeriksa kelaiklautan dan 
keamanan kapal Asing di Bandung 

 

 

 

 

 

Gambar VII – 45: Kegiatan Liputan Pemantauan Opini Publik  
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21. Liputan Khusus Pembangunan Sarana dan Prasarana di Lingkungan 

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. 

Telah dilaksanakan Liputan Khusus Pembangunan Sarana dan 

Prasarana di Lingkungan Ditjen Hubla; 

Tabel VII – 6: Liputan Khusus Pembangunan sarana dan Prasarana 
di Lingkungan Ditjen Hubla 

NO PERIHAL 

1 Liputan kunjungan kerja Kementerian Kordinator Bidang 
Kemaritiman RI dan Ditjen Hubla ke Patimban 

2 Liputan kunjungan kerja Menhub ke Palembang " Sinergi 
membangun bangsa : keterpaduan moda LRT dengan moda 
transportasi lain di kota palembang" 

3 Liputan kunjungan kerja Menhub ke Pelabuhan Pontianak dan 
Galangan Kapal PT. Steadfast Marine Kalimantan Barat 

4 Liputan Padat Karya Ditjen Hubla Tahun 2018 di Labuhan Bajo 

5 Liputan kunjungan kerja Presiden RI Peresmian Infrastruktur 
Transportasi Laut di Gresik, Jawa Timur 

6 Liputan Lauching kegiatan padat karya di Lingkungan Distrik 

Navigasi Kelas I Surabaya 

7 Liputan peluncuran Kapal Perintis 2000 GT di PT. Steadfast 
Marine. Pontianak 

8 Liputan kunjungan kerja Menhub ke Sragen "Dialog Nasional, 
Indonesia Maju" 

9 Liputan peresmian di Pelabuhan  Taddan dan Pelabuhan 
Keramaian , Jawa Timur 

10 Liputan pengambilan gambar dan video profil persiapan 
peresmian di pelabuhan Waren, Papua Barat 

 

 

 
 

 

 

 

Gambar VII – 46: Liputan Khusus Pembangunan Sarana dan Prasarana 
 
 

22.  Penyelenggaraan Press Tour. 

Telah diselenggarakan acara Press Tour pada tanggal 7 s.d 9 Oktober 

2018 di Pelabuhan Kumai Kalimantan Tengah dalam rangka menjalin 

hubungan baik antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan 

media massa dengan diikuti sebanyak 60 orang dari Forum Wartawan 

Perhubungan (Forwahub). 



LAPORAN TAHUNAN 2018 
 

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT | BAB vII -     22 

 

 

 

 

Gambar VII – 47: Press Tour 

 

23. Maintenance Portal dan Aplikasi Mobile Ditjen Hubla. 

Telah dilaksanakan Maintenance Portal dan Aplikasi Mobile Ditjen 

Hubla pada portal Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 

www.hubla.dephub.go.id dan penambahan modul seperti pop-up guna 

menyampaikan informasi secara berkala : 

 

 

 

Gambar VII – 48: Pop-Up Pada website dan Mobile Aplikasi Direktorat Jenderal 
Perhubungan Laut 

 

24. Inventarisasi dan Evaluasi Aktivitas Data Kinerja Operasional UPT. 

Telah dilaksanakan kegiatan Monitoring Sistem Informasi Direktorat 

Jenderal Perhubungan Laut, dengan konsep penyelenggaraan secara 

konsinyering dan kunjungan ke Unit Pelaksana Teknis dilingkungan 

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut diantaranya sebagai berikut : 

(1) Telah diselenggarakan kegiatan Konsinyering CC151 Hubla di 

Hotel Salak The Heritage Bogor pada tanggal 26 s.d. 29 Maret 

2018 dengan undangan para tier 2 (operator dari ASN) CC151 

dengan jumlah sebanyak 51 peserta. 

 

http://www.hubla.dephub.go.id/
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Gambar VII – 49: Konsinyering CC151 Hubla 
 di Hotel Salak The Herritage Bogor 

 

(2) Telah diselenggarakan Inventarisasi Format Laporan Data Ditjen 

Hubla di UPT pada KSOP Kelas I Bitung, Distrik Navigasi Kelas I 

Bitung, Pangkalan PLP Kelas II Bitung pada tanggal 16 s.d. 18 

April 2018. 

 

 

Gambar VII – 50: Inventarisasi Format Laporan Data Ditjen Hubla di UPT pada 
KSOP Kelas I Bitung, Distrik Navigasi Kelas I Bitung, Pangkalan PLP Kelas II 

Bitung 
 

(3) Telah diselenggarakan kegiatan Inventarisasi Format Laporan 

Ditjen Hubla ke KSOP Kelas II Teluk Bayur pada tanggal 19 s.d. 

21 April 2018. 

 

 

Gambar VII – 51: Inventarisasi Format Laporan Ditjen Hubla ke KSOP Kelas II 
Teluk Bayur 

 

(4) Telah diselenggarakan Kegiatan Inventarisasi Format Laporan 

Data Ditjen Hubla ke KSOP Kelas I Sorong dan Disnav Kelas I 

Sorong pada tanggal 1 s.d. 4 Mei 2018. 
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Gambar VII – 52: Inventarisasi Format Laporan Data Ditjen Hubla ke KSOP 
Kelas I Sorong dan Disnav Kelas I Sorong 

 

(5) Telah diselenggarakan kegiatan konsinyering Pemenuhan Data 

Informasi Geospasial Tematik di The Sahira Hotel Bogor pada 

tanggal 7 s.d. 10 Mei 2018 dengan undangan dari Direktorat di 

lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Pusat 

Teknologi Informasi (Pustikom) dengan dihadiri sebanyak 30 

peserta. 

 
 

 Gambar VII – 53: Konsinyering Pemenuhan Data Informasi Geospasial 
Tematik di The Sahira Hotel Bogor 

 

(6) Telah diselenggarakan Konsinyering e-persuratan di Hotel Zia 

Agria Bogor pada tanggal 8 s.d. 11 Agustus 2018 dengan para 

peserta dari Direktorat dan Bagian di lingkungan Direktorat 

Jenderal Perhubungan Laut dengan dihadiri sebanyak 40 

peserta. 

 
 

             Gambar VII – 54: Konsinyering e-persuratan di Hotel Zia Agria Bogor  

(7) Telah diselenggarakan Konsinyering Kamus Data di The Mirah 

Hotel Bogor pada tanggal 30 Agustus s.d. 1 September 2018 

dengan undangan dari Direktorat di lingkungan Direktorat 
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Jenderal Perhubungan Laut dan Pusat Teknologi Informasi 

(Pustikom) dengan dihadiri sebanyak 20 peserta. 

 

 

            Gambar VII – 55: Konsinyering Kamus Data di The Mirah Hotel Bogor 

 

(8) Telah diselenggarakan Konsinyering Data Statistik Sektor 

Transportasi Laut di Salak The Herritage Hotel Bogor pada 

tanggal 12 s.d. 15 Desember 2018 dengan undangan dari 

Direktorat di lingkungan Ditjen Hubla, PT. Pelindo  I s.d. IV 

dengan dihadiri sebanyak 30 peserta. 
 

 

 

 

      Gambar VII – 56: Konsinyering Kamus Data di The Mirah Hotel Bogor 

 

25.  Workshop Pengelolaan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi)    

 Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. 

Telah dilaksanakan Workshop Pengelolaan TIK (Teknologi Informasi 

dan Komunikasi) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang 

dilaksanakan di 3 (tiga) lokasi, antara lain yaitu : 

(1) Pada tanggal 30 Oktober s.d. 1 November 2018 di Lion Hotel & 

Plaza Manado yang dihadiri sebanyak 94 peserta dari UPT 

wilayah Timur Indonesia. 

  

Gambar VII – 57: Workshop Pengelolaan TIK di Lion Hotel & Plaza Manado 

 



LAPORAN TAHUNAN 2018 
 

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT | BAB vII -     26 

 

(2) Pada tanggal 6 s.d. 8 November 2018 di Hotel Gallery 

Prawirotaman Yogyakarta yang dihadiri sebanyak 84 peserta dari 

UPT wilayah Tengah Indonesia. 

 

  

      Gambar VII – 58: Workshop Pengelolaan TIK di Hotel Gallery Prawirotaman 
Yogyakarta  

 

(3) Pada tanggal 20 s.d. 22 November 2018 Hotel Santika Premiere 

Belitung yang dihadiri sebanyak 43 peserta dari UPT wilayah 

Barat Indonesia. 

 
 

  Gambar VII – 59: Workshop Pengelolaan TIK di  
Hotel Santika Premiere Belitung 

 

26. Penyusunan Buku Pintar. 

Telah dilaksanakan Penyusunan Buku Pintar di Hotel Salak The 

Herritage Bogor pada tanggal 10 s.d. 13 Oktober 2018 dengan peserta 

dari Direktorat dan Bagian di lingkungan Kantor Pusat Direktorat 

Jenderal Perhubungan Laut dengan dihadiri sebanyak 27 peserta. 

  

                                   Gambar VII – 60: Penyusunan Buku Pintar di Hotel Salak The Herritage Bogor  

 

27.  Klipping Berita Sub Sektor Transportasi Laut. 

 Kegiatan Klipping Berita Sub Sektor Transportasi Laut tidak 

diselenggarakan karena sudah ada monitoring berita secara online. 

Anggaran dikembalikan kepada Negara.  
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BAB VIII 

PROGRAM KERJA TAHUN 2019 

 

NO PROGRAM/ KEGIATAN 

WAKTU PELAKSANAAN (BULAN) 
TAHUN 2018 

K
E
T 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

A. BAGIAN PERENCANAAN 

1. Bimtek Penyusunan Reviu Renstra 2015-
2019, Perjanjian Kinerja (PK) 2018 dan 
Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2019 pada 
UPT Eselon I,II  

             

2. Bimtek Penyusunan Reviu Renstra 2015-
2019, Perjanjian Kinerja (PK) 2018 dan 
Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2019 pada 
UPT Eselon III 

             

3. Bimtek Penyusunan Reviu Renstra 2015-
2019, Perjanjian Kinerja (PK) 2018 dan 
Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2019 pada 
UPT Eselon IV 

             

4. Reviu Perjanjian Kinerja (PK) 2018 dan 
Penyusunan Rencana Kerja Tahunan 
(RKT) Tahun 2019 

             

5. Reviu dan Evaluasi Standar Operasional 
Prosedur (SOP) di Subag Rencana 

             

6. Penyiapan Bahan Paparan, Rapat kerja 

dan Rapat Dengan Pendapat 

             

7. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)              

8. Penyusunana Pra Pagu Kebutuhan              

9. Penyusunan RKA K/L              

10. Penyusunan Kebijakan dan Penetapatan 
Tarif di Lingkungan DITJEN HUBLA 

             

11. Penyusunana Evaluasi Capaian dan 
Evaluasi Perjanjian Kinerja Ditjen Hubla 

             

12. Peninjauan Lokasi Kegiatan dan Koordinasi 
RKA K/L 

             

14. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Strategis 
Belanja Modal dan Barang  

             

25. Studi Pra FS              

28. Penyusunan dan Evaluasi LKIP Ditjen 
Hubla Tahun 2018 

             

29. Kajian Evaluasi Manfaat Pembangunan 
Infrastruktur Transportasi 

             

 31. Bimbingan Teknis Evaluasi Sistem 
Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) 

             

37. Pembinaan Disiplin dan Pembentukan Jiwa 
Korsa Bagian Perencanaan Ditjen Hubla 

             

               
               
               

A. BAGIAN PERENCANAAN 
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NO PROGRAM/ KEGIATAN 

WAKTU PELAKSANAAN (BULAN) 
TAHUN 2018 

K
E
T 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

B. BAGIAN KEUANGAN 

1. Rapat Koordinasi di Bidang Keuangan              

2. Kegiatan Pembekalan Para Pengelola 
Anggaran di Lingkungan Ditjen Hubla 

             

3. Sosialisasi SDM Pengelola Keuangan 
dalam rangka menunjang operasional 

             

4. Pembinaan Disiplin dan pembentukan Jiwa 
Korsa TA. 2019 

             

5. Evaluasi dalam rangka pemutakhiran data 
Penerimaan Negara Bukan Pajak Semester 
I Tahun Anggaran 2019 

             

6. Evaluasi dalam rangka pemutakhiran data 
Penerimaan Negara Bukan Pajak Semester 
II Tahun Anggaran 2018 

             

7. Penyusunan Maksimal Pencairan (MP) 
dana Penerimaan Negara Bukan Pajak di 
lingkungan Direktorat Jenderal 
Perhubungan Laut TA. 2019 

             

8. Optimalisasi Penatausahaan PNBP 
TA.2019 

             

9. Penyusunan tahap akhir target pnbp 
direktorat jenderal perhubungan laut tahun 
2020 

             

10. Penyusunan tahap awal target pnbp 
direktorat jenderal perhubungan laut tahun 
2021 

             

11. Pembinaan pnbp di lingkungan Direktorat 
Jenderal Perhubungan 

             

12. Monitoring pengelola anggaran  
Direktorat jenderal perhubungan laut  
Tahun anggaran 2019 

             

13. Bimbingan tehnis sistem pengendalian 
intern pemerintah 

             

14. Pengelolaan data sdm, bmn dan 
administrasi perkantoran Bagian keuangan 

             

15. Monitoring pnbp direktorat jenderal 
perhubungan laut TA.2019 

             

16. Evaluasi dalam rangka rekonsiliasi PNBP  
Wilayah Provinsi DKI Jakarta Kantor Pusat 
TA.2019 

             

17. Evaluasi dalam rangka rekonsiliasi PNBP  
Bendahara Penerima Kantor Pusat 
TA.2019 

             

18. Pendataan / Perhitungan SPT Tahunan 
Tahun 2018 Pegawai Kantor Pusat DJPL 
TA.2019 

             

19. Konsinyering Rencana Penggunaan Uang 
(RPU) Kantor Pusat Ditjen Hubla TA.2019 

             

20. Pengelolaan Penggajian Pegawai Kantor 
Pusat Ditjen Hubla 

             

21. Penyusunan dan Konsinyering Pembuatan 
Laporan Keuangan Kantor Pusat Ditjen 
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NO PROGRAM/ KEGIATAN 

WAKTU PELAKSANAAN (BULAN) 
TAHUN 2018 

K
E
T 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

Hubla dan Wilayah Provinsi DKI Jakarta 

22. Penyusunan Laporan Keuangan Kantor 
Pusat Ditjen Hubla TA. 2019 

             

23. Implementasi (SAI) tingkat UAPPA-W dan 
UAPPA-E1 di Lingkungan Ditjen Hubla 

             

24. Rekonsiliasi Laporan Keuangan (SAI) 
Tahunan di Lingkungan Ditjen Hubla 

             

25. Rekonsiliasi Laporan Keuangan (SAI) 
Semester I di Lingkungan Ditjen Hubla 

             

26. Monitoring belanja neraca SAI              

27. Evaluasi Neraca SAI Tingkat UAPPA-E1 di 
Lingkungan Ditjen Hubla 

             

28. Evaluasi Laporan Keuangan berbasis 
akrual tingkat UAPPA-W di Lingkungan 
Ditjen Hubla 

             

29. Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen 
Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK 
BMN) di Tingkat UAPPB-W dan UAPPB-E1 

             

30. Monitoring Daya serap DIPA - Bagian 
Keuangan 

             

31. Updating perubahan dokumen anggaran 
TA.2018 

             

32. Penyusunan dokumen anggaran Ditjen 
Hubla 

             

33. Inventarisasi data perubahan dokumen 
anggaran pada UPT di Lingkungan Ditjen 
Hubla 

             

34. Inventarisasi atas pendapatan penetapan 
pejabat pengelola anggaran di Lingkungan 
Ditjen Hubla 

             

35. Monitoring dan Tindak Lanjut Laporan hasil 
pemeriksaan aparat fungsional ekstern 
(BPK-RI dan BPKP) di Lingkungan Ditjen 
Hubla TA.2019 

             

36. Monitoring dan Tindak Lanjut Laporan hasil 
audit aparat fungsional intern (ITJEN) dan 
Monitoring TP/TGR 

             

C. BAGIAN KEPEGAWAIAN 

1. Penyusunan Profil Pejabat Struktural Ditjen 
Hubla 

             

2. Pembinaan dan Pengelolaan Database 
Kepegawaian Berbasis Web, Supervisi 
Subadmin Database Kepegawaian Serta 
Validasi Pengelola Kepegawaian 

             

3. Keahlian dan Keterampilan Pelaut Terkait 
Basic Safety Training  

             

4. Penyertaan Peningkatan Kompetensi 
Pelaut 

             

5. Pelatihan Manajemen Leadership               

6. Pembinaan Disiplin dan Pembentukan Jiwa 
Korsa 

             

7. Pembinaan Mental dan Spiritual Pegawai              
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NO PROGRAM/ KEGIATAN 

WAKTU PELAKSANAAN (BULAN) 
TAHUN 2018 

K
E
T 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

Kantor Pusat 

8. Penyertaan Pemutakhiran Kompetensi 
Keahlian Pelaut 

             

9. Penyegaran Port Management              

10. Evaluasi dan Pendataan Diklat Pegawai              

11. Penyusunan Formasi Aparatur Sipil Negara 
Ditjen Hubla Tahun 2019 

             

12. Evaluasi Analisa Jabatan di Lingkungan 
Ditjen Hubla 

             

13. Inventarisasi Penerbitan Surat Izin Belajar 
di Lingkungan Ditjen Hubla 

             

14. Pemberkasan Calon ASN di Lingkungan 
Ditjen Hubla 

             

15. Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara di 
Lingkungan Ditjen Hubla Tahun 2019 

             

16. Penyusunan Program Kerja dan 
Perencanaan Kegiatan Pada Bagian 
Kepegawaian 

             

17. Sumpah Aparatur Sipil Negara              

18. Penyesuaian Ijazah Tingkat Sarjana              

19. Ujian Dinas TK. I dan Penyesuaian Ijazah 
Tingkat Diploma 3 ke Bawah 

             

20. Konsinyering dan Penyuluhan Pembinaan 
SDM TK. I, TK. Diploma 3 ke Bawah dan 
Sarjana 

             

21. Penetapan Angka Kredit PKP dan 
Pembinaan Jabatan Fungsional PKP ke 
UPT Ditjen Hubla 

             

22. Inventarisasi dan Validasi Data Dalam 
Rangka Kenaikan Pangkat di Lingkungan 
Ditjen Hubla 

             

23. Pelaksanaan Proses Pemberkasan 
Kenaikan Pangkat Terpadu 

             

24. Inventarisasi dan Validasi Data Dalam 
Rangka Evaluasi Mutasi Pindah Tugas 
Pegawai 

             

25. Penyusunan / Pembahasan Pola Mutasi di 
Lingkungan Ditjen Hubla 

             

26. Bimbingan Teknis Pengisian dan Pelaporan 
LHKPN dan LHKASN di Lingkungan Ditjen 
Hubla 

             

27. Mutasi Pejabat Struktural              

28. Pendampingan Pelaksanaan Assessment 
di Lingkungan Direktorat Jenderal 
Perhubungan Laut 

             

29. Pemeriksaan dan Penanganan Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil 

             

30. Pemberian Tanda 
Penghargaan/Kehormatan/ Tanda Jasa 

             

31. Program Evaluasi Pemberian Tanda 
Penghargaan Satya Lancana Karya Satya 
X, XX dan XXX Tahun Di Lingkungan 
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 
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NO PROGRAM/ KEGIATAN 

WAKTU PELAKSANAAN (BULAN) 
TAHUN 2018 

K
E
T 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

Tahun Anggaran 2019 

32. Penyuluhan Persiapan Pensiun (Purna 
Bhakti) PNS 

             

33. Pensiun Pegawai              

34. Penyuluhan Bidang Kepegawaian              

35. Koordinasi Penyelesaian Proses 
Administrasi Kepegawaian di Lingkungan 
Ditjen Hubla 

             

36. Penyuluhan Administrasi Kesekretariatan              

D. BAGIAN HUKUM DAN KSLN 

1. Bimtek Penyusunan Perjanjian Kerjasama 
yang dilakukan oleh Penyelenggara 
Pelabuhan 

             

2 Penyusunan Naskah Kesepakatan 
Bersama dan/atau Perjanjian Kerjasama 

             

3. Bantuan Hukum dan Penyelesaian Perkara 
dan Penyusunan Laporan Serta Evaluasi 
Kegiatan Bantuan Hukum dan 
Penyelesaian Perkara di Lingkungan Ditjen 
Hubla 

             

4. Sosialisasi dan Monitoring  Aksi 
Pencegahan Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme (APKKN) di Lingkungan Ditjen 
Hubla 

             

5. Sosialisasi P4GN dan Psikotropika di 
Lingkungan Ditjen Hubla 

             

6. Sosialisasi Peraturan Menteri Perhubungan 
di Bidang Transportasi Laut di Lingkungan 
Ditjen Hubla 

             

7. Sosialisasi Peraturan Pemerintah dan 
Peraturan Pelaksanaannya di Bidang 
Transportasi Laut di Lingkungan Ditjen 
Hubla 

             

8. Bimbingan Teknis Kepada Pejabat/Staf 
UPT Ditjen Hubla tentang Tata Cara 
Menangani Perkara 

             

9. Koordinasi dengan Instansi Lain di Bidang 
Hukum dan Pelayaran 

             

10. Pelatihan/Bimtek Advokasi kepada 
Pejabat/staf di Bidang Hukum 

             

11. Penyusunan Rancangan Peraturan 
Pemerintah (RPP) 

             

12. Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri 
Perhubungan (RPM) 

             

13. Penyusunan Keputusan Direktur Jenderal 
Perhubungan Laut 

             

14. Bimbingan Teknis Penyusunan Perjanjian 
Kerjasama Pada UPT di Lingkungan Ditjen 
Hubla 

             

15. Bimbingan Teknis Penyusunan Standard 
Operational Procedure (SOP) di Unit 
Penyelenggara Teknis Ditjen Hubla 
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NO PROGRAM/ KEGIATAN 

WAKTU PELAKSANAAN (BULAN) 
TAHUN 2018 

K
E
T 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

16. Rapat Kerja Bidang Hukum di Lingkungan 
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 

             

17. Kegiatan Legalitas Perizinan TERSUS dan 
TUKS 

             

18. Penyelenggaraan Program Kerja Sama 
Teknis di Bidang Maritim 

             

19. Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri 
Sidang Internasional, Regional, dan 
Bilateral 

             

20. Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri 
Pertemuan dan Sidang Internasional di 
Indonesia 

             

21. Pertemuan Bilateral Bidang Maritim              

22. Penyelenggaraan Sidang Multilateral, 
Regional, dan Bilateral 

             

23. Penyelenggaraan Workshop Teknik 
Diplomasi 

             

24. Penyelenggaraan Workshop Penyusunan 
Perjanjian Internasional dan Bahan Sidang 
Luar Negeri 

             

25. Penyusunan Perumusan Bahan Kerja 
Sama Luar Negeri dan Perjanjian 
Internasional 

             

26. Penterjemahaan Konvensi-Konvensi IMO 
ke Dalam Bahasa Indonesia, dalam bentuk 
Penterjemahan OPRC Convention 

             

E. BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN   

1. PROGRAM KERJA DAN RENCANA 
KEGIATAN PADA BAGIAN UMUM DAN 
PERLENGKAPAN 

             

2. RAPAT KERJA (RAKER) DITJEN HUBLA              

3. MONITORING DAN EVALUASI 
PELAKSANAAN SISTEM ADMINISTRASI 
PERKANTORAN 

             

4. VALIDASI PENCATATAN BARANG 
PERSEDIAAN DAN BARANG 
INVENTARIS SATUAN KERJA KANTOR 
PUSAT DITJEN HUBLA 

             

5. VALIDASI PENCATATAN PERSEDIAAN 
BARANG CETAKAN SATUAN KERJA 
KANTOR PUSAT DITJEN HUBLA 

             

6. PEMUTAKHIRAN DATA KARTU 
INVENTARIS BARANG ASSET BMN 
SATUAN KERJA KANTOR PUSAT DITJEN 
HUBLA 

             

7. PERSIAPAN PELAPORAN BARANG MILIK 
NEGARA, BARANG PERSEDIAAN DAN 
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 
KE KANTOR PUSAT DITJEN HUBLA 

             

8. PELANTIKAN DAN SERAH TERIMA 
JABATAN DI LINGKUNGAN DITJEN 
HUBLA 
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NO PROGRAM/ KEGIATAN 

WAKTU PELAKSANAAN (BULAN) 
TAHUN 2018 

K
E
T 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

9. PENYULUHAN DAN PEMBINAAN 
KEPROTOKOLAN DAN MC DI 
LINGKUNGAN DITJEN HUBLA 

             

10. PEMBINAAN DISIPLIN DAN 
PEMBENTUKAN JIWA KORSA 

             

11. PENYULUHAN/PEMBINAAN SISTEM 
ADMINISTRASI PERKANTORAN 

             

12. PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN 
BARANG MILIK NEGARA DI 
LINGKUNGAN DITJEN HUBLA 

             

13. ALAT PENGOLAH DATA              

14. PENGADAAN MEUBELAIR              

15. PERLENGKAPAN KANTOR LAINNYA              

16. POLIKLINIK OBAT-OBATAN              

17. PENGADAAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI              

18. PERTEMUAN / JAMUAN DELEGASI / MISI 
/ TAMU 

             

19. PENGADAAN BARANG / JASA              

20. PERAWATAN GEDUNG KANTOR              

21. PERAWATAN GEDUNG KHUSUS              

22. PERBAIKAN PERALATAN KANTOR              

23. OPERATOR GEDUNG KANTOR              

24. PERAWATAN 
PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR 

             

25. PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR 
RODA 4 / 6 / 10 

             

26. PERAWATAN KENDARAAN 
OPERASIONAL RODA DUA 

             

27. LANGGANAN DAYA DAN JASA              

28. JASA POS/GIRO/SERTIFIKAT              

29. BELANJA KEPERLUAN PERKANTORAN              

F. BAGIAN ORGANISASI DAN HUBUNGAN 
MASYARAKAT 

  

 1. Kajian Transformasi Kelembagaan Ditjen 
Hubla 

             

 2. 
 
 
 
 
 3. 

Rapat Koordinasi Pengalihan P3D 
Pelabuhan Regional dan Pelabuhan Lokal 
melibatkan Pemerintah Provinsi dan 
Pemerintah Kabupaten/Kota 
Workshop Peningkatan Kualitas Pelayanan 
Publik; 

             

 4. Evaluasi Pelaksanaan Program Reformasi 
Birokrasi di Lingkungan Ditjen Hubla 

             

 5. Evaluasi Penataan Kelembagaan dan Tata 
Laksana Ditjen Hubla 

             

 6. Monitoring PPID di Lingkungan Ditjen Hubla              

 7. Evaluasi Ringkasan dan Analisa Berita              

 8. Penyusunan Booklet, Spanduk dan Banner 
 

             



 

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT | BAB VIII      8 

 

NO PROGRAM/ KEGIATAN 

WAKTU PELAKSANAAN (BULAN) 
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K
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

 9. Penyelenggaraan Talkshow/Dialog 
Interaktif di Televisi 

             

 10. Workshop Keterbukaan Informasi Publik              

 11. Penerbitan Newsletter Ditjen Hubla              

 12. Media Relation              

 13. Liputan Penyelenggaraan Sidang 
Internasional di Indonesia dan Luar Negeri 

            

 

                  

 

            

 

             

 

  

 14. Publikasi Pembangunan Sarana dan 
Prasarana Transportasi Laut di Media 
Cetak Nasional dan Elektronik 

             

 15. Pembentukan Jiwa Korsa Bagian 
Organisasi dan Hubungan Masyarakat 

                      

 

  

 16. Bimbingan Teknis Kehumasan Ditjen Hubla              

 17. Bimbingan Teknis Tim Media Sosial Ditjen 
Hubla 

             

18. Iklan Layanan Masyarakat              

19. Kampanye Keselamatan Pelayaran              

20. Jumpa Pers/Siaran Pers              

21. Peliputan dan Pemantauan Opini Publik 
Pelayanan Angkutan Laut 

             

22. Liputan Khusus Pembangunan Sarana dan 

Prasarana di Lingkungan Ditjen Hubla 

             

23. Penyelengaraan Pers Tour Ditjen Hubla              

24. Pemasangan Advertorial dan Inforial              

25. Pembuatan Profil Ditjen Hubla              

26. Dokumentasi Foto dan Video              

27. Penyelenggaraan Pameran/Visualisasi              

28. Penyusunan Buku Pintar Ditjen Hubla              

29. Monitoring Sistem Informasi Ditjen Hubla              

30. Workshop/seminar Pengelolaan TIK di 
lingkungan Ditjen Hubla 

             

31. Maintenance Portal dan Aplikasi Ditjen 
Hubla 

             

32.  Updating Data Teknis dan Contact Center 
151 Ditjen Hubla 

             

               

 


